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Apabila kita takut gagal maka itu berarti kita akan 
membatasi kemampuan kita 
(Henry Ford) 
 
Jangan kecewa dengan nilai B dan C. Kebanyakan milyuner 
mendapat nilai B atau C di kampus. Tapi mereka 
membangun kekayaan bukan dari IQ semata, melainkan 
melalui kreativitas dan akal sehat. 
(Thomas Stanley) 
 
Awali harimu dengan impian, lalu berusaha meraihnya, 
kamudian nikmatilah prosesnya dan Saat impianmu 
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Eko Sutianto, D 0106053. ja Bidang Pertamanan dan Penerangan 
Jalan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta Dalam 
Pengelolaan Villa Park Banjarsari Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.  
Villa Park Banjarsari adalah taman kota di kota Surakarta yang memiliki 
nilai sejarah masa perjuangan. Villa Park Banjarsari pernah beralih fungsi menjadi 
area pedagang kaki lima (1999 sampai 2006). Banyak masalah yang muncul 
disana mulai dari prostitusi, premanisme dan lingkungan kumuh. Pedagang kaki 
lima yang ada di area Villa Park Banjarsari direlokasi ke  Pasar Notoharjo, 
Semanggi dan Villa Park Banjarsari direvitalisasi atas kebijakan Walikota Kota 
Surakarta pada tahun 2006. Villa Park Banjarsari saat ini dikelola oleh Bidang 
Pertamanan dan Penerangan Jalan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 
Surakarta. 
 Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui kinerja Bidang 
Pertamanan dan Penerangan Jalan Dinas Kebersihan dan Pertamaan Kota 
Surakarta dalam pengelolaan Villa Park Banjarsari sehingga Villa Park Banjarsari 
kedepannya menjadi taman yang indah, rapi, bersih  dan tidak menjadi hunian 
pedagang kaki lima. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penentuan 
informan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball 
sampling. Metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Validitas data penelitian menggunakan teknik 
triangulasi data. Analisa data model interaktif yaitu melalui proses pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan dan verifikasi. 
  Kesimpulan hasil penelitian terhadap kinerja Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan Dinas Kebersihan dan Pertamaan Kota Surakarta dalam 
pengelolaan Villa Park Banjarsari yaitu kinerja Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta dalam 
pengelolaan Villa Park Banjarsari tidak baik. Hasil penelitian terhadap kinerja 
tersebut dinilai dari beberapa indikator, yaitu 1) Efektifitas yaitu tidak tercapainya 
tujuan dan target. 2) Tangible yaitu fasilitas penunjang kegiatan dan fasilitas 
taman tidak memadai. 3) Responsibilitas yaitu pelanggaran kedisiplinan terhadap 
pelaksanaan kerja. 4) Responsifitas yaitu kesulitan dalam mengetahui kebutuhan 
dan harapan pengunjung. 5) Akuntabilitas yaitu laporan kegiatan harian tidak ada 
dan laporan pertanggung jawaban keuangan tidak terperinci. 6) Transparansi tidak 
terlaksana dengan baik, karena Bidang Pertamnan dan Penerangan Jalan Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta tidak mampu menujukkan Laporan 
Kegiatan Harian, Laporan Kegiatan Tahunan dan  Laporan Keuangan kepada 
publik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan Dinas Kebersihan dan Pertamaan Kota Surakarta dalam 
pengelolaan Villa Park Banjarsari yaitu kurangnya sumber daya manusia, 
































































































Lighting Division of  Cleaning and Landscaping Services Surakarta City 
Government in Managing the B Administration 
Department, Social and Political Science Faculty, Sebelas Maret University, 
Surakarta. 2011.  
Banjarsari Villa Park is the city park in Surakarta City with heroic 
historical value. Banjarsari Villa Park had ever changed in its function into street 
providers area (1999-2006). Many problems emerged from there such as 
prostitution, hoodlums, and slump. The street providers around the Banjarsari 
Villa Park were relocated to Notoharjo and Semanggi Markets, and Banjarsari 
Banjarsari Villa Park is currently managed by the Landscaping  and Street 
Lighting Division of  Cleaning and Landscaping Services Surakarta City 
Government in Managing the Banjarsari Villa Park 
This research is intended to find out the performance of Landscaping  and 
Street Lighting Division of  Cleaning and Landscaping Services Surakarta City 
Government in Managing the Banjarsari Villa Park so it becomes a beautiful, tidy, 
clean park and did not become the street seller residence in the future. This study 
belongs to a descriptive qualitative research. The informant selection was done 
using snowball sampling technique. Method of collecting data used was interview, 
observation and documentation. Data validation was done using data 
triangulation. The interactive model of data analysis was used encompassing data 
collection process, data reduction, data display, conclusion drawing and 
verification. 
The conclusion of research on the Landscaping  and Street Lighting 
Division of Cleaning and Landscaping Services Surakarta City Government in 
Managing the Banjarsari Villa Park is that the performance of Landscaping  and 
Street Lighting Division of  Cleaning and Landscaping Services Surakarta City 
Government in Managing the Banjarsari Villa Park is not good. The result of 
research is assessed based on several indicators: 1) the effectiveness from the 
unachieved objective or target, 2) tangible from inadequate activity supporting 
facility and park facility, 3) responsiveness from the difficulty of finding out the 
visitor need and expectation, 5) accountability from the nonexistent daily activity 
report and non-detailed financial accountability report, 6) transparency that is not 
done properly, because the Landscaping  and Street Lighting Division of  
Cleaning and Landscaping Services Surakarta City Government in Managing the 
Banjarsari Villa Park can not show the daily report, annual report and financial 
statement to the public. The factors affecting the performance of Landscaping  and 
Street Lighting Division of  Cleaning and Landscaping Services Surakarta City 
Government in Managing the Banjarsari Villa Park include: limited human 
































































































A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Kota Surakarta merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Jawa 
Tengah setelah Kota Semarang (Ibukota Provinsi Jawa Tengah). Seiring 
perkembangan Kota Surakarta menjadi kota besar, kecenderungan polusi 
udara di kota ini semakin meningkat. Meningkatnya polusi udara merupakan 
akibat dari berbagai aktivitas manusia, misalnya meningkatnya jumlah 
penggunaan kendaraan bermotor, limbah zat kimia dalam produksi dipabrik-
pabrik, dan limbah asap ( Gas CO2 dan CO) buangan sisa produksi. Polusi 
merupakan konsekuensi logis dari perkembangan suatu kota maka dari itu 
untuk mengimbangi meningkatnya jumlah polusi diperlukan peningkatan dan 
perbaikan kualitas lingkungan seperti penambahan ruang terbuka hijau di 
wilayah perkotaan. 
Pemerintah Kota Surakarta ingin menciptakan Kota Surakarta menjadi 
kota yang bersih, sehat, rapi dan indah maka Pemerintah Kota Surakarta 
berusaha menambah Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Hijau Publik 
untuk Mengimbangi meningkatnya polusi di Kota Surakarta dengan standar 
minimal sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Standar Ruang Terbuka 
Hijau telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang, pada pasal 29 ayat (1) menyebutkan tentang ruang terbuka 































































































Kemudian pada ayat (2) disebutkan tentang proporsi ruang terbuka hijau pada 
wilayah kota minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota. 
Sementara pada ayat (3) tentang proporsi ruang terbuka hijau publik pada 
wilayah kota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota.  
Luas ruang terbuka hujau yang dimiliki Kota Surakarta saat ini belum 
memenuhi tuntutan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Kota Surakarta 
masih membutuhkan sedikitnya 5,28 kilometer persegi (Km2) lahan untuk 
memenuhi standar 30% ruang terbuka hijau (RTH). Persoalan yang dihadapi 
Pemerintah Kota Surakarta dalam usaha pengadaan dan perbaikan ruang 
terbuka hijau adalah Kota Surakarta saat ini hanya memiliki sedikit lahan 
kosong yang dapat digunakan untuk pengadaan ruang terbuka hijau (RTH). 
Lahan yang masih memungkinkan untuk keperluan itu adalah kawasan 
bantaran sungai, bekas lokasi pedagang kaki lima (PKL) yang telah direlokasi 
dan  permakaman umum. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan 
Daerah (Bappeda) Kota Surakarta, Anung Indro Susanto mengakui bahwa 
Kota Surakarta nyaris kehabisan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH). Saat 
ini, total kawasan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Surakarta baru 
mencapai 18%, dari total 44,03 Km2 luas Kota Surakarta. (http://www.Solo 
pos.com/2010/solo/ruang-terbuka-hijau-di-solo-asih-kurang-luas-21323)  
 Luas ruang terbuka hijau (RTH) Kota Surakarta yang dikelola oleh 

































































































Luas Ruang Terbuka Hijau Yang Dikelola DKP Kota Surakarta 
Jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah Lokasi Luas M2 
Taman Kota 69 60.825,70 
Jalur Hujau 60 156.882,70 
Hutan Kota 6 18.437,00 
Lapangan Olah Raga 20 189.781,00 
Taman Pemakaman Umum TPU 6 469.906,00 
 Total Luas 895.832,40 
Sumber:  Profil DKP Kota Surakarta; Oktober 2009 
 
 
Taman Kota Surakarta yang dikelola oleh Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta secara keseluruhan hanya seluas 
60.825,70 m2, atau hanya 6,8 % dari total ruang terbuka hijau yang dikelola 
Bidang pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta. Sempitnya 
ruang terbuka hijau publik memang seakan menjadi konsekuensi logis dari 
kemajuan Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta sebenarnya mampu 
mengantisipasinya dengan berbagai regulasi dan program penataan ruang 
kota yang lebih terarah, namun intervensi pemerintah dalam hal penggunaan 































































































Pemerintah Kota Surakarta berbenah diri dengan menata kembali 
ruang terbuka hijau, salah satunya adalah taman kota. Program penataan 
amanisasi . Dalam  program  tamanisasi 
banyak taman lama direvitalisasi dan pembangunan taman baru. Berikut ini 
adalah proyek taman Kota Pemerintah Kota Surakarta: 
Tabel 1.2 
      Proyek Tamanisasi Pemerintah Kota Surakarta 
No. Nama Proyek Taman Kota Status 
1. Taman Balekambang Sudah direvitalisasi 
2. Taman Manahan Sudah direvitalisasi 
3. Taman Ngesus Sudah direvitalisasi 
4. Taman Gesang Sudah direvitalisasi 
5. Taman Punggawan Sudah direvitalisasi 
6.  (Villa Park Banjarsari) Sudah direvitalisasi 
7. Taman Tirtonadi Sudah direvitalisasi 
8. Taman Mayor Achmadi Taman Baru 
9. Taman Sekartaji Taman Baru 
10. Pagar Hijau Dalam Proses 
11. Taman Sepanjang Rel Kereta Api Dalam Rencana 
































































































Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang terencana dan 
terkonsep, begitu juga program tamanisasi haruslah terkonsep. Konsep 
pengembangan taman kota Surakarta oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
(DKP) kota Surakarta  adalah sebagai berikut: 
1. Menambah keindahan dan estetika kota 
2. Menambah luas ruang terbuka hijau publik 
3. Mengembalikan fungsi taman yang ada 
4. Merevitalisasi taman-taman yang rusak 
5. Meningkatkan potensi taman dijalur hijau 
6. Menjaga konservasi lahan 
Biaya dikeluarkan Pemerintah Kota Surakarta untuk merevitalisasi 
dan pembuatan taman-taman kota baru tidak sedikit, namun beberapa taman 
yang direvitalisasi dan taman-taman baru yang dibangun dalam kondisi rusak, 
kotor dan kurang terawat, seperti Taman Sekartaji, Taman Tirtonadi dan Villa 
Park Banjarsari. Kerusakan taman bervariasi mulai dari rusaknya tulisan 
identitas taman, tanaman mati dan rusaknya patung serta hilang dan pecahnya 
lampu-lampu taman bahkan keadaan taman yang kotor dan bau sehingga 
kurang menarik untuk dikunjungi.  
Villa Park Banjarsari (Taman Monumen Banjarsari) Surakarta yang 
terletak di Kelurahan Stabelan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta ternyata 































































































merupakan salah satu taman kota yang memiliki nilai sejarah tidak ternilai 
karena di tengah taman ini terdapat monument yang dikenal dengan nama 
Monument Juang 1945. Monument ini dibangun untuk mengenang 
pertempuran 4 hari di Kota Solo (Solo adalah nama lain Kota Surakarta) yang 
dipimpin oleh Letkol Slamet Riyadi atas gagasan dari Mayor Achmadi dalam 
perjuangan melawan Agresi Militer Belanda II.   
Villa Park Banjarsari merupakan taman lama yang direvitalisasi 
karena taman tersebut dahulunya rusak dan beralih fungsi menjadi hunian 
para pedagang klithikan. Pedagang klithikan merupakan pedagang kaki lima 
yang menjual barang-barang bekas. Pedagang klitikan diarea Pasar Legi 
awanya hanya sedikit namun pada tahun 1997-1998, seiring krisis ekonomi 
yang menghantam Indonesia diperparah dengan PHK perusahaan secara besar 
 besaran, kerusuhan massa yang melumpuhkan sektor ekonomi lokal dan 
sulitnya mencari pekerjaan, membuat orang beralih dari pekerja / karyawan 
ke sektor usaha mikro yaitu berdagang seperti berdagang barang bekas 
(klithikan) dan membuka warung makanan (Warung Hik). Bertambahnya 
jumlah pedagang klitikan yang sangat pesat terjadi pasca peristiwa reformasi 
akhir tahun 1999. Pedagang klithikan meluas dengan tidak tertata sampai 
masuk area taman Villa Park Banjarsari serta mengganggu tata ruang Kota 
Solo di wilayah Banjarsari. Banyak permasalahan muncul disana seperti 
lingkungan menjadi kumuh, munculnya area prostitusi, adanya premanisme 































































































Villa Park Banjarsari baru direvitalisasi pada masa pemerintahan 
Bapak Walikota Joko Widodo yaitu pada tahun 2006, setelah pendekatan dan 
perundingan relokasi yang lama (kira-kira 54 kali perundingan antara Pemkot 
dan PKL), akhirnya para pedagang klithikan di area Villa Park Banjarsari 
bersedia direlokasi ke Pasar Klithikan Notoharjo, Semanggi.  Villa Park 
Banjarsari telah dikembalikan fungsinya sebagai taman kota namun sampai 
saat ini pengunjung belum banyak tertarik untuk datang kesana. Villa Park 
Banjarsari yang dalam merevitalisasikannya membutuhkan waktu lama dan 
biaya yang besar perlu keterlanjutan pengelolaan agar menjadi taman yang 
bersih, indah, dan nyaman untuk dikunjungi. 
Villa Park Banjarsari setelah direvitalisasi dikelola oleh Bidang 
Pertamanan dan Penerangan Jalan dibawah Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan (DKP) Kota Surakarta. Sesuai dengan Peraturan Walikota 
Surakarta Nomor : 19 - L Tahun 2009 dapat diketahui tugas dari Bidang 
Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta yaitu melaksanakan 
penyiapan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang 
pertamanan dan penerangan jalan sesuai dengan kebijakan teknis yang 
ditetapkan oleh Kepala Dinas. Dalam Struktur Organisasi Dinas Kebersihan 
dan Pertamanan (DKP) Kota Surakarta, Bidang Pertamanan dan Penerangan 
Jalan DKP Kota Surakarta membawahkan dua seksi yaitu Seksi Pertamanan 
dan Seksi Penerangan Jalan. 
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta 































































































kegiatan yang diarahkan menuju tercapainya tujuan organisasi. Bidang 
Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta mengemban tugas 
dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan taman kota dan berperan penting 
dalam meningkatkan kesehatan, keindahan, kerapian dan kebersihan kota. 
Masyarakat Kota Surakarta membutuhkan suatu kota yang layak huni, salah 
satunya adalah memiliki taman - taman kota yang bersih, rapi, indah dan 
nyaman dikunjungi. Hal ini mengakibatkan penilaian kinerja Bidang 
Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta memiliki arti yang 
sangat penting bagi Kota Surakarta. Informasi mengenai kinerja Bidang 
Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta sebagai suatu cara 
untuk menggambarkan dan mengetahui hasil yang dicapai dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya.  
Melihat realita pada Villa Park Banjarsari yang dalam revitalisasinya 
membutuhkan biaya yang besar, sangat disayangkan apabila taman tersebut 
akan kembali kemasa lalunya menjadi taman kota yang rusak, bau, kotor, 
kumuh, ramai pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang klithikan, namun sepi 
pengunjung yang mendambakan keindahan Villa Park Banjarsari. Maka dari 
itu penelitian ini akan menggambarkan kinerja dari Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta dalam 
pengelolaan Villa Park Banjarsari. 
B. PERUMUSAN MASALAH 
Rumusan masalah dalam penelitian ini didasarkan dari latar belakang 































































































dalam pengelolaan Villa Park Banjarsari. Villa Park Banjarsari membutuhkan 
keberlanjutan pengelolaan agar menjadi taman kota yang bersih, indah, rapi 
dan nyaman untuk dikunjungi, serta tidak kembali menjadi hunian pedagang 
klithikan dan kumuh. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka pertanyaan yang 
hendak dijawab dalam penelitian ini adalah :  
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Dinas 
Kebersihan Dan Pertamanan Kota Surakarta dalam Pengelolaan Villa Park 
Banjarsari  (Studi Deskriptif Kualitatif Pengelolaan Villa Park Banjarsari 
Tahun 2010) ? 
C. TUJUAN PENELITIAN 
1. Tujuan Operasional 
 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran 
mengenai kinerja Bidang Petamanan dan Penerangan Jalan Dinas Kebersihan 
dan Pertamanan Kota Surakarta dalam pengelolaan Villa Park Banjasari 
selama masa tahun 2010 dan menggambarkan faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta dalam pengelolaan Villa Park Banjarsari, serta menggambarkan 
upaya yang dilakukan Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta untuk meningkatkan kinerja Bidang Pertamanan dan Penerangan 
Jalan DKP Kota Surakarta dalam pengelolaan Villa Park Banjarsari. 































































































Hasil penelitian ini diharapkan dapat dugunakan sebagai bahan 
masukkan dan pertimbangan dalam mengembangkan dan meningkatkan 
kinerja Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta dalam 
Pengelolaan Villa Park Banjarsari. 
3. Tujuan Individu 
Tujuan Penelitian bagi penulis yaitu untuk memenuhi persyaratan 
memperoleh gelar sarjana sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poitik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
D. MANFAAT PENELITIAN 
Dengan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 
1. Bagi Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta, hasil 
penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 
memperbaiki kinerja Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta dalam pengelolaan Villa Park Banjarsari. 
2. Bagi penulis, penelitian ini nantinya diharapkan mampu meningkatkan 
kemampuan peneliti dalam penyusunan tulisan yang bersifat ilmiah. 
3. Bagi pihak lain (masyarakat, departemen terkait dan stake holders), hasil 
penelitian ini membuat masyarakat dan pihak-pihak terkait memahami 
proses pengelolaan Villa Park Banjarsari khususnya dan taman-taman kota 































































































dalam menjaga dan merawat Villa Park Banjarsari serta taman kota yang 
















































































































1. PENGERTIAN KINERJA  
Kinerja merupakan salah satu aspek penting dalam organisasi. Kinerja 
sering juga disebut sebagai prestasi kerja. Kinerja berasal dari kata dalam 
Bahasa I performance  yang dapat diartika
yang menentukan keberhasilan organisasi adalah kinerja dari organisasi itu 
sendiri. Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi atau 
pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Istilah kinerja 
sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan dari 
individu ataupun kelompok individu (organisasi). Definisi kinerja menurut 
Mohamad Mahsun (2009 : 25) adalah sebagai berikut  : 
Performance) adalah gambaran mengenai tingkat 
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam 
mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang 
dalam strategic planning  
 
Pendapat Otley dalam Mahmudi (2007 : 6) tentang definisi kinerja 
adalah sebagai berikut: 
melakukan pekerjaan, dalam hal ini meliputi hasil yang telah dicapai 
dari pekerjaan tersebut. Kinerja merupakan suatu konstruk yang 































































































tergantung pada kompleksitas faktor-faktor pembentuk kinerja 
 
 
Dari dua definisi diatas dapat diambil garis besar bahwa kinerja 
merupakan hal terkait dengan tingkat pencapaian atau hasil kerja dari suatu 
kegiatan yang dilakukan baik individu maupun organisasi. 
Sedangkan Bastian dalam Hessel Nogi Tangkilisan (2005 : 175) 
mengemukakan bahwa kinerja adalah merupakan gambaran mengenai tingkat 
pencapaian hasil pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam upaya 
mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi tersebut. 
Pengertian lain kinerja adalah sebagai berikut, Joko Widodo (2008 : 
78) menjelaskan bahwa Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan 
menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti 
yang diharapkan. kinerja menurut Joko Widodo pada hakekatnya berkaitan 
dengan tanggung jawab individu atau organisasi dalam menjalankan apa yang 
menjadi wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 
 Definisi kinerja yang diungkapkan beberapa ahli ternyata berbeda-
beda, walaupun jika dilihat secara mendalam substansinya sama yaitu tingkat 
pencapaian kerja atau hasil kerja dari suatu program. Lebih lanjut dalam 
dalam Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dalam Joko Widodo (2008 
: 78 - 79) menyebutkan bahwa kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat 
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam 































































































Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan 
bahwa kinerja organisasi dapat diartikan sebagai kemampuan organisasi 
untuk melaksanakan kegiatan, aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi 
tanggung jawabnya dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan yang telah 
direncanakan sebelumnya. 
 
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA 
Kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup 
banyak faktor yang mempengaruhinya. Menurut Mahmudi (2007 : 20) faktor-
faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain: 
1. Faktor personal / individual, meliputi : pengetahuan, keterampilan (skill), 
kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki 
setiap individu; 
2. Faktor kepemimpinan, meliputi : kualitas dalam memberikan dorongan, 
semangat, arahan dan dukungan yang diberikan oleh manajer atau team 
leader; 
3. Faktor tim, meliputi : kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh 
rekan dalam satu tim, kepercayaan sesama anggota tim, kekompakan 
anggota tim dan keeratan anggota tim; 
4. Faktor sistem, meliputi : sistem kerja, fasilitas kerja, infrakstruktur yang 
































































































5. Faktor kontekstual (situasional), meliputi : tekanan dan perubahan 
lingkungan eksternal dan internal. 
Yuwono, dkk. dalam Hessel Nogi Tangkilisan (2005 : 180) 
mengemukak n bahwa faktor-faktor yang dominan mempengaruhi kinerja 
suatu organisasi meliputi upaya manajemen dalam menerjemahkan dan 
menyelaraskan tujuan organisasi, budaya organisasi, kualitas sumber daya 
manusia yang dimiliki organisasi, dan kepemimpinan yang efektif. 
Ruky dalam Hesel Nogi Tangkilisan (2005 : 180) mengidentifikasikan 
faktor-faktor yang berpengaruh langsung terhadap tingkat pencapaian kinerja 
organisasi sebagai berikut : 
a. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan 
untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. 
Semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi 
tingkat kinerja organisasi tersebut. 
b. Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi. 
c. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan 
ruangan, dan kebersihan. 
d. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada 
dalam organisasi yang bersangkutan. 
e. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi 
agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi.  
f. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, 































































































Sedangkan Soesilo dalam Hessel Nogi Tangkilisan (2005 : 180 - 181) 
mengemukakan bahwa kinerja suatu organisasi birokrasi di masa depan 
dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut : 
a. Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan 
fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi. 
b. Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi. 
c. Sumber daya manusia, yang berkaitan dengan kualitas karyawan untuk 
bekerja dan berkarya secara optimal. 
d. Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan data 
base untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi. 
e. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan 
penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap 
aktivitas organisasi. 
Atmo Soeprapto dalam Hessel Nogi Tangkilisan (2005 : 181 - 182) 
mengemukakan bahwa kinerja suatu organisasi akan sangat dipengaruhi oleh 
faktor internal maupun faktor eksternal seperti berikut ini : 
a. Faktor eksternal yang terdiri dari : 
1) Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan  
kekuasaan Negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban, 
yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya 
secara maksimal. 
2) Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang 































































































untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya sebagai suatu system 
ekonomi yang lebih besar. 
3) Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di tengah 
masyarakat, yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos 
kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi. 
b.  Faktor internal yang terdiri dari : 
1) Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin 
diproduksi oleh suatu organisasi. 
2) Struktur organisasi, sebagai desain antara fungsi yang akan dijalankan 
oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada. 
3) Sumber daya manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota 
organisasi sebagai penggerak jalanya organisasi secara keseluruhan. 
4) Budaya organisasi, yaitu gaya identitas suatu organisasi dalam pola 
kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan. 
Dalam melihat bagaimana kinerja organisasi atau instansi telah 
dicapai, diperlukan proses pengukuran atau evaluasi kinerja. Pengukuran 
kinerja merupakan sebuah proses mengevaluasi individu-individu untuk 
sampai pada keputusan-keputusan sumber daya manusia yang obyektif. 
Kinerja organisasi perlu dinilai hasilnya sehingga dapat dievaluasi agar 
kedepannya kinerja tersebut menjadi lebih baik. 
Berdasarkan uraian diatas, maka faktor-faktor yang diindikasi dapat 
memepengaruhi kinerja organisasi yang menjadi lokus dalam penelitian ini 































































































a. Faktor sumber daya manusia. 
b. Faktor sarana dan prasarana. 
c. Faktor ekonomi (anggaran kegiatan). 
 
3. PENILAIAN KINERJA 
Menilai kinerja organisasi sektor publik ternyata tidaklah semudah 
seperti hanya menilai organisasi privat yang lebih berorintasi ke arah profit 
motive. Jika pada perusahaan profit motive menilai kinerja biasanya cukup 
dengan melihat keuntungan yang didapat, jika untung besar pastilah 
kinerjanya baik. Sedangkan pada organisasi publik yang lebih mengarah pada 
nonprofit orientation maka visi dan misinya masih abstrak. Seperti yang 
dikemukakan oleh Mohamad Mahsun (2009 : 21) berikut ini: 
engukuran kinerja organisasi sektor publik tidak bisa diukur dengan 
laba karena tujuan utama organisasi ini bukan memperoleh laba tetapi 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu output organisasi 
pada umumnya bersifat intangible dan indirect  
 
 Kinerja dari organisasi atau individu dapat diketahui jika organisasi 
ataupun individu tersebut telah mempunyai kriteria keberhasilan yang telah 
ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini dapat berupa tujuan-tujuan, target-target 
dan sasaran. Kriteria keberhasilan sangatlah penting karena berungsi sebagai 
tolok ukur penilaian kinerja. Pengertian penilaian kinerja menurut T. Hani 
Handoko (1995 : 234) adalah sebagai berikut: 
membandingkan antara pelaksanaan kerja dengan standar-standar dan 
































































































Whittaker dalam Mohamad Mahsun (2009 : 25 - 26) menjelaskan 
bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan 
untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. 
Pengukuran kinerja mempunyai beberapa manfaat bagi organisasi. 
Simon dalam Mohamad Mahsun (2009 : 26) menyebutkan bahwa pengukuran 
kinerja membantu manajer dalam memonitor implementasi stategi bisnis 
dengan cara membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan 
strategis. Dari manfaat ini dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja 
adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai 
pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi 
sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas 
pengambilan keputusan dan akuntabilitas. 
Dari berbagai hal diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja 
mempunyai peran yang penting dalam pengembangan kapasitas organisasi, 
mengukur tingkat keberhasilan program dan penentuan strategi selanjutnya 
dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi atau instansi. Selain itu 
tanpa adanya pengukuran kinerja, maka tidak akan diketahui mana yang harus 
dihargai serta dipertahankan dan mana yang harus diperbaiki oleh organisasi 
atau instansi tersebut. 
Evaluasi kinerja menurut Joko Widodo (2008 : 94) yaitu merupakan 
kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu 































































































dibebankan kepadanya, karena itu evaluasi kinerja merupakan analisis dan 
interpretasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja. 
Carlos Pestana Barros dalam Public Sector 
Performance Management, Vol. 1. No. 1. 2007. Page  45  46. Technical and 
allocative efficiency of tax offices:  a case study
yaitu: 
Productivity is defined as the ratio of outputs over inputs. This ratio 
yields an absolute measure of performance that may be applied to all 
factors of production (inputs) simultaneously (as well as to all 
 
(Produktivitas didefinisikan sebagai hasil perbandingan antara output 
atas input. Hasil perbandingan ini akan menghasilkan sebuah ukuran 
absolut dari kinerja yang dapat diterapkan untuk semua faktor 
produksi (input) secara bersamaan (serta semua output) atau hanya 
sekedar mejadi faktor individu dari suatu proses produksi.) 
 
Menurut Marcel Guenon dan Bruno yang ditulis dalam International 
Journal Public Sector Performance Management  Vol. 1. No.1. Tahun 
2007 Hal 35-36, pengukuran kinerja sebagai berikut: 
service activities must lead 
to focus our attention on various complementary criteria in a 
balanced way. This general view of performance avoids any focusing 
privileging the measurement of a single criterion with the detriment of 
the others. For this reason, four types of different measurements can 
be established on Informa i ns concerning the inputs, Informations 
concerning the activities, Informations concerning the outputs, 
  
(Pengukuran kinerja dalam kegiatan-kegiatan pelayanan berperan 
penting untuk memusatkan perhatian kita pada berbagai kriteria yang 
saling melengkapi secara seimbang. Secara umum kinerja 
menghindari memfokuskan pengukuran pada satu kriteria dengan 
kerugian yang lain. Untuk alasan ini, empat jenis pengukuran yang 
berbeda dapat didirikan pada informasi mengenai input, informasi 
































































































Menuru Agus Dwiyanto, dkk. (2006 : 47) bahwa penilaian kinerja 
merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan 
sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya selain 
itu informasi kinerja berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang 
diberikan oleh organisasi tersebut mampu memenuhi harapan dan 
memuaskan para pengguna jasa  
Dari berbagai pendapat tentang cara menilai kinerja diatas, dapat 
disimpulkan bahwa penilaian kinerja pada intinya dilakukan dengan 
membandingkan antara indikator yang dapat berbentuk rencana, sasaran, 
standar tertentu, ataupun harapan dengan realisasi yang sudah dilakukan oleh 
individu atau instansi tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat dilihat berapa 
besarnya gap yang terjadi. 
 
4. INDIKATOR KINERJA 
Penilaian kinerja merupakan upaya untuk memperbaiki kinerja agar 
lebih terarah dan sistematis. Maka dari itu dalam penilaian kinerja perlu 
adanya indikator kinerja yang memudahkan dalam menilai tingkat 
ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi yang juga harus selaras dengan visi 
dan misi. Menurut Agus Dwiyanto, dkk. (2006 : 50 - 51) pengertian kinerja 
































































































Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi 
juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai 
rasio antara input dengan output.  
b. Kualitas Layanan 
Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting 
dalam menjelaskan kinerja organisasi publik. Banyak pandangan negatif yang 
terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan 
masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. 
Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan 
indikator kinerja organisasi publik.  
c. Responsivitas 
Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali 
kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta 
mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini 
menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah 
satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan 
kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, 
terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah 
ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan 
masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam 
































































































Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi 
publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar 
atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. 
Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan 
responsivitas. 
e. Akuntabilitas 
Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan 
kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh 
rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih 
oleh rakyat dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan 
rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk 
melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten 
dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya 
bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik 
atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai 
dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam 
masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang 
tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma 
yang berkembang dalam masyarakat.  
Sementara itu Lenvine dalam review literatur yang diketemukan oleh 































































































mengukur kinerja organisasi publik, yakni responsivitas (responsiveness), 
Responsibilitas (responsibility) dan akuntabilitas (accountability). 
a. Responsiveness atau responsivitas ini mengukur daya tanggap providers 
terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan customers. 
b. Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 
seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan 
tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. 
c. Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 
seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan 
dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh 
stake holders, seperti nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. 
Selain itu  Zeithaml, Parasuraman & Berry dalam Ratminto dan Atik 
Septi Winarsih (2010 :175 -176) juga mengungkapkan beberapa indikator 
kinerja, yaitu : tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy. 
a. Tangibles atau ketampakan fisik, artinya petampakan fisik dari gedung, 
peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh 
providers. 
b. Reliability atau reliabilitas adalah kemampuan untuk menyelenggarakan 
pelayanan yang dijanjikan secara akurat. 
c. Responsiveness atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong 































































































d. Assurance atau kepastian adalah pengetahuan dan kesopanan para 
pekerja dan kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan kepada 
customers. 
e. Empathy adalah perlakuan atau perhatian pribadi yang diberikan oleh 
provider kepada costumers. 
Menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2010 : 179-182) indikator 
kinerja dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu indikator kinerja 
yang berorientasi pada proses dan indikator kinerja yang berorientasi pada 
hasil. Indikator-indikator tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut: 
a. Ukuran yang berorientasi pada hasil: 
1) Efektivitas 
Efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik 
itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupu misi organisasi. 
Akan tetapi pencapaian tujuan ini harus juga mengacu pada visi 
organisasi. 
2) Produktivitas 
Produktivitas adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan 
pemerintah daerah untuk menghasilkan keluaran yang dibutuhkan oleh 
masyarakat. 
3) Efisiensi 
Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara keluaran dan 
masukan. Idealnya Pemerintah Daerah harus dapat menyelenggarakan 































































































sesedikit mungkin. Dengan demikian, kinerja Pemerintah Daerah akan 
menjadi semakin tinggi apabila tujuan-tujuan yang telah ditetapkan 
dapat dicapai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dengan biaya 
yang semurah-murahnya. 
4) Kepuasan 
Kepuasan, artinya seberapa jauh Pemerintah Daerah dapat 
memenuhi kebutuhan karyawan dan masyarakat. 
5) Keadilan  
Keadilan yang merata, artinya cakupan atau jangkauan kegiatan 
dan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah harus diusahakan 
seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara 
adil. 
b. Ukuran yang berorientasi pada proses 
1) Responsivitas 
 Responsivitas adalah kemampuan provider untuk mengenali 
kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta 
mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan 
dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa 
responsivitas ini mengukur daya tanggap providers terhadap harapan, 
































































































Responsibilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar 
tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan hukum 
atau peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. 
 
3) Akuntabilitas 
Akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar 
tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan 
ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh stake 
holders, seperti nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. 
4) Keadaptasian 
Keadaptasian adalah ukuran yang menunjukkan daya tanggap 
organisasi terhadap tuntutan perubahan yang terjadi di lingkungannya. 
5) Kelangsungan hidup 
Kelangsungan hidup artinya seberapa jauh Pemerintah Daerah 
atau program pelayanan dapat menunjukkan kemampuan untuk terus 
berkembang dan bertahan hidup dalam berkompetisi dengan daerah atau 
program lain. 
6) Keterbukaan / transparansi 
Transparansi adalah bahwa prosedur / tata cara, penyelenggaraan 
pemerintahan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan 
umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan 
































































































Empati adalah perlakuan atau perhatian Pemerintah Daerah atau 
penyelenggara jasa pelayanan atau providers terhadap isu-isu aktual 
yang sedang berkembang di masyarakat. 
Dari berbagai indikator yang telah dikemukakan diatas, peneliti dalam 
penelitian ini akan menggunakan indikator antara lain, yaitu:  
a. Effectiveness (efektivitas) 
b. Tangible (ketampakan fisik) 
c. Responsiveness (responsivitas) 
d. Responsibility (responsibilitas) 
e. Accountability (akuntabilitas) 
f. Transparancy (transparansi) 
 
B. INDIKATOR PENILAIAN KINERJA BIDANG PERTAMANAN DAN 
PENERANGAN JALAN DKP KOTA SURAKARTA 
Dari definisi tentang kinerja dapat disimpulkan bahwa kinerja atau 
performance  merupakan capaian atau hasil kerja dari suatu organisasi atau 
instansi dalam jangka waktu tertentu. Inti penilaian dari kinerja ini adalah 
bagaimana hasil kinerja yang didapat organisasi atau instansi setelah 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan indikator penilaian kinerja yang 
digunakan dalam penelitian ini. 
Sedangkan pengelolaan taman adalah proses pemeliharaan dan 































































































oleh Pemerintah Daerah melalui dinas yang ditunjuk. Dalam penelitian terkait 
kinerja Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta dalam 
pengelolaan Villa Park Banjarsari, peneliti menggunakan indikator penilaian 
kinerja sebagai tolok ukur kinerja. Indikator tersebut, yaitu: effectiveness, 
tangible, responsivenes, responsibility, accountability, dan transparancy. 
Secara rinci beberapa indikator yang digunakan untuk pengukuran kinerja 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. EFFECTIVENESS (EFEKTIVITAS) 
Efektivitas merupakan salah satu indikator penilaian kinerja yang 
digunakan dalam penelitian ini karena efektivitas berhubungan dengan 
pelaksanaan kegiatan guna mencapai suatu tujuan dalam suatu sistem. Kata 
efektivitas juga dapat diartikan sebagai tercapainya suatu efek, dampak atau 
akibat yang dikehendaki dari suatu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan. 
Efektivitas akan lebih mudah dipahami jika dilihat dari sudut pandang 
pencapaian tujuan secara optimal, yaitu efektivitas organisasi dapat 
dipandang sebagai batas kemampuan organisasi dalam mendapatkan dan 
memanfaatkan sumber daya - sumber daya yang tersedia untuk mencapai 
tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan gambaran diatas dapat disimpulkan 
bahwa efektivitas adalah suatu keberhasilan organisasi dalam menyelesaikan 
suatu pekerjaan yang benar dan tepat pada waktu yang telah ditetapkan untuk 
pencapaian sasaran, target, tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 
Dalam penelitian ini efektivitas kinerja Bidang Pertamanan dan 































































































dan tujuan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan Villa Park Banjarsari. 
Hal ini dapat dilihat dari pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan dan realisasinya pada tahun 2010. 
2. TANGIBLE (KETAMPAKAN FISIK) 
Zeithaml, Parasuraman dan Berry dalam Ratminto & Atik Septi 
Winarsih (2010 : 175) mengemukakan bahwa tangible merupakan 
ketampakan fisik dari gedung, peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain 
yang dimiliki oleh providers.  
Tangible atau wujud fisik yang digunakan sebagai tolok ukur penting 
untuk menentukan kinerja Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP 
Kota Surakarta dalam pengelolaan Villa Park Banjarsari, karena Bidang 
Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta dalam melakukan 
kegiatan pengelolaan tidak lepas dari pemanfaatan fasilitas yang dimiliki. 
Selain itu Villa Park Banjarsari sebagai sebuah taman tidak terlepas dari 
sarana dan prasarana pendukung. Tangible atau wujud fisik ini dapat dilihat 
dari sarana dan prasarana yang ada, seperti misalnya; ketersediaan alat-alat 
atau teknologi yang digunakan, prasarana kelengkapan taman (tempat duduk, 
tempat sampah, lampu taman) dan lain-lain. 
3. RESPONSIVENESS (RESPONSIFITAS) 
Responsifitas menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2010 : 179-
182) adalah kemampuan provider untuk mengenali kebutuhan masyarakat, 
menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-































































































singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap 
providers terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan customers. 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa responsivitas berarti 
kemampuan dari kinerja Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta dalam merespon dan menanggapi apa yang menjadi permasalahan 
dan keinginan dari masyarakat berkaitan dengan kegiatan pengelolaan Villa 
Park Banjarsari. Dalam penelitian ini indikator responsivitas digunakan untuk 
mengetahui bagaimana daya tanggap Bidang Pertamanan dan Penerangan 
Jalan DKP Kota Surakarta dalam menyikapi keluhan atau aspirasi dari 
masyarakat terkait dengan Villa Park Banjarsari. 
4. RESPONSIBILITY (RESPONSIBILITAS) 
Responsibilitas menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2010 : 
181) adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian 
antara penyelenggaraan pemerintahan dengan hukum, peraturan dan prosedur 
yang telah ditetapkan.  
Responsibilitas Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta yaitu seberapa besar pelaksanaan pengelolan taman kota termasuk 
Villa Park Banjarsari tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah 
ditetapkan.  
Dalam penelitian mengenai kinerja Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta dalam pengelolaan Villa Park 
Banjarsari. Responsibilitas bisa dilihat dari apakah pelaksanaan kegiatan yang 































































































dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan 
dari Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta. Oleh 
sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan 
responsivitas. 
5. ACCOUNTABILITY (AKUNTABILITAS) 
Agus Dwiyanto (2006 : 50) mengemukakan bahwa akuntabilitas 
publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi 
publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya 
adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat  dengan 
sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks 
ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar 
kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak 
masyarakat banyak. 
Akuntabilitas menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2010 : 181) 
adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara 
penyelenggaraan pemerintahan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada 
dimasyarakat dan dimiliki oleh stake holders, seperti nilai dan norma yang 
berkembang dimasyarakat.  
Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal 
yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti 
pencapaian sasaran organisasi. Dalam penelitian mengenai kinerja  Bidang 
Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta dalam pengelolaan 































































































eksternal yaitu seberapa besar pertanggungjawaban pihak Bidang Pertamanan 
dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta terhadap masyarakat sebagai 
pengguna fasilitas taman dan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
(DKP) Kota Surakarta sebagai dinas yang memberikan wewenang kepada 
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta untuk 
mengelola Villa Park Banjarsari. Dengan indikator akuntabilitas ini bisa 
diukur seberapa besar pertanggungjawaban pihak Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta dalam pengelolaan Villa Park 
Banjarsari. 
6. TRANSPARANCY (KETERBUKAAN) 
Transparancy (keterbukaan) menurut Ratminto & Atik Septi Winarsih 
(2010 : 181 - 182) adalah bahwa prosedur atau tata cara, penyelenggaraan 
pemerintahan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum 
wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh 
masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. 
Transparansi terhadap publik adalah sebuah tuntutan yang harus 
dipenuhi Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta 
dalam menjalankan tugasnya mengelola Villa Park Banjarsari. Dengan 
mengetahui segala informasi tentang pengelolaan Villa Park Banjarsari 
masyarakat dapat dengan mudah mengawasi Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta dalam mengelolanya. Dengan adanya 



































































































C. KERANGKA BERPIKIR 
Pengelolaan Villa Park Banjarsari tahun 2010 merupakan hal penting 
untuk memulai penilaian kinerja karena dengan mengetahui pengelolaan Villa 
Park Banjarsari (tata kerja, kegiatan dan program pengelolaan, peraturan 
pengelolaan dan landasan hukum pengelolaan) menjadi landasan dalam 
penilaian kinerja Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta dalam Pengelolaan Villa Park Banjarsari. 
Faktor-faktor yang diindikasi mempengaruhi kinerja Bidang dan 
Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta adalah faktor sumber daya manusia, 
faktor sarana dan prasarana, serta faktor ekonomi. Indikasi faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap kinerja Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP 
Kota Surakarta dalam pengelolaan Villa Park Banjarsari diketahui dari 
prasurvey di Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta. 
Penilaian kinerja Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta dilakukan dengan membandingkan antara standar pengelolaan, 
fasilitas yang dimiliki, aturan tata kerja, tujuan pengelolaan serta target yang 
ditetapkan dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan hasil capaian yang 
didapat dari pengelolaan Villa Park Banjarsari di tahun 2010. Indikator 
kinerja yang digunakan untuk memudahkan penilaian kinerja pada Bidang 































































































Villa Park Banjarsari antara lain: efektivitas, tangible, responsibilitas, 
responsivitas, akuntabilitas, transparansi. 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk 
peningkatan capaian kinerja Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP 
Kota Surakarta dalam pengelolaan Villa Park Banjarsari sehingga 
pengelolaan Villa Park Banjarsari dapat berjalan berkesinambungan dan 
berlanjut untuk menciptakan Villa Park Banjarsari menjadi taman kota yang 
indah, bersih dan nyaman saat dikunjungi  serta tidak kembali menjadi hunian 
pedagang kaki lima di masa yang akan datang. 
Bagan 2.1 












Faktor-faktor yang mempengaruhi 
kinerja Bidang Pertamanan dan 
Peneranan Jalan DKP 
a. Faktor SDM 
b. Faktor sarana dan prasarana 
c. Faktor Ekonomi (anggaran) 
Kinerja Unit Petamanan DKP Kota 
Surakarta Tahun 2010 
a. Effectiveness        d. Responsibility 
b. Tangible               e. Accountability 
c. Responsiveness    f. Transparancy 
Berawal dari proses 
pengelolaan Villa Park 
Banjarsari Tahun 2010 oleh 
Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan DKP 
Keberlanjutan Pengelolaan Villa Park Banjarsari agar 
Villa Park Banjarsari menjadi taman kota yang bersih, 
indah, dan nyaman dikunjungi, serta tidak kembali 































































































Metode Penelitian terdiri dari dua kata ya
enjelasan selanjutnya dikemukakan oleh Taliziduhu Ndraha 
(1981: 49) yang menjelaskan menjelaskan bahwa: 
Method
Meta sesudah  Hodos jalan . 
Methodos
cara atau jalan pengaturan atau pemeriksaan sesuatu hal atau susunan 
 
 
Penjelasan tersebut sesuai dengan pendapat dari Salim dan Salim 
dalam Uber Silalahi (2009 : 12) mengutarakan bahwa: 
dari Bahasa Y Methodos
Metode merupakan cara yang teratur untuk 
mencapai suatu maksud yang dinginkan. Metode dapat diartikan 
sebagai cara mendekati, mengamati dan menjelaskan suatu gejala 
dengan menggunakan landasan  
 
M. Nazir dalam Husein Umar (2004: 13), riset merupakan suatu usaha 
untuk menemukan suatu hal dengan metode ilmiah. Sedangkan menurut 
Ulber Silalahi (2009:
mengutarakan bahwa kata Penelitian  berasal dari kata Research yang 
Re embali  Search
encari . Penelitian didefinisikan sebagai suatu penyelidikan yang 
sistematis dan metodis atas suatu masalah untuk menemukan solusi atas 































































































Ulber Silalahi (2009 : 12 - 13) mengartikan metode penelitian sebagai 
suatu cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki 
suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk 
digunakan sebagai solusi atas suatu masalah.  
A. JENIS  PENELITIAN 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 
penelitian kualitatif deskriptif. Beni Ahmad Saebani (2008 : 122) penelitian 
kualitatif yaitu: 
enelitian kualitatif  yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti 
kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci, 
pengumpulan datanya dengan triangulasi dengan analisis data bersifat 
induktif dan hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna.  
 
Kemudian Beni Ahmad Saebani (2008 : 90) menambahkan 
pengertiannya tentang penelitian deskriptif  kualitatif yaitu: 
deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang 
dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang 
terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. Metode ini 
bertujuan melukiskan dan memahami model kebudayaan masyarakat 
secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks suatu kesatuan 
 
 
Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang berusaha 
menggambarkan secara jelas mengenai suatu keadaan dari objek penelitian. 
Maka dari itu penelitian ini dikatagorikan sebagai penelitian deskriptif 
kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat 
fenomena yang terjadi  secara  sistematis  aktual dan akurat sesuai fakta yang 































































































tersebut secara  obyektif  mengenai  keadaan  kinerja Bidang  Pertamanan  
dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta dalam pengelolaan Villa Park 
Banjarsari tahun anggaran 2010. 
B. LOKASI PENELITIAN 
Penelitian ini mengambil lokasi pada lingkungan Bidang Pertamanan 
dan Penerangan Jalan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota 
Surakarta, dengan pertimbangan bahwa Bidang Pertamanan dan Penerangan 
Jalan pada Dinas inilah yang mempunyai kewenangan untuk mengelola Villa 
Park Banjarsari. Selain itu Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota 
Surakarta mempunyai karakteristik sebagai salah satu dinas yang berdiri 
sendiri pada Struktur Pemerintahan Kota Surakarta. 
Lokasi kedua yaitu Villa Park Banjarsari, yaitu salah satu taman kota 
yang dikelola oleh Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta. Lokasi kedua ini diambil berdasarkan pertimbangan bahwa Villa 
Park Banjarsari merupakan salah satu taman yang diambil sebagai sampel 
karena taman ini mampu mewakili taman-taman kota yang lain. Selain itu 
Villa Park Banjarsari merupakan taman kota yang strategis dan cukup layak 
untuk dijadikan sebagai tempat penelitian. 
C. SUMBER DATA 
Data adalah keterangan-keterangan tentang suatu fakta. Menurut 
Taliziduhu Ndraha (1981 : 79) data kualitatif adalah data yang pada 































































































Leod dalam Husein Umar (2004 ; 63) mengatakan bahwa data dari sudut 
pandang ilmu system informasi adalah fakta dan angka yang relatif belum 
dapat dimanfaatkan bagi pemakai, oleh karena itu data harus 
ditranformasikan atau diolah terlebih dahulu agar lebih bermanfaat untuk 
menyusun informasi.  
Menurut Ulber Silalahi (2009 : 249) terkait penjelasannya tentang 
sumber data yaitu: 
unsur yang darinya dapat diperoleh informasi atau data. Sumber data 
dapat berupa orang, benda, catatan, dokumen, maupun gerak atau 
 
 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 
primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data 
yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui pengamatan, wawancara 
dan observasi langsung. Dari sumber data primer akan diperoleh data primer. 
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap 
beberapa pegawai Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta dan beberapa pengunjung Villa Park Banjarsari yang dijadikan 
informan.  
Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak 
langsung atau didapat melalui sumber lain seperti telaah literatur, 
dokumentasi, maupun penelitian yang terdahulu. Dari sumber data sekuder 































































































sekunder adalah  telaah literatur dan telaah dokumen yang ada pada Bidang 
Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta. 
 
 
D. TEKNIK PENENTUAN INFORMAN 
Teknik penentuan informan merupakan salah satu cara peneliti dalam 
menentukan sampel penelitian untuk mendapatkan informasi atau data yang 
dibutuhkan dan tepat. Dalam penelitian ini akan digunakan teknik penentuan 
informan yaitu Purposive Sampling
: 126) mengemukakan bahwa: 
mbangan 
tertentu, memilih sampel yang dipandang dapat memberikan data 
 
 
Pengumpulan data primer dalam penelitian ini bersumber dari 
informan, yaitu orang (narasumber) yang diasumsikan mengetahui segala hal 
terkait dengan permasalahan penelitian. informan dalam penelitian ini adalah 
Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta, 
Kepala Seksi Pertamanan Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP 
Kota Surakarta, Mandor Taman Villa Park Banjarsari, dan Pengunjung taman 
Villa Park Banjarsari. Secara logis informan diatas merupakan narasumber 
yang dianggap mampu memberikan informasi yang valid terkait pengelolaan 

































































































E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 
Teknik pengumpulan data adalah cara peneliti dalam mencari dan 
mengumpulkan informasi (data) yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data 
dalam peneli ian i i menggunakan tiga cara, yaitu : 
1. WAWANCARA 
Wawancara adalah cara yang dipakai untuk memperoleh informasi 
melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan informan. Menurut 
Beni Achmad Saebani (2008 : 190  191) mengemukakan bahwa: 
 
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dkonstuksikan 
makna dalam suatu data tertentu. Dengan wawancara peneliti akan 
mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang responden dalam 
 
 
Wawancara merupakan sumber bukti yang esensial dalam penelitian 
ini. Dari wawancara ini disamping melihat opini mereka mengenai peristiwa 
yang terjadi, juga dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya. 
Wawancara dilakukan terhadap responden yang dapat memberikan informasi 
dan keterangan-keterangan penting yang berkaitan dengan penelitian. 
Wawancara jenis ini bersifat lentur, terbuka, berstruktur dengan pertanyaan 
yang semakin terfokus dan mengarah pada kedalaman informasi 
 
2. OBSERVASI 
Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan pengamatan dan 































































































observasi sangat bermanfaat untuk mencari data yang tidak dapat ditemukan 
dalam wawancara ataupun telaah dokumen. Dengan observasi maka peneliti 
akan memperoleh pengalaman langsung terkait data yang akan dicari dan 
peneliti akan memperoleh kesan-kesan pribadi serta suasana nyata objek 
penelitian. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, 
penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala 
alam dan bila responden yang diamati tidak terlalau besar. 
 
3. STUDI KEPUSTAKAAN 
Peneliti mencari data penelitian dengan cara mencari data-data, 
referensi-referensi, dokumen-dokumen, literatur-literatur, dan buku-buku 
sebagai acuan dalam penelitian. Dokumen yang digunakan sebagai sumber 
studi pustaka dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2007 tentang Penataan Ruang;  Peraturan Walikota Surakarta Nomor 19 
Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta; Peraturan Walikota Surakarta 
Nomor 19-L Tahun 2009 tentang Pedoman Uraian Jabatan Struktural pada 
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta, dan jurnal internasional, 
serta berbagai buku / refrensi terkait dengan permasalahan penelitian. 
 
F. VALIDITAS DATA 
Ulber Silalahi (2009 : 244) mengemukakan bahwa validitas adalah 































































































mengukur objek yang akan diukur dan mampu mengungkapkan data tentang 
karakteristik gejala yang diteliti secara tepat. Sedangkan penjelasan menurut 
HB. Sutopo (2002) tentang validitas adalah sebagai berikut: 
kegiatan penelitian, harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. 
Oleh karena itu setiap peneliti harus bisa memilih dan menentukan 
cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang 
diperolenya. Cara pengumpulan data dengan beragam tekniknya harus 
benar-benar sesuai dan tepat untuk menggali data yang benar-benar 
diperlukan bagi penelitiannya. Ketepatan data tersebut tidak hanya 
tergantung dari ketepatan memilih sumber data dan teknik 
pengumpulannya, tetapi juga diperlukan teknik pengembangan 
 
 
Dalam penelitian kualitatif model validitas data yang sering digunakan 
adalah model triangulasi. Ada empat macam triangulasi dalam penentuan 
validitas data, yaitu : 
1. TRANGULASI METODE 
Triangulasi metode adalah teknik ini dilakukan dengan 
mengumpulkan data sejenis, tetapi dengan menggunakan metode 
pengumpulan data yang berbeda. 
2. TRIANGULASI PENELITI 
Hasil penelitian baik data ataupun kesimpulan mengenai bagian 
tertentu atau kesimpulannya bisa diuji validitasnya dari berbagai macam 
peneliti. 































































































Teknik ini menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam 
membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji. 
4. TRIANGULASI DATA (SUMBER) 
Peneliti wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia 
dalam pengumpulan data, Artinya data yang sama atau sejenis akan lebih 
mantap kebenarannya, bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. 
Penelitian ini menggunakan model triangulasi yang sumber untuk 
mendapatkan hasil yang maksimal. Triangulasi sumber dilakukan dengan 
pengamatan langsung kelapangan disertai dengan pelaksanaan wawancara 
kepada beberapa pegawai Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP 
Kota Surakarta yang berkecimpung langsung dalam pengelolaan Villa Park 
Banjarsari. Wawancara pada pegawai Bidang Pertamanan dan Penerangan 
Jalan DKP Kota Surakarta meliputi wawancara kepada Kabid Pertamanan 
dan Penerangan Jalan, lalu pegawai di Bidang Pertamanan dan Penerangan 
Jalan. Setelah wawancara terhadap Pegawai Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan  DKP Kota Surakarta kemudian dilanjutkan wawancara 
kepada beberapa pekerja lapangan dan beberapa pengunjung Villa Park 
Banjarsari. Dengan model triangulasi sumber yang beragam tetapi dalam satu 
pokok bahasan yang sama akan didapat data yang valid dengan dukungan 


































































































G. TEKNIK ANALISA DATA 
Analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat 
diinterprestasikan. Sedangkan penyusunan data berarti pengklasifikasian data 
dengan pola, tema tau katagori tertentu. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan  analisis model interaktif.  
Menurut Miles dan Huberman dalam Ulber Silalahi (2009 ; 339) 
mengungkapkan bahwa kegiatan analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan 
yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan/ verifikasi.  
Komponen - komponen analisis data model interaktif menurut Miles 

































































































Komponen-komponen Analisis Model Interaktif 












1. REDUKSI DATA 
Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada 
dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu 
bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang 
yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa hingga 
kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Kegiatan ini 









































































































permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang mana yang 
dipilihnya.  
Reduksi data / proses transformasi ini berlanjut terus sesudah 
penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Data kualitatif 
dapat disederhanakan dan ditranformasikan dalam beraneka macam cara 
antara lain ; melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian, dan 
menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas. 
 
2. PENYAJIAN DATA 
Alur kedua yang paling penting dalam kegiatan analisis penelitian 
kualitatif adalah penyajian data. Penyajan data yaitu sebagai sekumpulan 
informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 
dan pengambilan tindakan. Penyajian data adalah penyajian yang paling 
sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif. Data yang 
ada mulai dari data yang terpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun 
kurang baik, dan sangat berlebihan. Kemudian data-data tersebut dibentuk 
sedemikian rupa agar mudah dipahami dan diinterprestasikan. 
 
3. PENARIKAN KESIMPULAN DAN VERIFIKASI 
Kegiaatan analisis yang ketiga adalah menarik kesimpulan dan 
verifikasi.  data-data yang terkumpul dilapangan yang telah melalui proses 
penyajian data kemudian diamati dan dicermati untuk ditarik sebuah 
kesimpulan dari sekumpulan data tersebut. Mula-mula kesimpulan yang luas 































































































diverifikasi selama penelitian terus berlangsng. Maksud dari verifikasi adalah 
kesimpulan yang telah didapat perlu diuji kembali, ditinjau kembali, diuji 
kebenarannya, kekukuhannya, dan kecocokannya atau biasa disebut validitas. 
Verifikasi dapat dilakukan dengan cara yaitu dengan melihat kembali 
kelapangan dan kebelakang serta cross check data yang telah didapat. 
 kesimpulan yang dihasilkan perlu diverifikasi agar supaya benar-
benar mantap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Apabila 
dirasa kurang mantap dan terjadi keragu-raguan atau ada perkembangan 
pemikiran baru lebih relevan maka diperlukan penelusuran kembali secara 
cepat dengan melihat catatan lapangan yang ada. 
Analisis model interkatif dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan reduksi data melalui pemilihan, pemusatan, perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan, dan  g muncul 
dari hasil pengumpulan data dan catatan-catatan tertulis di lapangan. Tahap 
selanjutnya adalah penyajian data dengan bentuk teks naratif, dan dukungan 
data yang disajikan dalam bentuk tabel dan gambar. Tahap  terakhir yang 
dilakukan  adalah penarikan kesimpulan dengan meninjau kembali hasil 


































































































PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
 
A. DESKRIPSI LOKASI 
1. KOTA SURAKARTA 
Kota Surakarta merupakan suatu Kota yang berada di Jawa  Tengah. 
Kota Surakarta merupakan kota besar ke dua setelah Kota Semarang. Kota 
Surakarta memiliki nama lain yang lebih dikenal masyarakat yaitu Kota Solo.  
a. Keadaan Geografis Kota Surakarta 
Kota Surakarta atau Kota Solo berada pada dataran rendah yang 
merupakan dataran rendah tempat bertemunya beberapa aliran sungai 
diantaranya yaitu Sungai Pepe, Sungai Jenes, Sungai Anyar yang mengalir ke 
Sungai Bengawan Solo yang berada di sebelah timur Kota Surakarta. 
Wilayah Kota Surakarta berada diantara 110,7o 
dan 110,7o o o 56 
Lintang Selatan. Kondisi topografi dari Kota Surakarta rata-rata merupakan 
dataran rendah yang rata-rata mempunyai ketinggian 92 meter dari 
permukaan air laut. Sedangkan kondisi kemiringan tanah Kota Surakarta 
antara 0 - 40 %. Suhu di kota solo termasuk panas dengan suhu maksimum 
mencapai 31,78o Celcius dan suhu minimum mencapai 22,01o Celcius hal ini 
dikarenakan Kota Surakarta merupakan dataran rendah yang mempunyai ciri 































































































kelembapan udara 70 % dan kecepatan angin 0.4 knot dengan arah angin rata-
rata 240o.  
Kondisi tanah di Kota Surakarta secara umum terdiri dari tanah liat 
berpasir, namun di wilayah utara (Mojosongo) merupakan tanah padas, 
disebelah tengan dan timur Kota Surakarta (daerah Kraton dan Pasar Kliwon) 
sebagian dataran rendah dan sering banjir, hal ini dikarenakan daerah tersebut 
merupakan pertemuan sungai-sungai kecil yang bermuara di Sungai 
Bengawan Solo yang merupakan Sungai terbesar yang melewati Kota 
Surakarta. 
Batas-batas Kota Surakarta antara lain: 
1) Di sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan 
Kabupaten Karangnyar. 
2) Di sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan 
Kabupaten Sukoharjo. 
3) Di sebelah selatan :  beratasan dengan Kabupaten Sukoharjo. 
4) Di sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan 
Kabupaten Boyolali. 
b. Keadaan Administratif 
Secara administratif  Kota Surakarta merupakan salah satu kota dari 6 
kota dan 29 kabupaten yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah. Letak Kota 
Surakarta yaitu kira-kira 102 Km ke arah tenggara dari Kota Semarang 































































































Kota Surakarta dibentuk tanggal 1 September 1965 berdasarkan 
Undang - Undang No. 18 tahun 1965 dengan luas mencapai 44,0406 km2. 
Kota Surakarta terdiri dari 5 Kecamatan dan 51 Kelurahan dengan jumlah 
penduduk mencapai 563.355 jiwa atau dapat dikatakan memiliki kepadatan 
11.455 jiwa / km2 (Profil DKP 2009). Luas lahan Kota Surakarta yang 
terbesar digunakan untuk lahan pemukiman yaitu 61,47 % dan lahan 
penunjang ekonomi mencapai 20 % dari luas wilayah Kota Surakarta. 
kota budaya yang bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, pendidikan, 
 
2. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA 
SURAKARTA 
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta atau biasa disebut 
DKP Kota Surakarta merupakan salah satu dinas dalam jajaran dinas yang 
dimiliki Pemerinta Kota Surakarta. Sesuai dengan Peraturan Walikota 
Surakarta Nomor 19 tahun 2008 tentang penjabaran Tugas Pokok, fungsi dan 
Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta, maka urusan 
kebersihan dan pengelolaan taman-taman Kota sudah jelas menjadi tugas 
Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surakarta. Dalam 
menjalankan tugasnya tentunya Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) 
Kota Surakarta memiliki visi dan misi yang jelas dan selaras dengan Visi 
































































































a. Visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta : 
Mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota taman yang bersih, teduh, 
dan indah yang berkarakter Surakarta 
 
b. Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta 
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta dalam 
mewujudkan visinya, melakukan misi sebagai berikut: 
1) Meningkatkan pengelolaan sampah dan kebersihan sejak dari 
sumbernya sampai dengan tempat pembuangan sampah akhir dengan 
dukungan partisipasi masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana 
persampahan yang memadai. 
2)  Meningkatkan taman kota, jalur hijau, lapangan dan tempat 
pemakaman umum sebagai ruang terbuka hijau dan taman yang bersih, 
indah, teduh serta berkarakter Surakarta. 
c. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan Kota Surakarta 
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 19 tahun 2008 tentang 
penjabaran Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan Kota Surakarta dikeluarkan dengan tujuan meningkatkan dan 
memudahkan penyelenggaraan pemerintahan. kebersihan, pertamanan, 
































































































1) Tugas Pokok 
Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 19 tahun 2008 
tentang Penjabaran Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan 
dan Pertaman n mempunyai tugas menyelenggaraka  urusan pemerintahan 
di bidang kebersihan, pertamanan, pemakaman, penerangan jalan dan 
pengelolaan sampah. 
2) Fungsi 
Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan Peraturan 
Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2008 yaitu Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi : 
a) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas, 
b) Penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi dan 
pelaporan, 
c) Pengelolaan kebersihan ingkungan dan pendapatan, 
d) Pelaksanaan pengelolaan taman, pemeliharaan jaringan, pekuburan 
umum, dan penerangan jalan, 
e) Penyelenggaraan pengelolaan sampah, 
f) Penyelenggaraan penyuluhan, 
































































































d. Bagan Organisasi  
Bagan 4.1 
































SUB BAGIAN  
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e. Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 
Surakarta  
Susunan Organisasi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 
Surakarta diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor : 19 - L Tahun 
2009 yang berisi tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural pada 
Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Kemudian dalam Bab II Pasal 2 
disebutkan bahwa susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
Kota Surakarta terdiri dari: 
1) Kepala 
2) Sekretariat, membawahkan: 
a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
b) Sub Bagian Keuangan; 
c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
3) Bidang Kebersihan, membawahkan: 
a) Seksi Kebersihan Kota; 
b) Seksi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan. 
4) Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan, membawahkan: 
a) Seksi Pertamanan; 
































































































5) Bidang Pemakaman Umum, membawahkan: 
a) Seksi Pelayanan Pemakaman; 
b) Seksi Pengelolaan Pemakaman Umum. 
6) Bidang Persampahan, membawahkan: 
a) Seksi Angkutan Sampah; 
b) Seksi Pengelolaan Sampah. 
7) Kelompok Jabatan Fungsional 
f. Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan Kota Surakarta didasarkan pada Peraturan Walilkota Surakarta 
Nomor 19-L Tahun 2009 Tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural 
Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta. Dinas Kebersihan 
dan Pertamanan Kota Surakarta merupakan Dinas yang diserahi tugas dan 
wewenang dalam pengelolaan sampah dan pertamanan serta pengelolaan 
pemakaman umum dikota Surakarta. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut 
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta memiliki tata kerja 
organisasi serta bagan strukrural organisasi. Hal ini bertujuan dalam 
mempermudah pelaksanaan alur pendelegasian wewenang dan alur 
pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan organisasi, 































































































pokok dan fungsi yang diembannya secara baik. Tata Kerja Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta dapat dilihat  sebagai berikut: 
1) Kepala Dinas, Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan 
Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh 
Walikota. 
2) Kepala Dinas, Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan 
Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-
prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang 
tugasnya masing-masing. 
3) Kepala Dinas, Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan 
Kepala Seksi serta Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya 
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara 
vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan 
organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain 
sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. 
4) Kepala Dinas, Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan 
Kepala Seksi bertanggung jawab dalam memimpin, 
mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-































































































5) Kepala Dinas, Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan 
Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk, 
bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan 
laporan tepat pada waktunya. 
6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, 
tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di 
lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 
7) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekertaris, Kepala 
Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dari bawahan wajib 
diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih 
lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada 
bawahan. 
8) Sekertaris, Kepala Bidang dan Jabatan Fungsional menyampaikan 
laporan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, kemudian 
Sekretaris Dinas menyusun laporan berkala kepada Kepala Dinas dan 
Kepada Walikota melalui Sekda. 
9) Kepala Dinas, Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala 
Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas 
diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai 































































































10) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota, sepanjang masih 
mengenai teknis pelaksanaan, dalam pelaksanaannya diatur oleh 
Kepala Dinas. 
 
3. BIDANG PERTAMANAN DAN PENERANGAN JALAN DINAS 
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SURAKARTA 
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta  
merupakan bagian dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta 
yang diserahi tugas untuk mengelolala ruang terbuka hijau, jalur hijau dan 
urusan penerangan jalan umun. Bidang inilah yang menjadi objek penelitian 
dalam penelitian ini. Ruang terbuka hijau yang dikelola oleh Bidang 
Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta diantaranya adalah 
taman kota. Jumlah taman kota yang dikelola mencapai 69 taman termasuk 
Villa Park Banjarsari.  
Kantor dari Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta berada dalam satu komplek dengan Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan (DKP) Kota Surakarta. Kantor tersebut beralamat di Jalan 
Menteri Supeno Nomor 10 Surakarta, tepatnya berada dibelakang Stadion 
Manahan Solo (Solo merupakan nama lain dari Kota Surakarta). 
Pegawai Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pengangkatannya melalui 































































































berada dalam Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 
Surakarta. Pegawai Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta berdasarkan data kepegawaian terdiri dari 136 Orang pegawai.  
      Tabel 4.1 
PNS Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan  
                  DKP Kota Surakarta 
Bidang Kerja Jumlah 
Kepala Bidang  1 Orang 
Kepala Seksi Pertamanan 1 Orang 
Kepala Seksi Penerangan Jalan 1 Orang 
Pegawai Seksi Pertamanan 114 Orang 
Pegawai Seksi Penerangan jalan 18 Orang 
Tenaga Landscape 1 Orang 
Jumlah total 136 Orang 
   Sumber : DKP Kota Surakarta 
 
Pegawai Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta selain Pegawai Negeri Sipil (PNS), juga terdapat pegawai honorer 
atau tenaga harian lepas (THL). Pegawai honorer atau tenaga harian lepas 
(THL) merupakan pegawai yang dalam pengangkatannya mempunyai 
kontrak 1 tahun dan dapat diperpanjang lagi jika masa kontraknya telah 
selesai. Tenaga harian lepas ini mempunyai keunikan yaitu dapat berhenti 
sewaktu-waktu walaupun masa kontraknya belum habis. Adapun rincian 
































































































 Tenaga Honorer Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan  
    DKP Kota Surakarta 
No Bidang Kerja Jumlah 
1 THL Seksi Pertamanan 40 Orang 
2 THL Seksi Penerangan Jalan 2 Orang 
 Jumlah tenaga 42 Orang 
        Sumber: DKP Kota Surakarta 
 
Pegawai Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta terdiri dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar 
(SD) sampai tingkat Sarjana. Pegawai yang memiliki jenjang pendidikan 
yang cukup tinggi diharapkan menjadi penggagas idea atau bisa dikatakan 
menjadi brain of organization dari Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan 
DKP Kota Surakarta sehingga Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan 
DKP Kota Surakarta mampu menjalankan perannya dengan baik. kemudian 
pagawai-pegawai yang memiliki jenjang pendidikan mulai dari SD sampai 
SMA menjadi staff dan penggerak dalam Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta sehingga Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta mampu menjalankan kegiatan yang 
telah terencana dengan baik. 
    Tabel 4.3 
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal 
No Pendidikan Jumlah pegawai Prosentase 































































































2 Sekolah Menengah Pertama 31 Orang 23,52 % 
3 Sekolah Menengah Atas 67 Orang 48,53 % 
4 Sarjana Muda 1 Orang 0,74 % 
6 Sarjana (S1) 9 Orang 6,62 % 
7 Sarjana (S2 & S3) 2 Orang 1,47 % 
 Jumlah Pegawai 136 Orang 100 % 
   Sumber : DKP Kota Surakarta 
4. VILLA PARK BANJARSARI SURAKARTA 
a. Sejarah Villa Park Banjarsari 
Sekilas sejarah berdirinya Villa Park serta perananan Villa Park 
dalam perjuangan kemerdekaan. Kecamatan Banjarsari dulu menjadi daerah 
Kota Mangkunegaran. Banjarsari dulu dinamakan Kampung Balapan, sebab 
daerah tersebut (sebelah Utara Pasar Legi, lokasi Monume
sekarang) pada zaman Mangkunegara IV diperintahkan untuk dijadikan area 
pacuan kuda. Kemudian dibangun pula tribune (panggung) tempat duduk 
para pembesar kerajaan (Mangkunegaran) yang menyaksikan pacuan kuda. 
Sekarang nama Balapan  digunakan untuk nama Stasiun Kereta Api. Nama 
Banjarsari diambil dari: Banjar  yang artinya Rumah Besar , dan Sari
yang berarti terlihat indah (sari, asri) , sehingga sampai sekarang daerah itu 
disebut sebagai Banjarsari. 
Lahan Villa Park diambil dari daerah Pamedan Lor Mangkunegaran 































































































Thomas Karsten yang merupakan salah satu arsistek terkemuka di Hindia 
Belanda pada abad ke-20. Ia lahir di Amsterdam pada tahun 1884 dan pada 
akhir tahun 1914 meninggalkan Belanda berangkat ke Indonesia. Villa Park 
Banjarsari dibangun pada saat ia menjadi konsultan perencanaan Kota 
Surakarta. 
Villa Park berlokasi di sebelah utara Pasar Legi yang kini sudah 
banyak mengalami perubahan. Dahulu Villa Park merupakan tempat tinggal 
para pejabat pemerintah Belanda yang di tempatkan di Surakarta dan dihuni 
oleh sebagian besar orang Eropa yang bekerja di sektor perkebunan. 
Pertumbuhan pemukiman Eropa juga disertai dengan segala infrastruktur 
yang dibutuhkan bagi orang-orang Eropa. Kebutuhan infrastruktur ini terdiri 
atas fasilitas pendidikan, kesehatan, ibadah, kesenian, dan budaya. Fasilitas 
pendidikan yang dibuka di Surakarta terdiri atas sekolah dasar (Europeasche 
Lagere School), sekolah menengah (Hoogere Burger School), dan sekolah 
guru (Kweekschool). Sekolah pertama dibuka tahun 1896 adalah Wilhelmina 
School yang didirikan untuk menampung para siswa Eropa. Sekolah ini 
diberi nama Wilhelmina untuk mengenang kenaikan tahta Ratu Belanda 
Wilhelmina yang menggantikan Ratu Emma. Sedangkan unsur seni dan 
keindahan dibangun sebuah taman di tengah-tengah Villa Park (taman 
tersebut kini dikenal sebagai Villa Park Banjarsari atau Taman Monumen 
Banjarsari) 
Lingkungan Villa Park dinyatakan sebagai lingkungan elit dengan 































































































penggunaan tanah negara di Surakarta, khususnya daerah Mangkunegaran 
seperti kutipan berikut ini: 
Peraturan tentang penggunaan tanah negara di Mangkunegaran tidak 
meliputi daerah Villa Park, karena daerah ini sudah mempunyai 
peraturan tersendiri yang ditetapkan tanggal 1 November 1913 
(Rijksblad Mangkunegaran, 15 Januari 1918. No 1. Tahun 1918, 
artikel no.2 Pasal 3).  
(sumber : http://archive.kaskus.us/thread /2348043/10/. Disunting dan 
didokumentasikan kembali oleh: Kerabat Mangkunegaran. Diposkan 
oleh Legiun Mangkunegara Muda di 12:46 pm) 
 
Pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, 
Kawasan Banjarsari digunakan sebagai ajang pengaturan siasat pertahanan 
kota oleh Overste (letkol) Slamet Riyadi, menjelang kembalinya pasukan 
Belanda ke Kota Solo (Agersi Militer Belanda ke II). Kawasan tersebut 
memiliki nilai historis yang tinggi terhadap kemenangan pertempuran empat 
hari di Solo antara Perjuang Solo dengan Pasukan Belanda dalam 
mempertahankan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mayor 
Achmadi adalah penggagas pertempuran empat hari di solo. Pertempuran 
empat hari berlangsung di Solo pada tanggal 7 Agustus 1949  10 Agustus 
1949 (setelah penandatanganan perjanjian Room - Royen, dimana 
direalisasikan gencatan senjata oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 
Agustus 1949 dan mulai diberlakukan pada tanggal 11 Agustus 1949), 
kurang lebih 2000 pejuang yang dipimpin Overste Slamet Riyadi terlibat 
baku tembak dengan tentara Belanda.  
Pemkot Surakarta membangun monumen di Kawasan Taman Villa 































































































pertempuran dasyat serta heroisme perjuangan rakyat solo pada peristiwa 
tersebut.  
dibangun dengan ukuran 15 x 15 meter, di atas tanah seluas 17.688 
meter persegi. Monumen menghadap ke selatan dengan tinggi 17 
meter. Di bagian atas terdapat lambang Garuda Pancasila berukuran 2 
 
(http://timlo.net/ Senin, 04 Oktober 2010 | 21:34 WIB) 
 
Monumen peringatan pertempuran empat hari di Solo tersebut 
dibangun dengan ukuran lantai 15 X 15 meter, di atas tanah lapangan seluas 
17.688 km2. Laras muka menghadap ke Selatan, ukuran tingginya menurut 
pola semula adalah 13,5 meter, tetapi diubah menjadi 17 meter. Bangunan 
monumen Garuda 
Pancasila ukuran 2 meter, berat 225 kg, terbuat 
dari perunggu dan merupakan hadiah dari Bapak Soetami. Di bawah Joglo 
dilengkapi dengan lima patung yang besarnya 1,5 ukuran manusia biasa 
(kira-kira 2 meter) sebagai representasi perjuangan Rakyat Solo. Tiga patung 
menghadap ke Selatan ialah Patung Prajurit, Pemuda Pejuang, dan Wanita 
yang Membawa Bakul (tempat nasi) dan obat-obatan. Dua patung lagi 
terdapat di Utara terdiri dari patung Ulama Pejuang dengan membawa keris 
dan Pejuang Rakyat Jelata yang membawa bambu runcing. Di bawah patung 
terdapat dinding menggelilingi yang berisikan deretan relief yang sisi muka 
dan belakang yang masing-masing berukuran 11 meter, sedang sisi kiri kanan 
berukuran 8 meter, hingga seluruhnya berjumlah 38 meter. Relief tersebut 































































































perjuangan Rakyat Solo sejak perang kemerdekaan hingga Orde Baru. 
Peresmian monumen dilakukan oleh Gurbernur Jawa Tengah Soepardjo 
Roestam (Gubernur Jawa Tengah saat itu) pada tanggal 10 November 1976 
(bertepatan dengan Hari Pahlawan), setelah masa pembangunannya selama 3 
tahun. 
b. Gambaran Villa Park Banjarsari Sebelum Di Revitalisasi 
Villa Park awalnya merupakan nama kawasan hunian orang Belanda 
kemudian setelah perjuangan di kawasan ini dibangun sebuah monumen 
untuk mengenang pahlawan Indonesia yang gugur dalam pertempuran 4 hari 
di solo melawan Agresi Militer Belanda II, monumen itu kemudian 
dinamakan Monumen Juang 1945. Nama Villa Park Banjarsari akhirnya kini 
dijadikan nama resmi untuk Taman Monumen Juang 1945. 
Villa Park Banjarsari awalnya merupakan area komplek perumahan 
elit yang terletak di sebelah utara Pasar Legi Solo, namun seiring 
perkembangan Pasar Legi yang ramai, membuat pedagang berjualan diarea 
Villa Park Banjarsari. Awalnya pedagang yang berjualan di area Villa park 
Banjarsari hanya sedikit jumlahnya kemudian seiring berjalannya waktu 
jumlah pedagang pun bertambah. Setelah menjadi taman kota selama 
bertahun-tahun, Villa Park Banjarsari berubah menjadi kawasan pasar 
barang-barang bekas (klithikan). Pedagang klithikan di area Villa Park 
Banjarsari berkembang pesat setelah krisis ekonomi yang menghantam 
Indonesia diperburuk dengan PHK besar-besaran perusahaan-perusahaan 































































































ekonomi membuat masyarakat berinisiatif untuk beralih dari bekerja disektor 
industri ke sektor usaha mikro seperti membuka warung sederhana, PKL 
termasuk pedagang klithikan. Orienasi berjualan dipasar makin besar, sampai 
daya tampung pasar tidak mampu menampung jumlah pedagang baru yang 
datang. Akhirnya mereka mencari lahan strategis yang dekat dengan pasar, 
seperti area Villa Park Banjarsari yang berdekatan dengan Pasar Legi.  
Pedagang klithikan berkembang cukup pesat dan tidak mampu tertata 
dengan rapi sampai masuk ke dalam area Villa Park Banjarsari yang 
notabennya adalah sebuah taman kota dan berfungsi sebagai ruang terbuka 
hijau publik. Di area Villa Park Banjarsari Surakarta tahun 2003 jumlah PKL 
sebanyak 610. Pada tahun 2005 dilakukan pendataan kembali oleh Kantor 
PPKL Pemkot Surakarta sebagai data base yang dijadikan dasar pemindahan 
PKL ke Pasar Notoharjo Semanggi, didapatkan jumlah PKL menjadi 989 
PKL (Agungwibowo; http://narasibumi.blog.uns.ac.id ). Hal ini tentunya 
sangat mengganggu keindahan, kenyamanan, dan kerapian serta kebersihan 
Kota Surakarta, maka dari itu Pemkot Surakarta memandang perlu adanya 
relokasi Pedagang klithikan dari Banjarsari ke daerah lain. Setelah persiapan 
yang cukup lama dan perundingan kurang lebih 54 kali antara Pemkot dan 
Pedagang klithikan akhirnya disepakati Pedagang klithikan yang berada 
diarea Villa Park Banjarsari bersedia dipindahkan ke tempat baru yaitu 
direlokasi ke Pasar Klithikan Notoharjo Semanggi. Kemudian pada tahun 
2006, Villa Park Banjarsari direvitalisasi dan dikembalikan ke fungsi semula 































































































c. Gambaran Villa Park Banjarsari Sesudah Di Revitalisasi 
Villa Park Banjarsari direvitalisasi pada tahun 2006, kemudian 
proyek pemugaran Villa Park Banjarsari keserakan pada Dinas Tata Kota 
Surakarta d n keberlanjutan pengelolaan serta perawatan Villa Park 
Banjarsari diserahkan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota 
Surakarta 
Saat ini keadaan Villa Park Banjarsari lebih baik dari pada 
keadaannya sebelum direvitalisasi. Fungsinya pun sudah dikembalikan 
seperti semula sebagai sebuah taman kota yang didalamnya terdapat sebuah 
monumen sejarah kota Surakarta. Monumen Perjuangan 1945 berdiri kokoh 
ditengan-tengah taman, sebagai monumen yang mengingatkan kita pada 
pertempuran empat hari di Solo (nama lain Kota Surakarta). Pembenahan 
pagar, pembersihan dan pengecatan serta perbaikan bangunan terus 
dilakukan sebagai tindak lanjut revitalisasi. Selain itu dipasang papan 
peraturan yang berisi larangan PKL berjualan di kawasan Villa Park 
Banjarsari sebagai upaya pencegahan agar PKL tidak kembali berjualan lagi 
di area Villa Park Banjarsari.  
Villa Park Banjarsari merupakan salah satu taman kota di Kota 
Surakarta. Villa Park Banjarsari sering juga disebut sebagai Taman 
Monumen Juang 1945  karena tepat ditengah-tengah taman terdapat 
monument perjuangan 1945 sebagai simbol perjuangan rakyat Solo (Solo 
adalah nama lain Kota Surakarta) dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia 































































































jelas di atas pintu gerbang masuk taman. Selain kedua nama diatas, Villa 
Park Banjarsari juga mempunyai nama lain yaitu Taman Monumen 
Banjarsari  karena area saat ini merupakan sebuah taman yang ditengahnya 
terdapat monument dan terletak di kecamatan Banjarsari Surakarta.  
Villa Park Banjarsari berlokasi di area perumahan Banjarsari tepatnya 
disebelah selatan Stasiun Balapan Solo atau di belakang Pasar Legi Solo. 
Memang taman ini masih kurang familiar ditelinga kita. Taman ini 
dahulunya hampir tidak terlihat sebagai sebuah taman, namun kita tahunya 
ini adalah area PKL yang biasa disebut pedagang klithikan Pasar Legi. Orang 
solo kebanyakan dan orang lain diluar kota Solo lebih mengenal pedagang 
klihtikan Pasar Legi dari pada Villa Park Banjarsari walaupun sebenarnya 
area yang digunakan PKL tersebut notabennya adalah sebuah taman kota 
yang beralih fungsi menjadi lahan PKL. 
Villa Park Banjarsari telah melewati masa kelamnya, kini telah 
dikembalikan ke fungsi semula yaitu sebagai sebuah taman. Dalam 
pengelolaannya taman ini dikelola oleh Bidang Pertamanan dan Penerangan 
Jalan DKP Kota Surakarta. Akses menuju kesana pun mudah karena 
lokasinya yang dekat dengan Stasiun Balapan, dilalui kendaraan umum dan 
mudah ditempuh dengan jalan kaki dari Jalan Mongunsidi yang merupakan 
jalan utama diutara Villa Park Banjarsari. 
5. MEKANISME PENGELOLAAN VILLA PARK BANJARSARI 
Villa Park dahulunya merupakan sebuah nama untuk perumahan elite 































































































satu taman kota Surakarta. Belum diketahui awal berdirinya namun telah ada 
sejak perumahan B
notabennya adalah sebuah taman ternyata juga pernah mengalami masa-masa 
kelam sebagai taman yang rusak, kotor, kumuh dan penuh dengan pedangang 
klithikan. Pada tahun 2006 tercatat hampir ada 1000 pedagang klithikan. 
Taman ini pun akhirnya dapat direvitalisasi walau dengan perjuangan 
negosiasi yang lama antara Pemerintah Kota Surakarta dan para pedagang 
klithikan terkait.  
Pengelolaan Villa Park Banjarsari diserahkan pada Dinas Kebersihan 
dan Pertamanan (DKP) Surakarta. Kemudian tugas tersebut diserahakan pada 
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta, tidak hanya 
Villa Park Banjarsari tetapi juga taman kota yang lain termasuk jalur hijau 
kota serta lapangan olah raga. Sesuai dengan Standar Pemeliharaan Taman 
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta, adapun 
kegiatan pemeliharaan taman termasuk Villa Park Banjarsari meliputi: 
a. Pemangkasan rumput; 
b. Penggemburan tanah; 
c. Penanaman tanaman; 
d. Pemangkasan tanaman; 
e. Penyiraman  tanaman; 
f. Pemupukan tanaman; 































































































h. Pemberantasan gulma; 
i. Peremajaan dan mempertahankan bentuk tanaman; 
j. Pembersihan area taman; 
k. Pembersihan kolam; 
l. Pembersihan pot-pot dan lampu-lampu taman; 
Kegiatan-kegiatan pengelolaan taman tersebut berlaku untuk semua 
taman kota dan berjalan sebagai rutinitas kerja setiap hari. Pengelolaan Villa 
Park Banjarsari selam tahun 2010 merupakan kegitan rutin yang mencakup 
semua kegiatan diatas. Pengelolaan Villa Park Banjarsari dapat digambarkan 
dengan tabel kegiatan sebagai berikut: 
    Tabel 4.4 
Kegiatan Pengelolaan Villa Park Banjarsari 2010 
No Nama Kegiatan Pengelolaan Prosedur Pelaksanaan 
1 Pemangkasan rumput 1 bulan sekali 
2 Penggemburan tanah 1 minggu sekali 
3 Penanaman dan penyulaman tanaman  Sesuai kebutuhan taman 
4 Pemangkasan tanaman 1 bulan sekali 
5 Penyiraman  tanaman Pagi & sore setiap hari 
6 Pemupukan tanaman; 1 bulan sekali 
7 Pencegahan & pemberantasan hama 
tanaman 
1 bulan sekali 
8 Pemberantasan gulma 1 minggu sekali 
9 Peremajaan & mempertahankan bentuk 
tanaman 
sesuai kebutuhan dan 
sesuai peraturan 
10 Pembersihan area taman Pagi & sore setiap hari 

































































































Sumber: DKP Kota Surakarta 
 
Tabel diatas merupakan tabel kegiatan Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta dalam pengelolaan Villa Park 
Banjarsari sesuai prosedur pengelolaan yang ideal untuk suatu taman kota. 
Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Pertamanan dan Penerangan 
Jalan DKP Kota Surakarta tentunya tidak lepas dari anggaran kegiatan dinas 
yang seluruhnya diambil dari APBD Kota Surakarta. Anggaran tersebut tidak 
semuanya dialokasikan untuk pengelolaan Villa Park Banjarsari namun 
untuk seluruh taman kota dan sebagian besar untuk program prioritas yang 
sudah diagendakan. 
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta dalam 
pengelolaan Villa Park Banjarsari bekerja sama dengan pihak kecamatan dan 
kelurahan setempat. Wujud kerja sama tersebut melahirkan beberapa 
kebijakan yang berguna bagi pengelolaan Villa Park Banjarsari. Kebijakan 
Pengelolaan Villa Park Banjarsari berupa kebijakan teknis dan sebagian 
belum disahkan dalam Peraturan Daerah. Kebijakan-kebijakan tersebut 
antara lain: 
a. Villa Park Banjarsari memiliki 4 pintu gerbang besar, namun dalam 
pelaksanaannya hanya satu pintu saja yang dibuka. Sedangkan 3 pintu 
gerbang besar lainnya dibuka pada waktu - waktu tertentu saja. Hal ini 
dilakukan agar empat jalan yang saling berpotongan didalam taman 
tidak dipergunakan sebagai lalulintas kendaraan yang ingin memotong 































































































b. Kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 dilarang masuk area taman, 
kecuali kendaraan angkutan sampah dan angkutan kebersihan milik 
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta. Hal ini dilakukan 
untuk menjaga tingkat polusi dalam area taman dan menjaga 
kenyamanan pengunjung taman. 
c. Setiap kendaraan yang melintas di area Villa Park Banjarsari wajib 
memutar karena jalan lingkar diluar area taman merupakan jalan satu 
arah dan tidak dibenarkan berbalik arah ataupun berjalan berlawanan 
arus. Hal ini digunakan untuk menghindari kemacetan lalu lintas dan  
menghindari kecelakaan lalulintas di area Villa Park Banjarsari. 
d. Pedagang Kaki Lima (PKL) dilarang berjualan di area Villa Park 
Banjarsari. Hal ini ditujukan agar kebersihan Villa Park Banjarsari tetap 
terjaga. 
e. Dilarang merusak tumbuhan, tamanan hias, sarana dan prasarana fisik di 
area Villa Park Banjarsari. Hal ini untuk menjaga taman tetap indah dan 
nyaman saat dikunjungi. 
f. Area Villa Park Banjarsari ditutup seluruhnya untuk umum di saat 
malam hari. Hal ini dilakukan untuk menjaga hal-hal yang tidak 
dinginkan seperti perusakan taman, pencurian sarana dan prasarana, 
perbuatan asusila dan tindak kejahatan lain di area Villa Park Banjarsari. 
Kebijakan yang dibuat antara Pemerintah Daerah, Dinas Kebersihan 































































































menjaga taman agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pengelolaan 
taman secara umum dilakukan dengan pembagian tugas yang merata. Alur 
wewenang bergulir dari manajemen atas sampai ke pekerja lapangan melalui 
beberapa lini atau tingkatan. Kebijakan yang dibuat oleh Kepala Dinas lalu 
pelaksanaanya diatur oleh Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan 
kemudian diserahkan pada Kepala Seksi Pertamanan dan Kepala Seksi 
Penerangan Jalan untuk koordinator serta pengarahan kerja. Selanjutnya 
adalah pengarahan dari Kepala Seksi kepada Mandor. Mandor memberikan 
arahan dan pembagian tugas secara merata kepada seluruh pekerja lapangan 
yang berada dibawahnya. Para pekerja bekerja dengan sistem area kerja, 
mereka berpindah-pindah dari satu lokasi taman ke taman lain yang masih 
berada dalam wilayah kerjanya. Khusus untuk Villa Park Banjarsari 
pengelolaannya diserahkan pada seorang mandor yang membawahi 2 orang 
Kepala Regu dan 10 orang pekerja. 
Pengelolaan taman kota setiap harinya dimulai dari pukul 07.00 WIB 
diawali dengan apel pagi, kemudian pengarahan harian dilanjutkan dengan 
pelaksanaan kegiatan pengelolaan taman, kemudian para pekerja setelah 
mendapatkan pengarahan lalu menuju lokasi kerja. Istirahat dimulai pada 
pukul 11.30 WIB sampai Pukul 13.00 WIB, setelah itu dilanjutkan lagi 
dengan bekerja. Pekerjaan selesai pada pukul 04.00 WIB dengan kembalinya 
pekerja ke kantor untuk mengikuti apel sore dan evaluasi harian. 
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta dalam 































































































     Tabel. 4.5 
Fasilitas Pendukung Kegiatan Pengelolaan Taman 




1 Mobil tangki air penyiram 3 unit Baik kurang 
2 Mesin pompa air 6 unit Baik Cukup 
3 mesin potong rumput 10 unit Baik Kurang 
4 Truck 4 unit buruk Kurang 
5 mobi pick up 2 unit Baik Kurang 
6 gergaji mesin 2 unit Baik Cukup 
    Sumber: DKP Kota Surakarta 
 
Selain itu Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta memiliki kebun pembibitan tanaman seluas 0,5 haktar. 
Pengelolaan Villa Park Banjarsari secara khusus dilaksanakan olek Seksi 
Pertamanan, namun dalam pelaksanaanya juga melibatkan Seksi Penerangan 
Jalan karena untuk perawatan lampu-lampu taman dilakukan oleh Seksi 
Penerangan Jalan. 
B. KINERJA BIDANG PERTAMANAN DAN PENERANGAN JALAN 
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SURAKARTA 
Penelitian ini akan membaha  mengenai hasil penelitian yang telah 
diperoleh peneliti selama ini. Pengumpulan data diperoleh melalui teknik 
wawancara dengan beberapa informan, observasi ke lapangan dan studi 
dokumentasi. Hasil penelitian tentang kinerja Bidang Pertamanan dan 
Perangan Jalan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surakarta 































































































yaitu efektivitas, tangible, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas dan 
transparansi organisasi, serta menjelaskan mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Dinas DKP 
Kota Surakarta dalam pengelolaan Villa Park Banjarsari. Dari hasil 
penelitian ini dapat diketahui Kinerja Bidang Pertamanan dan Penerangan 
Jalan DKP Kota Surakarta dapat diketahui dari beberapa indikator kinerja 
sebagai berikut: 
1. EFFECTIVENESS  (EFEKTIVITAS) 
Efektivitas dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk 
menilai apakah kinerja organisasi yang dalam hal ini adalah Bidang 
Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta apakah sudah 
mencapai tujuan sasaran ataupun target yang telah ditetapkan. Dengan kata 
lain organisasi dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut telah 
mencapai tujuan atau sasaran serta target yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Begitu pula sebaliknya jika organisasi tersebut belum mampu mencapai 
tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan bahwa 
organisasi tersebut belum efektif.  
Efektivitas Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta dapat diketahui dari pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 
Tujuan pengelolaan Villa Park Banjarsari secara khusus memang belum ada, 
karena Villa Park Banjarsari dalam pengelolaannya masih merupakan bagian 































































































Sri Wardhani Poerbowidjojo, MT  sekalu Kepala Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta sebagai berikut: 
lla Park Banjarsari kalo secara 
khusus kita belum ada, jadi Villa Park Banjarsari itu masih merupakan 
bagian dari keseluruhan taman kota. Jadi tujuan secara khusus, seperti 
Taman Satwa Taru Jurug itu belum ada. Saat ini kita masih dalam 
tahap wacana, kedepannya akan kita kembangkan untuk tempat 
rekreasi untuk  
(Wawancara tanggal 28 Maret 2011) 
 
Villa Park Banjarsari adalah sebuah taman yang juga merupakan 
bagian dari taman kota. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta dalam melakukan pengelolaanya tentu sama dengan taman-taman 
kota yang lain. Tujuan dari pengelolaan Villa Park Banjarsari sesuai hasil 
wawancara dengan Ibu Ir. Sri Wardani Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala 
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta adalah sebagi 
berikut : 
. Selain 
itu Villa Park Banjarsari kan juga merupakan taman kota yang 
digunakan untuk rekreasi dan olah raga maka dari itu harus dirawat 
dengan baik, dipelihara dengan baik karena kan kalau dibiarkan kan 
 
(Wawancara tanggal 3 Maret 2011) 
 
Kemudian Ibu Sri Wardhani Poerbowidjojo, MT,  menambahkan lagi 
dalam wawancara kedua seperti yang dikutip berikut ini: 
njaga, paling tidak menjaga agar kondisinya minimal 
tidak menjadi lebih buruk, tidak lebih kotor, dapat menjadi lebih 
bersih, dapat dimanfaatkan, tidak kumuh. Dulu kan Villa Park 
Banjarsari setelah reformasi menjadi kumuh, nah sekarang setelah 
PKL dipindahkan ke Pasar Notoharjo, minimal kita menjaga agar 
 
































































































Konsep dari pelaksanaan pengelolaan taman kota termasuk Villa Park 
Banjarsari didalamnya yaitu merevitalisasi taman - taman yang rusak guna 
menambah ruang terbuka hijau publik dan menambah keindahan serta 
estetika Kota Surakarta. Sedangkan tujuan dari pengelolaan Villa Park 
Banjarsari yaitu untuk merawat taman dan menjadikan taman sebagai taman 
kota yang bersih dan indah serta layak dikunjungi, selain itu untuk menjaga 
dan memenuhi tuntutan ruang terbuka hijau publik seperti yang tertuang 
dalan Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.  
Villa Park Banjarsari sebagai sebuah taman memang sudah rimbun 
dengan dedaunan hijau sehingga terasa sejuk, namun pengunjung masih 
merasa perlu ditingkatkan lagi kebersihan dan keindahannya karena taman 
yang bagus adalah taman yang bersih dan indah seperti yang diutaraka oleh 
Febri Kurniasih salah satu pengunjung Villa Park Banjarsari sebagai berikut: 
alo menurut saya pengelolaan belum maksimal. Karena walaupun 
taman ini sejuk, hijau, namun masih terlihat kotor, kalo daun mungkin 
habis disapu rontok lagi tapi kalo sampah plastik disini terlihat masih 
banyak seperti di belakang kursi ini atau kursi-kursi yang lain. kalo 
kekurangan yang lain ya juga ada. Taman ini kesannya kurang indah, 
 
(Wawancara tanggal 25 Maret 2011) 
 
Kemudian target yang ditetapkan untuk Villa Park Banjarsari secara 
khusus memang belum ada seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Ir. Sri 
Wardhani Poerbowidjojo, MT, sebagai berikut 
Target? Sasaran? Target itu terkait dengan Renstra. kita belum punya 
target apa pun. Kita belum ada rencana. Ya targetnya hanya bersih 
saja. Kalo terget ke  
































































































Target dari pengelolaan Villa Park Banjarsari yaitu menciptakan 
taman yang bersih dan indah. Dalam menciptakan taman yang bersih dan 
indah tersebut Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta melakukan kegiatan kebersihan dan perawatan taman. kegiatan 
Kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan 
DKP Kota Surakarta antara lain: 
a. Pemangkasan rumput. 
b. Penggemburan tanah. 
c. Pandangiran tanah. 
d. Penanaman tanaman. 
e. Penyiraman tanaman. 
f. Pemupukan tanaman. 
g. Pencegahan hama. 
h. Pemberantasan hama dan gulma. 
i. Penyulaman tanaman. 
j. Peremajaan dan mempertahankan bentuk tanaman. 
k. Pemangkasan tanaman. 
l. Pembersihan area taman.  































































































Target pengelolaan Villa Park Banjarsari adalah minimal taman 
bersih dan indah, hal ini tentunya harus pula dilihat dari upaya yang 
dilakukan oleh Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta apakah sudah mencerminkan kearah pencapain target atau belum. 
Seperti kutipan wawancara dengan Ibu Ir. Wardani Poerbowidjojo, MT, 
selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan sebagai Berikut: 
kadang dibantu teman-teman dari Bidang Kebersihan, tapi biasanya 
pagi kalo sore jarang. Menurut aturan ya 2 kali tapi tenaga kita kan 
kurang, selain itu kita kerja kan cuma dari jam 8 sampai jam 3 jadi 
waktunya kan ga cukup. Kelompok yang mengelola tidak hanya 
merawat Villa Park Banjasari saja, tapi kan mereka ke tempat lain 
dulu (bekerja sistem area), baru siang ke Banjarsari, jadi sampai sana 
 
(Wawancara tanggal 28 Maret 2011) 
 
Target pencapaian menciptakan taman yang minimal bersih ternyata 
belum tercapai secara maksimal. Ibu Ir. Sri Wardhani Poerbowidjojo, MT, 
selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta mengungkapkan hal tersebut dalam wawanaca seperti kutipannya 
berikut ini: 
kedepannya akan dibentuk im kerja khusus untuk Villa Park jadi bisa 
efektif dan efisien. Jadi mungkin jika di out Sourcing -kan dengan 1 
paket ; Villa Park Banjarsari, Taman Mayor Achmadi, Taman 
Stabelan. Jadi semua pekerjanya bisa bekerja disitu, tidak pindah-
pindah, seh  
(Wawancara tanggal 28 Maret 2011) 
 
Mengenai pencapaian tujuan Ibu Ir. Wardani Poerbowidjojo, MT,  
selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 































































































ngelolaan taman secara umum ya kita sudah 
berusaha semaksimal mungkin. Jika dikatakan tujuan sudah tercapai 
bisa dikatakan ya sudah tercapai tetapi belum semaksimal mungkin. 
Ya hal ini karena tenaga kita yang kurang dan peralatan yang masih 
perlu ditambah. Kalo untuk Villa Park Banjarsari sendiri ya sudah 
cukup baik jika dibandingkan sebelum tahun 2010 tetapi kedepannya 
 
(Wawancara tanggal 3 Maret 2011) 
 
Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Sunarya, selaku 
Mandor Taman yang membawahi pekerja area Villa Park Banjarsari saat 
diwawancarai di Villa Park Banjarsari seperti berikut: 
alo tahun 2010. Masalah tujuan sudah tercapai atau belum ya bisa 
kita lihat saja keadaan taman ini (Villa Park Banjarsari). Kita lakukan 
perawatan tamanan dan pembersihan agar Villa Park Banjarsari tetap 
bersih dan indah. Ya tetap saja sudah dibersihkan kotor lagi. Jadi 
intinya usaha kita kearah sana namun pencapaian tujuan, saya kira dan 
 
(Wawancara tanggal 19 Maret 2011) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut didapatkan bahwa pencapaian 
tujuan dari pengelolaan Villa Park Banjarsari dapat dikatakan belum 
maksimal. Mengelola taman memang tidak semudah seperti melihat 
hasilnya, banyak kendala yang terdapat didalamnya seperti diantaranya 
terkait sumber daya manusia, peralatan dan perlengkapan serta anggaran 
untuk pengelolaan taman serta kesadaran pengunjung dan masyarakat yang 
masih kurang. Seperti hasil wawancara dengan Ibu Ir. Sri Wardani 
Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan 
DKP Kota Surakarta sebagai berikut ini: 
sarana dan prasarana yang kurang, yang perlu ya peningkangtan 
kualitas, selama saya disini belum pernah ada latihan khusus, 































































































kursus perencanaan taman. Kita juga belum punya tenaga landscape 
khusus, jadi kalo mau buat denah taman yang mau dilelangkan kita 
masih minta tolong konsultan untuk perencanaanya. Dulu Villa Park 
Banjarsari juga seperti itu, dulu waktu mau dipagari, perencanaanya 
 
(Wawancara tanggal 28 maret 2011) 
 
Kendala-kendala yang menyebabkan kurang efektifnya pengelolaan 
antara lain adalah sumber daya manusia. Pegawai dan pekerja Bidang 
Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta dinilai yang masih 
kurang. Sumber daya manusia yang dimiliki dapat dikatakan masih kurang 
baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pegawai dan pekerja yang rata-rata 
memiliki pendidikan SMA dapat dikatakan masih minim dalam teori 
pengelolaan taman. Diklat yang ada hanya dikat struktural, Sedangkan diklat 
atau pelatihan bagi para pegawai dan pekerja terkait perbaikan skill atau 
ketrampilan kerja belum ada. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ir. Sri 
Wardani Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan DKP Surakarta  saat diwawancarai terkait ada atau 
tidaknnya diklat untuk para pegawai dan pekerja, beliau menjawab sebagai 
berikut:
 ini yang ada hanya diklat struktural tetapi diklat untuk 
pekerja terkait ketrampilan perawatan taman belum ada. Kalo Dinas 
Tata Ruang Kota kayaknya sudah ada tapi kalo di kita belum ada. Ya 
kan juga perlu dana yang besar untuk mengadakan d  
(Wawancara tanggal 3 Maret 2011) 
 
Efektivitas kerja suatu organisasi selain dipengaruhi faktor sumber 
daya manusia juga dipengaruhi oleh perlengkapan dan peralatan penunjang. 































































































efektivitas dari kerja Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta dalam pengelolaan Villa Park banjarsari. Seperti yang diungkapkan 
Ibu Ir. Sri Wardani Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala Bidang Pertamanan 
dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta sebagai berikut: 
Surakarta, kalo ke Villa Park Banjarsari itu lumayan jauh apalagi kalo 
ditaman-taman yang lain yang jauh, kita kan harus wira-wiri ambil air, 
jelas dari segi waktu kurang efektif dan efisien. Waktu kita terbuang 
untuk wira-wiri  
(Wawancara tanggal 3 Maret 2011) 
 
Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Villa Park Banjarsari dan 
taman kota yang lain pihak Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP 
Kota Surakarta tidak pernah menarik retribusi atau uang jasa kepada 
masyarakat sekitar taman dan para pengunjung taman. Saat ini anggaran 
pengelolaan Villa Park Banjarsari dan taman kota yang lain berasal dari 
APBD kota Surakarta dengan alokasi dana terbesar berdasarkan agenda 
prioritas dinas. Anggaran untuk pengelolaan Villa Park Banjarsari secara 
khusus tentunya masih kurang, karena untuk tahun 2010 agenda prioritasnya 
adalah perombakan pagar beton atau tembok dan diganti dengan pagar hijau 
(pagar tanaman). Villa Park Banjarsari belum pernah masuk agenda prioritas, 
setelah revitalisasi Villa Park Banjarsari memang dibangun namun secara 
bertahap. Pemugaran kembali Villa Park Banjarsari dimulai dari penanaman 
tamanan, sarana, prasarana dan pembangunan pagar tembok yang 































































































wawancara dengan Ibu Ir. Sri Wardani Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala 
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta berikut ini: 
n 
taman Villa Park Banjarsari di tahun 2010 kayaknya kmaren tu ga ada 
ya, karena agenda prioritas yang ditentukan Pak Satrio (Kepala DKP) 
lebih pada penambahan jumlah taman dan pembangunan itu lho, pagar 
hijau. Seperti yang ada di depan SMK 1 Negeri Surakarta atau 
Disperindag. Kalo Villa Park Banjarsari tahun 2010 belum masuk 
 
(Wawancara tangal 3 Maret 2011) 
 
Agenda prioritas memang menentukan alokasi anggaran terbesar dan 
proyek yang akan dilakukan. Villa Park Banjarsari memang selama tahun 
2010 tidak masuk dalam agenda prioritas, walaupun demikian proses 
pengelolaan masih tetap berjalan, tetapi hanya kegiatan rutin saja. Anggaran 
kegiatan yang minim memang tidak cukup, tetapi Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta tetap berusaha melaksanakan 
pengelolaan Villa Park secara baik. Seperti kutipan wawancara dengan Ibu 
Ir. Sri Wardani Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta berikut ini  : 
 untuk ke Villa Park 
Banjarsari sendiri memang belum cukup, kalo ingin buat taman yang 
bagus ya anggarannya haru  besar. Kita dengan anggaran yang 
terbatas tersebut, ya melakukan kegiatan sesuai anggaran saja. Ya 
dicukup-cukupkan aja. Jika ada hal yang belum terlaksana sedangkan 
anggaran sudah tidak ada, kita akan planning-  
(Wawancara Tanggal 3 Maret 2011) 
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta dalam 
pengelolaan Villa Park Banjarsari dapat dikatakan tidak memiliki tujuan 































































































dan indah juga tidak terwujud, walaupun usaha untuk mencapai target 
tersebut telah dilakukan, hal ini terjadi karena terdapatnya faktor-faktor 
penghambat dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Bidang 
Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta dengan 
keterbatasannya juga tetap berusaha memberikan pelayanan pengelolaan 
yang bermutu kepada masyarakat.  
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta dalam 
pengelolaan Villa Park Banjarsari jika dilihat dari pernyataan wawancara 
diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivifitas Bidang pertamanan dan 
Penerangan Jalan dalam pengelolaan Villa Park Banjarsari adalah tidak 
efektif, karena tujuan dan sasaran tahun 2010 tidak tercapai. Target 
pengelolaan Villa Park Banjarsari adalah kondisi taman minimal bersih 
namun hal ini belum terlihat di Villa Park Banjarsari. Keadaan taman yang 
masih kotor walaupun telah dibersihkan, menjadi bukti target menciptakan 
taman yang bersih dan dan indah  tidak dapat dicapai di tahun 2010. 
2. TANGIBLE  (KETAMPAKAN FISIK) 
Selain efektivitas untuk mengukur kinerja Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta dalam pengelolaan Villa Park 
Banjarsari juga dapat dilihat dari tangible atau ketampakan fisik dari 
Organisasi tersebut. Tangible merupakan ketampakan fisik dari gedung, 
peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh providers. 































































































aspek tangible pelaksanaan kegiatan pengelolaan Villa Park Banjarsari 
mungkin tidak akan berjalan dengan baik. 
Hasil penelitian mengenai indikator tangible ini didapat dari 
wawancara dan observasi baik di dalam kantor Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta dan 
Villa Park Banjarsari. Aspek pertama adalah ketampakan gedung provider. 
Provider disini adalah Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta. Gedung yang dimiliki oleh Bidang Pertamanan dan Penerangan 
Jalan masuk dalam area Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) 
Kota Surakarta. Kantor ini beralamat di Jalan Menteri Supeno Nomor 10 
Surakarta (belakang Stadion Manahan Solo).  
Gedung kantor Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta Jika dilihat dari muka gedung, merupakan gedung dengan 
arsitektur zaman dahulu (merupakan gedung lama) yang telah direnovasi. 
Gedung ini berdiri diatas tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saat 
masuk didalam kantor maka akan terlihat keadaan kantor yang baik namun 
terasa masih kurang nyaman karena sempit dan terkesan kurang rapi. Berikut 
ini adalah data inventaris yang didapatkan dari Kantor Bidang Pertamanan 

































































































        Data Inventaris Kantor Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan 
No Nama Benda Jml keterangan 
1.  Ruang kerja Kepala Bidang 1 unit Baik  
2.  Ruang kerja Kepala Seksi 1 unit Baik  
3.  Ruang kerja staff 3 unit Baik  
4.  Ruang tamu 1 unit Baik  
5.  Meja  13 unit Baik  
6.  Kursi 13 unit Baik  
7.  Lemari dokumen 1 unit Perlu Penambahan 3 
8.  Lemari rak buku 4 unit Perlu Penambahan 1 
9.  Lemari kaca - unit Perlu pemngadaan 
10.  Personal Computer 3 unit Perlu Penambahan 2 
11.  Mesin printer 1 unit Perlu Penambahan 3 
12.  Kipas angina 2 unit Cukup  
13.  Jaringan telepon 1 unit Cukup Baik 
14.  Jaringan internet - unit Perlu Pengadaan  
15.  Televisi 1 unit Cukup  
16.  Mesin Ketik Manual 1 unit Perlu Penambahan 1 
17.  Jam Dinding 3 unit Cukup 
18.  Perpustakaan Dinas / Bidang - unit Perlu Pengadaan 
   Sumber : DKP Kota Surakarta. 
 
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta juga 
memiliki tempat khusus (base camp) yang digunakan sebagai tempat 
berkumpul para pekerja diluar kantor utama. Tempat khusus ini juga 
dilengkapi dengan kebun pembibitan tanaman seluas 0,5 hektar dan sumur 































































































hijau se-Kota Surakarta. Lokasi tempat tersebut berada di sebelah timur 
Taman Balekambang.  
Kemudian selain dari ketampakan gedung dan inventaris serta 
fasilitas penunjang yang dimiliki juga melihat dari aspek perlengkapan dan 
peralatan yang dimiliki oleh Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP 
Kota Surakarta dalam pengelolaan taman kota termasuk Villa Park 
Banjarsari. Perlengkapan dan peralatan penunjang pengelolaan taman yang 
dimiliki Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta 
antara lain seperti yang tertulis dalam tabel berikut 
Tabel 4.7 
Kondisi Fasilitas Penunjang Kegiatan Pengelolaan Taman Kota 
No Nama Perlengkapan Jumlah Kondisi Keterangan 
1.  Truck tangki air 3 unit Baik Perlu penambahan 
2.  Truck angkut 4 unit Kurang baik Perlu penambahan 
3.  Mobil pick up 2 unit Baik Cukup 
4.  Mesin pompa air 6 unit Baik Perlu penambahan 
5.  Mesin potong rumput 10 unit Baik Cukup 
6.  Gergaji mesin 2 unit Baik Perlu penambahan 
7.  Meteran Dorong 1 unit Baik Cukup 
8.  Meteran gulung 1 unit Baik Cukup 
Sumber : DKP Kota Surakarta 
 
Dalam pengelolaan Villa Park Banjarsari aspek perlengkapan dan 
peralatan merupakan aspek yang penting. Keberhasilan organisasi termasuk 
salah satu faktor penunjangnya adalah aspek perlengkapan dan peralatan 
yang digunakan dalam aktivitasnya mewujudkan sasaran atau tujuan 































































































penjelasan dari Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta, Ibu Ir. Sri Wardani Poerbowidjojo, MT, sebagai berikut: 
saya rasa belum bisa dikatakan seperti itu karena kita memang masih 
ada kekurangan. Ya perlengkapan kita atau fasilitas penunjang kita itu 
masih kurang, misalnya kita hanya punya 3 mobil tangki air untuk 
menyirami seruruh ruang hijau di Kota Solo, jelas kurang. tidak hanya 
 
(Wawancara tanggal 3 Maret 2011) 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Suranto, selaku Kepala 
Seksi Pertamanan Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta sebagai berikut: 
-alat berkebun, kita juga punya sumur pompa, 
namun yang paling kurang saat ini adalah armada kita yaitu truck 
tangki air. Kalo untuk area Kota Solo minimal kita itu harus punya 10 
 
(Wawancara Tanggal 22 Maret 2011) 
 
Kegiatan penyiraman tanaman terkendala oleh sarana penunjang yang 
masih kurang baik dari segi jumlah maupun kelayakan pakainya. Kemudian 
peralatan lain yang masih perlu dperhatikan adalah truk angkut. Alat 
transportasi (truk) angkutan material dan sampah taman juga masih perlu 
pembenahan. Truk angkutan material dan sampah taman keadannya memang 
memperihatinkan. Kekurangan tersebut terlihat dari segi jumlah dan 
ketidaklayakan pakai karena nilai ekonomisnya sudah habis. Seperti yang 
diungkapkan oleh Bapak Suranto, selaku Kepala Seksi Pertamanan Bidang 
Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta sebagai berikut:  
































































































(Wawancara Tanggal 22 Maret 2011) 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta, Ibu Ir. Sri Wardani Poerbowidjojo, 
MT, pada wawancara yang kedua, beliau mengungkapkan transportasi yang 
kurang layak dan perlu penambahan. Seperti yang beliau ungkapkan sebagai 
berikut: 
sudah mbrodol semua, harusnya ganti, tapi ya masih terpaksa dipakai 
walaupun sudah tidak layak. Ada yang rusak otomatis hudroliknya. 
 
(Wawancara tanggal 28 Maret 2011) 
 
Kegiatan pemangkasan rumput juga peralatannya masih dirasa kurang 
memadai, hal ini tentunya juga menggangu proses pencapaian tujuan yaitu 
menciptakan taman yang indah dan bersih. Hal ini sesuai yang disampaikan 
oleh Ibu Ir. Sri Wardani Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala Bidang 
Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta, seperti berikut: 
tentu dapat menggunakan mesin pemotong rumput. Solusinya ya 
tenaga jalur hujau kita turut sertakan memotong rumput, dengan alat 
gunting potong itu lho. ya memang lama karena manual. Mesin kita 
ada yang dorong ada yang gendong untuk area datar pake yang dorong 
sedangkan untuk area yang bergelombang pake yang gendongan   
(Wawancara tanggal 28 Maret 2011) 
 
Sarana dan Prasarana untuk mendukung kegiatan pengelolaan 
memang dirasa masih kurang baik dari segi kuantitas dan kelayakan 
pemakaian. Sarana dan prasarana yang tidak kalah pentingnya adalah sarana 
dan prasarana yang terdapat di Villa Park Banjarsari. Sarana dan prasarana di 































































































memberikan andil yang cukup besar dalam menjadikan Villa Park 
Banajarsari menjadi taman kota yang bersih, indah dan nyaman untuk 
dikunjungi. Fasilitas Villa Park Banjarsari dinilai masih belum memadai hal 
ini diungkapkan oleh Febri Kurniasih salah seorang pengunjung Villa Park 
Banjarsari sebagai berikut: 
tasnya kalo dilihat cukup. Tapi kursi yang sudah ada 
kayaknya perlu ditambah karena masih banyak pengunjung yang 
duduk ditrotoar atau di bawah, kan kotor. Di tengah taman juga bisa 
dikasih kursi kaya di Balekambang itu lho mas. Gazebo diperbaiki, itu 
kan kalo hujan walau neduh disitu tetep aja kehujanan lha payung 
gazebonya kecil. Gazebonya kaya gazebo yang ada di depan Manahan 
atau di depan pintu gerbang depan Villa Park itu. Terus ini yang 
penting, usulannya d  buang air di 
 
(Wawancara tanggal 25 Maret 2011) 
 
 Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta 
mengakui bahwa sarana dan prasarana yang ada di Villa Park Banjarsari 
dirasa masih kurang seperti yang dikemukakan Ibu Ir. Sri Wardani 
Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan 
DKP Kota Surakarta  sebagai berikut: 
kursi pengunjung, walau jumlahnya kurang ya itu sudah tersedia. 
Sebagai sebuah taman masih kurang. taman itu kan arena rekreatif jadi 
jika dilihat dari fungsinya masih kurang, seperti arena bermain anak 
kan sudah rusak dan perlu diperbaiki lagi. pernah kita coba libatkan 
pihak diluar pemerintah seperti swasta untuk berpartisipasi juga 
 
(Wawancara tanggal 28 Maret 2011) 
 
Kekurangan fasilitas Villa Park Banjarsari adalah penataan lahan 
parkir. Lahan parkir yang digunakan selama ini menggunakan 4 jalan di 































































































namun penataan parkirnya yang terkesan tidak rapi. Pengunjung banyak yang 
masuk membawa kendaraan dan parkir didalam taman, namun parkirnya 
tidak rapi. Hal tentunya ini mengganggu pemandangan pengunjung lain 
seperti yang diungkapkan Febri Kurniasih pengunjung Villa Park Banjarsari 
sebagai berikut: 
ya tadi itu. Terkait sarana prasarana. Oh iya sama itu 
parkiran buat montor belum ada, jadi montor yang masuk kedalam 
taman sekarang masih semerawut ga karuan parkirnya, tidak nyaman 
 
(Wawancara tanggal 25 Maret 2011) 
 
Kegiatan pengelolaan Villa Park Banjarsari juga tidak lepas dari 
Sumber daya manusia Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta. Sumber daya manusia yang dimiliki Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta ternyata masih kurang. Kurangnya 
sumber daya ini turut mempengaruhi kinerja Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta dalam Pengelolaan Villa Park 
Banjarsari dimana kurangnya sumber daya manusia membuat pengelolaan 
tidak dapat optimal. Seperti yang disampaiakan Ibu Ir. Sri Wardani 
Poerbowidjojo. MT, selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan 
DKP Kota Surakarta sebagai berikut: 
as masih kekurangan sumber daya manusia, maka 
dari itu, semua pegawai dan tenaga harian Lepas (THL) kita terjunkan 
semua ke lokasi. namun tetap saja masih kurang. Karena Lokasi taman 
 
































































































Kemudian Ibu Ir. Sri Wardani Poerbowidjojo, MT,  menegaskan lagi 
bahwa sumber daya manusia yang dimiliki untuk mengelola taman memang 
masih kurang, seperti yang beliau utarakan dalam wawancara berikut ini: 
jumlah dan teknis juga kapasitas kualitas juga belum 
cukup. Kemampuannya ya masih kurang, diklat yang ada hanya diklat 
 
(Wawancara 28 Maret 2011) 
 
Sumber daya Manusia yang kurang tentunya memerukan suatu solusi 
yang tepat agar pengelolaan Villa Park Banjarsari dapat lebih baik. Jumlah 
pegawai negeri sipil (PNS) dan Honorer di Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta memang kurang, maka dari itu ada 
rencana bahwa sebagian taman Kota akan di limpahkan kepada pihak swasta 
(Out Sourcing). Seperti yang diungkapkan Bapak Suranto, selaku Kepala 
Seksi Pertamanan Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta sebagai berikut : 
menambah lagi jumlah tenaga honorer. Ya itu memang sudah 
peraturan, mulai dari tahun 2010 kita sudah tidak ada penambahan 
tenaga honorer, trus nanti untuk mengatasinya ya ada wacana mau kita 
out sourcing -  
(Wawancara tanggal 22 Maret 2011) 
 
Ibu Ir. Sri Wardani Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala Bidang 
Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta juga mengemukakan 
hal yang serupa saat diwawancarai di Kantor Bidang Pertamanan dan 

































































































sesuai area kerja. Setiap area dikepalai 1 mandor dan dibawah mandor 
ada 2 kepala regu dan 8 sampai 10 pekerja.. Kita buat job desk -nya 
seperti itu tujuannya agar semua wilayah dapat tertangani. khusus 
Villa Park Banjarsari ada 5 orang yang menangani, tapi kedepannya 
mungkin akan di out sourcing -kan saja, agar pengelolaanya lebih 
 
(Wawancara tanggal 3 Maret 2011) 
 
Bidang pertamanan dan Penerangan jalan DKP Kota Surakarta dalam 
pengelolaan Villa Park Banjarsari mengalami kesulitan baik sarana dan 
prasarana penunjang serta sumber daya manusia baik dari segi jumlah 
maupun kualitas. Dalam penelitian ini juga didapatkan sedikit informasi 
terkait anggaran taman yang digunakan di tahun 2010. Seperti hasil 
wawancara dengan ibu Ir. Sri Wardani Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala 
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta berikut ini: 
pemeriharaan saja, bukan khusus. Seluruh taman kota di tahun 2010 
kita anggarkan 1.2 M, dengan perincian ya untuk honor, lemburan, 
pengadaan material, pembenahan dan perawatan, bibit tanaman, 
pupuk, obat tanaman, dan lain-  
 tahun sekali, 
untuk seluruh kota. Pertanggungjawaban tahun 2010 sudah dibuat. 
Anggaran 2010 untuk 1 kota ya segitu, pas-pasan. Sisa anggaran ada 
tapi sedikit dan langsung kita kembalikan ke D  
(wawancara 28 maret 2011) 
 
Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian terkait tangible 
(ketampakan fisik) dari Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta jelas masih kurang. Hasil wawancara yang dilakukan antara 
peneliti dengan pegawai didapatkan bahwa Bidang Pertamanan dan 































































































menemui kendala sehingga hasil pengelolaannya kurang maksimal. Kendala 
tersebut meliputi antara lain: 
a. Keadaan kantor yang masih kurang nyaman, karena masih kurangnya 
sarana dan prasarana penunjang pekerjaan kantor. Sebagai contoh adalah 
lemari arsip kurang, buku-buku masih terlihat tidak tertata rapi, dan 
jaringan internet tidak tersedia menyebabkan kesulitan dalam 
mengembangkan informasi. 
b. Peralatan dan perlengkapan penunjang kegiatan masih kurang dari segi 
jumlah maka dari itu perlu dilakukan penambahan dan perbaikan sarana 
dan prasarana. Sebagai contoh adalah jumlah truck tanki air yang masih 
kurang dan truck angkut material serta sampah taman yang sudah tidak 
layak pakai. 
c. Tidak adanya perawatan sarana dan prasarana yang rutin sehingga 
kerusakan alat penunjang kegiatan sering terlambat dibenahi. Hal ini 
menyebabkan kerja alat penunjang kegiatan tidak maksimal. 
d. Sarana dan prasarana yang disediakan di lokasi taman yaitu Villa Park 
Banjarsari dalam kenyataanya masih kurang, kekurangan tersebut 
meliputi lampu penerangan, tempat sampah, tempat duduk serta sarana 
permainan anak. 
e. Sumber daya manusia yang masih kurang baik dari segi kurangnya 
jumlah tenaga kerja maupun kualitas tenaga kerja. Kurang jumlah 
pekerja karena jumlah taman yang terus bertambah sedangkan jumlah 































































































pekerja yang sebagian besar merupakan lulusan SMA masih memiliki 
skill yang minim sementara diklat untuk meningkatkan kualitas skill 
pegawai dan pekerja belum ada karena terbatasnya anggaran. 
f. Anggaran pengelolaan taman yang belum cukup untuk pengelolaan 
taman kota termasuk Villa Park Banjarsari, karena sebagian besar 
anggaran masih diprioritaskan untuk pengadaan taman baru dan proyek 
pagar hijau. Pengelolaan Villa Park Banjarsari Selama tahun 2010 hanya 
perawatan rutin dan disesuaikan dengan anggaran yang ada. 
3. RESPONSIBILITY  (RESPONSIBILITAS) 
Kinerja organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pelaksanaan 
suatu program atau kegiatan organisasi dalam mewujudkan visi, misi dan 
tujuan organisasi. Responsibilitas merupakan salah satu indikator untuk 
menilai kinerja suatu organisasi. Responsibilitas merupakan cara untuk 
melihat apakah organisasi melaksanakan kegiatannya sudah sesuai dengan 
peraturan yang ada. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta tentu dalam pengelolaan Villa Park Banjarsari berdasarkan 
pedoman atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau dinas. 
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta dalam 
pengelolaan Villa Park Banjarsari melakukan kegiatan perawatan tanaman 
dan perawatan fisik. Peraturan yang dibuat oleh Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta bertujuan untuk memaksimalkan 
pengelolaan Villa Park Banjarsari dan taman kota yang lain. Peraturan dalam 
































































































 Aturan Kegiatan Perawatan Villa Park Banjarsari 2010 
No Nama Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan 
1 Pemangkasan rumput 1 bulan sekali 
2 Penggemburan tanah 1 minggu sekali 
3 Penanaman tanaman Sesuai kebutuhan 
4 Pemangkasan tanaman 1 bulan sekali 
5 Penyiraman  tanaman 2 kali sehari 
6 Pemupukan tanaman 1 bulan sekali 
7 Pemberantasan hama tanaman 1 bulan sekali 
8 Pemberantasan gulma 1 minggu sekali 
9 Peremajaan & mempertahankan bentuk tanaman Sesuai aturan 
10 Pembersihan area taman 2 kali sehari 
12 Pembersihan pot dan lampu taman Setiap hari 
  Sumber: DKP Kota Surakarta 
Kegiatan Pemangkasan rumput di Villa Park Banjarsari sesuai aturan 
dilaksanakan minimal 1 bulan sekali namun dalam pelaksanaanya 
pemangkasan rumput dilakukan sesuai dengan kebutuhan karena terbatasnya 
paralatan yang digunakan sehingga terkadang harus bergantian dengan lokasi 
yang lain. Pemangkasan rumput pada musim kemarau dilakukan lebih jarang 
karena rumput saat musim kemarau pertumbuhannya lebih lambat, 
sedangkan pada musim penghujan pemangkasan dilakukan lebih sering 
karena pertumbuhan rumput yang cepat. Jumlah taman kota yang banyak 
dihadapkan dengan keterbatasan sarana prasarana penunjang membuat taman 
kota termasuk Villa Park Banjarsari kurang terawat. Solusi untuk mengatasi 
hal tersebut Bidang Prtamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta 































































































bergiliran. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ir. Sri Wardani Poerbowidjojo, 
MT, selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta sebagai berikut: 
pada musim hujan, biasanya bergantian, kadang lebih dari 1 bulan 
karena area kita luas, biasanya antri. Untuk 1 area itu 2 - 3 hari jadi 
dalam seminggu hanya 2 - 3 area saja yang mampu kita tangani. 
Kadang rumput juga perlu disulam, ada juga yang mati dan belum 
disulam itu karena kita belum sempat untuk menyulamnya. Cara 
menyulam rumput kita beli rumput meteran atau kita ambilkan dari 
lapangan lain yang rumputnya subur. Di Villa Park Banjarsari 
kerusakan lapangan rumput karena lapangan rumputnya buat bermain 
bola anak-  
(Wawancara tanggal 28 Maret 2011) 
 
Kegiatan pengelolaan yang kedua adalah penggemburan tanah yaitu 
kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kelembapan tanah, 
mempercepat masuknya air dan udara dalam pori-pori tanah sehingga 
tanaman tumbuh dengan subur. Pelaksanaan kegiatan penggemburan tanah di 
Villa Park Banjarsari masih kurang mendapatkan perhatian karena jarang 
sekali dilakukan. Seperti yang dingkapakan oleh Ibu Ir. Sri Wardani 
Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan 
DKP Kota Surakarta sebagai berikut:  
Penggemburan tanah seminggu 1 kali. Para pekerja biasanya jika 
melihat area kerjanya sudah rapi, rumput sudah dipotongi dan ga ada 
kerjaan lain ya melakukan penggemburan tanah. Pendangiran tanah  
mestinya 1 minggu sekali. Penanaman tanaman kalo penanaman buat 
 
(Wawancara tanggal 28 Maret 2011) 
 
Selanjutnya adalah proses penanaman dan tambal sulam yaitu proses 































































































menambal lahan yang tanamannya rusak. Pelaksanaanya di Villa Park 
Banjarsari juga kurang karena masih terlihat adanya tanaman yang rusak dan 
perlu diperbaharui namun belum ada perhatian. Seperti yang diungkapakan 
oleh Ibu Ir. Sri Wardani Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala Bidang 
Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta sebagai berikut: 
Penyulaman tanaman jika ada tanaman rusak, maka akan kita ganti 
dengan tanaman baru. Biasanya saat ada event besar tanaman di injak-
injak jadi rusak tanamannya atau memang tanamannya sudah rusak 
 
(Wawancara tanggal 28 Maret 2011) 
 
Kegiatan pemupukan merupakan kegiatan memberikan pupuk ke 
tanah yang ditanami tanaman produktif agar tanaman tersebut tumbuh 
dengan subur. Pupuk yang digunakan dapat berupa pupuk organik maupun 
pupuk buatan pabrik dengan zat kimia. Kegiatan pemupukan yang dilakukan 
oleh Bidang Pertamana dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta yaitu 
menggunakan pupuk organik, baik kompos maupun pupuk kandang. 
Menurut aturan yang ideal pemupukan ini dilakukan minimal 1 bulan sekali 
tujuannya yaitu mengganti unsur hara dan zat-zat yang berada di dalam tanah 
karena telah diserap tumbuhan. Namun kenyataan pelaksanaanya kegiatan 
pemupukan ini hanya dilakukan sekali saja yaitu pada saat penanaman 
tanaman, sebulan setelah masa tanam tumbuhan tersebut pun tidak dipupuk 
lagi. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Ir. Sri Wardani Poerbowidjojo, MT, 
selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 































































































emupukan dengan pupuk kandang, idealnya ya 1 bulan sekali. Tapi 
kita ga  
(Wawancaraa tanggal 28 Maret 2011) 
 
Kegaiatan yang ke empat adalah pencegahan, pemberantasan hama 
dan gulma tanaman. Hama adalah penyakit yang ada pada tumbuhan 
biasanya disebabkan oleh hewan ataupun virus sehingga tanaman tumbuh 
kurang maksimal bahkan mati. Gulma adalah tumbuhan parasit yang hidup 
disekitar tanaman. Gulma menyerap unsur hara dan mineral dalam tanah 
sehingga tanaman yang ditanam dengan tujuan memperindah taman tumbuh 
kurang subur. Pencagahan dan pemberantasan hama serta gulma dengan cara 
menyemprotkan obat (Insectisida / pestisida) pada tanaman dan pembersihan 
gulma dengan cara manual. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Ir. Sri Wardani 
Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan 
DKP Kota Surakarta sebagai berikut: 
Pencegahan hama rutin 1 minggu sekali dengan cara disemprot obat. 
Pemberantasan gulma  
(Wawancara 28 Maret 2011) 
 
Sedangkan kegiatan yang ke lima adalah peremajaan dan 
mempertahankan bentuk tanaman serta pemangkasan tanaman pelindung. 
Kegiatan ini sudah dilakukan dengan baik karena dalam peraturan 
pemangkasan tidak diperbolehkan memangkas terlalu banyak dan mematikan 
tanaman pelindung. Sedangkan kebijakan untuk mempertahankan bentuk 
tanaman saat ini adalah tanaman dibiarkan tumbuh secana natural dan tidak 































































































disampaikan oleh Bapak Sunarya, selaku Mandor Taman area Villa Park 
Banjarsari  saat diwawancarai sebagai berikut: 
-besar atau 
tanaman hias sendiri itu aturannya sekarang tidak boleh sampai 
cabang paling bawah atau nggah boleh sampai ngepok, aturannya 
yang sekarang hanya dahan dan ranting yang mengganggu jaringan 
saja yang dipotong. sedangkan kalo bentuk tanaman itu tidak boleh 
dineko-neko seperti dulu, misalnya dibentuk candi atau dibentuk bola, 
 
(Wawancara tanggal 19 Maret 2011) 
 
Kemudian Ibu Ir. Sri Wardani Poerbowidjojo, MT, menambahkan 
penjelasannya terkait dengan kegitan peremaajaan dan mempertahankan 
bentuk tanaman, seperti yang beliau utarakan dalam wawancara tanggal 28 
Maret berikut ini: 
Peremajaan dan mempertahankan bentuk tanaman, aturannya biarkan 
tanaman tumbuh alami, jangan dibentu-bentuk. Itu aturan baru dari 
Pak Wali (Bapak Walikota Surakarta Joko Widodo), beliau senang 
tanaman atau pohon yang tumbuh alami jadi kalo memangkas 
 
(Wawancara tanggal 28 Maret 2011) 
 
Pemangkasan ranting atau batang pohon pelindung di area taman dan 
jalur baiknya hanya dilakukan seperlunya saja. Pemangkasan hanya batang 
atau ranting yang mengganggu jaringan dan lalulintas selebihnya tidak 
diperkenankan memotong sampai ke batang paling bawah. Kasus kesalahan 
pemangkasan yang salah memang selama ini belum pernah terjadi di Villa 
Park Banjarsari namun pernah terjadi di area lain. Hal ini dikarenakan 
kontrol dari Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta 































































































Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan 
DKP Kota Surakarta sebagai berikut: 
a saja. Jadi perempelan pohon dan dahan 
yang kena jaringan saja. Kalo dirempel sampai ngepok Pak Wali 
(Bapak Walikota Joko Widodo) marah-marah, dulu itu di jalan Pasar 
Gede  dari PLN pas hari libur ngerempel pohon sampai ngepok, itu 
BTL -nya (CV). Mereka biasanya pohon sudah dirempeli, baru ijin 
masuk ke DKP. Saya dikasih tau temen2 saya yang lagi jalan2, trus 
saya suruh cek Pak Kasi (Kepala Seksi Pertamaman) untuk 
diperingatkan jika belum kebacut, tapi kalo sudah terlanjur ya sudah. 
Nanti kalo Pak Wali (Bapak Walikota Joko Widodo) marah kan juga 
dipanggil, dulu PLN juga dipanggil dan di ancam Pak Wali (Bapak 
 
(Wawancara tanggal 28 Maret 2011) 
 
 Kegiatan perawatan taman ke enam adalah Penyiraman tanaman. 
Penyiraman tanaman menurut aturannya dilaksanakan setiap hari yaitu pagi 
hari dan sore hari. Pelaksanaan penyiraman tanaman di Villa Park Banjarsari 
selama ini hanya dilakukan sekali dalam sehari, hal ini tentu tidak sesuai 
denga aturan yang ada. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Ir. Sri Wardani 
Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan 
DKP Kota Surakarta sebagai berikut: 
penyiraman tanaman taman dan jalur hijau, termasuk Villa park 
Banjarsari, tapi bagaimana ya, selama ini penyiraman yang kita 
lakukan sehari cuma satu kali pagi hari tau sore hari saja, itupun 2 hari 
sekali. ya kita kan kekurangan armada ya, kalo idealnya ya sehari 2 
kali pagi dan sore, tapi ya mau bagaimana lagi lha wong taman yang 
kita kelola tidak Cuma satu tapi kan banyak, yang penting semuanya 
rata disiram. Faktor kurang tenaga terbatasnya waktu penyiraman 
yang efisien jam 7 - 10 pagi jam 3 -  
(Wawancara tanggal 3 Maret 2011) 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Sunarya selaku Mandor 































































































Penyiraman Villa Park Banjarsari ini ya sehari itu idealnya 2 kali tapi 
kita karena cuma punya 3 tangki air ya jadinya cuma 2 hari sekali. 
Kan yang disiram ga hanya di sini saja, tetapi seluruh kota, ya 
bergiliran. Kalo libur ya ga disiram. kalo libur panjang ya dimodel 
shift misalnya kalo 2 hari libur ya di shift, nanti dihitung lembur. Kalo 
hari minggu kita libur, tanaman taman kalo tidak disiram satu hari saja 
tidak apa-  
(Wawancara tanggal 19 Maret 2011) 
 
Kegiatan pengelolaan yang ke tujuh adalah pembersihan taman dan 
sarana prasarana taman. Pembersihan taman meliputi menyapu, 
penggumpulkan sampah dan mengangkutnya ke tempat pembuangan akhir 
(TPA). Pelaksanaan kegiatan pembersihan taman ini dilakukan setiap hari 
selama lima hari kerja termasuk lembur di hari sabtu. Pelaksanaan kegiatan 
ini sebenarnya sudah berjalan dengan baik namun belum sesuai dengan 
aturan idealnya, karena lahan area kerja yang luas dan tenaga yang kurang 
kegiatan pembersihan ini hanya berjalan 1 kali sehari. Seperti yang 
diutarakan oleh Ibu Ir. Sri Wardani Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala 
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta sebagai 
berikut:
ari 1 hari 
sekali, ya karena tenaga kita tadi yang kurang. Perawatan sarana-
prasarana taman dan   Perawatan taman ya setiap hari dibersihkan tapi 
kalo ada kerusakan ya kita perbaiki, kalo tidak ada anggaran ya kita 
planning -  
(Wawancara tanggal 28 Maret 2011) 
 
Perawatan kebersihan yang kurang baik dirasakan pengunjung Villa 
Park Banjarsari karena keadaan taman yang kotor dan kurang indah. Seperti 































































































urang indah kurang bersih itu pentingnya. kalo sampah daun ma 
mungkin karena rontok terus itu ga masalah, yang kelihatan sekarang  
ini lho sampah plastik es dan sampah plastik makanan itu yang harus 
 
(Wawancara tanggal 25 Maret 2011) 
 
Kemudian terkait dengan aturan hari masuk kerja, Bidang 
Pertamanan dan Penerangan  Jalan DKP Kota Surakarta sama seperti 
instansi-instansi pemerintah yang lain di Kota Surakarta yaitu 5 (lima) hari 
kerja. Sehingga Kerja di hari sabtu dan hari libur lain dihitung sebagai kerja 
lembur. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Ir. Sri Wardani Poerbowidjojo, MT, 
selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta sebagai berikut: 
sore sebelum kerja ada apel pagi dan sesudah kerja ada apel sore, 
setiap hari mulai hari senin sampai jumat, kan kita 5 hari kerja. Hari 
sabtu nanti ada yang lembur, iya dihitung lembur 4 jam dari jam 7 
sampai jam 11 an  
(Wawancara tanggal 3 Maret 2011) 
 
Pegawai dan pekerja Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Kota 
Surakarta bekerja setiap hari mulai hari senin sampai jumat. Gaji pegawai 
PNS sesuai dengan golongannya, sedangkan untuk THL sesuai upah minimal 
karyawan yaitu Rp. 800 ribu, upah l mbur Rp. 5000 / jam kerja. Jam kerja 
































































































         Jam Kerja Pegawai Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan  
DKP Kota Surakarta 
No Hari Kerja Jam Masuk Jam Istirahat Jam Pulang 
1.  Senin 07.00 WIB 11.30  13.00 WIB 16.00 WIB 
2.  Selasa 07.00 WIB 11.30  13.00 WIB 16.00 WIB 
3.  Rabu 07.00 WIB 11.30  13.00 WIB 16.00 WIB 
4.  Kamis 07.00 WIB 11.30  13.00 WIB 16.00 WIB 
5.  Jumat 07.00 WIB 11.30  13.00 WIB 16.00 WIB 
6.  Sabtu Pekerja masuk selama 4 jam dan dihitung lembur 
per jam, mulai jam 07.00  11.00 WIB. Upah kerja 
Rp. 5000/ jam kerja 
7.  libur hari 
besar 
Hari libur nasional lebih dari 2 hari maka pekerja 
masuk dengan sistem shift dan dihitung lembur / 
jam. Jam kerja diatur tersendiri dan upah kerja 
juga di atur tersendiri. 
            Sumber: Kabid Pertamanan dan PJU DKP Kota Surakarta 
Table diatas menunjukkan hari kerja dan jam kerja pegawai dan 
pekerja Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta. 
Selama satu minggu yaitu 5 hari kerja, 1 hari lembur dan lemburan saat libur 
hari besar nasional. Pada hari kerja antara hari senin sampai hari jumat juga 
diadakan lembur yaitu setelah jam 4 sore (16.00 WIB). Kemudian upah 
lembur sebesar Rp. 5000,00 / jam kerja, kecuali upah lembur saat libur hari 
besar nasional yang dihitung tersendiri. Upah lembur libur hari besar seperti 
hari Idul Fitri yang mempunyai hari libur panjang, pekerja masuk dengan 
system shift dan upah yang di berikan biasanya lebih besar dari hari lembur 































































































tetap menjadi hari libur bagi pekerja seperti ketengan Bapak Sunarya selaku 
Mandor Taman area Villa Park Banjarsari sebagai berikut: 
pekerja yang mau lembur, kita suruh lembur 4 jam dari jam 7 sampai 
jam 12 siang. Ya lembur hari sabtu hanya itu, setelah jam 12 kita 
pulang. Terus kalo hari minggu kita libur, tidak lembur. Kalo minggu 
libur, taman ya tidak apa-apa, Kalo tanaman taman tidak disiram 1 
hari saja tidak apa-apa, ya cuma sampahny  
(Wawancara tanggal 19 Maret 2011) 
 
Pegawai Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta mempunyai jam kerja antara jam 07.00 WIB sampai jam 16.00 
WIB dengan istirahat satu kali yaitu jam 11.30 sampai jam 13.00 WIB. 
Namun pada pelaksanaanya terkadang ada pegawai atau pekerja yang pulang 
di saat jam kerja dan kembali lagi sebelum jam pulang, menurut aturan yang 
berlaku hal ini sebenarnya jelas melanggar aturan jam kerja. Seperti yang 
diutarakan oleh Ibu Ir. Sri Wardani Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala 
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta sebagai 
berikut: 
membolos atau mungkin punya kerja sampingan ya di setiap instansi 
pasti ada namun kadarnya saja. Kalo di kita (Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan) sendiri hal-hal seperti itu ya ada, saya juga tidak 
menutupi keadaan tersebut. Di kita ada yang namanya angkatan 703, 
dik Eko tau ga makskudnya? itu sebutan buat anggota kita yang punya 
tugas khusus. Mereka masuk jam 7, terus habis apel mereka kosong 
kegiatan (pulang atau menghilang) terus jam 3 balik ke kantor ikut 
apel dan pulang. Tidak hanya pegawai tapi THL juga, disuruh ke 
 
(Wawancara tanggal 11 Maret 2011) 
 
Pegawai dan Pekerja memang sering ada yang berbuat nakal, namun 































































































melakukan tindakan nakal seperti itu. menurut beliau pegawai seksi 
pertamanan sudah bekerja sesuai dengan jam kerja yang semestinya. Seperti 
yang disampaikan oleh Bapak Suranto selaku Kepala Seksi Pertamanan 
Bidang Petamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta seperti 
berikut: 
sebelum waktunya, atau kerja sambilan di saat jam kerja DKP. tapi 
kalo di kita (Seksi Pertamanan) tidak ada pegawai seperti itu, semua 
bekerja sesuai aturan kerja. Tapi kalo di bagian lain saya ga tau!!  
Kalo Pegawai yang mempunyai kerja sambilan ya pasti ada mas, tapi 
mereka kan ke  
(Wawancara tanggal 22 Maret 2011) 
 
Pegawai nakal dalam instansi pemerintah memang ada dan sering 
korupsi jam kerja seperti keterangan diatas. Hal ini tentunya merugikan 
pemerintah karena mereka mendapat gaji secara utuh namun jam kerjanya 
tidak sesuai dengan aturan. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan 
tentunya tidak tinggal diam seandaiya kedapatan ada pegawai yang berbuat 
seperti itu. Masalah kenakalan pegawai dalam instansi pemerintah 
sebenarnya tidak harus ditutupi tetapi perlu dicari solusi pemecahan 
masalahnya. Bidang Pertamanan dan Peneranan Jalan DKP Kota Surakarta 
akan memberikan teguran terhadap pegawai atau pekerja nakal tersebut, 
Seperti yang diutarakan oleh Ibu Ir. Sri Wardani Poerbowidjojo, MT, selaku 
Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta 
sebagai berikut: 
egawai seperti itu kita tegur. Kita lihat pegawai atau pekerja yang 
bertingkah seperti itu, nanti kita bilang kemandornya untuk diberikan 































































































ya kita naikkan ke Kasi pertamanan atau Kasi Penerangan Jalan. Kalo 
pegawainya memang bandel ya nanti saya panggil saya tegur 
langsung, kalo perlu kita laporkan ke Bidang Kepegawaian biar 
ditangani oleh Bu He  
(Wawancara tanggal 11 Maret 2011) 
 
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta dalam 
menangani pegawai dan pekerja yang nakal terhadap aturan yaitu dengan 
pendekatan humanis dan teguran. Saksi lain yang diterapkan untuk pekerja 
(THL) yang ketahuan membolos di jam kerja tidak akan menerima upah 
harian yang telah ditetapkan. Saksi pemecatan pegawai dan pekerja selama 
ini belum dapat dilaksanakan karena tidak ada pekerja yang melanggar 
aturan sampai melewati batas. 
Kontrol pegawai dan pekerja yang dilakukan selama ini dilakukan 
oleh mandor kemudian mandor dikontrol oleh Kasi dan Kepala Bidang. 
Untuk mengatasi kenakalan pekerja ini diperlukan kontol dari pengawas 
yang berdiri sendiri. Hal ini dikemukakan oleh Mandor Taman area Villa 
Park Banjarsari, Bapak Sunaryo sebagai berikut: 
kumpul bersama. Dulu kita sering kumpul-kumpul bersama, ya selain 
untuk keakraban juga untuk memberikan pengarahan juga motivasi. 
Kalo pas kumpul-umpul gitu ada uneg-uneg dikeluarkan, jadi masalah 
cepat selesai.Tterus dulu itu ada pengawas tersendiri dibawah Kasi 
dan diatas Mandor, Jadi Kerja Mandor hanya mengarahkan pegawai 
sedangkan yang mengawasi ada tersendiri. Kerja kita kan jadi enak. 
S  
(Wawancara tanggal 19 Maret 2011) 
 
Hal senada juga diutarakan oleh Ibu Ir. Sri Wardani Poerbowidjojo, 































































































Surakarta dalam wawancara seputar pelaksanaan kontrol terhadap pegawai 
seperti berikut ini: 
engawasan terhadap pegawai selama ini diserahkan pada mandor. 
Kalo dulu ada jabatan pengawas kegiatan, posisinya diatas mandor, 
tapi sekarang sudah ga ada. Pengawas kalo dilihat dari manfaatnya 
penting, Kalo mandor sebagai pembagi tugas, sedangkan pengawas 
sebagai pengawas kegiatannya, jadi lebih mudah dalam mengawasi 
pekerja. Mungkin itu yang membuat kita sulit mengawasi pekerja. 
Kalo saya terjun langsung kelapangan kan juga ga bisa merata lha 
wong pekerjanya itu bekerjanya terpencar-  
(Wawancara tanggal 11 Maret 2011) 
 
Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian responsibilitas terkait 
aturan kegiatan dan pengelolaan taman yaitu peraturan yang telah ditetapkan 
tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya 
SDM, Sarana dan Prasarana yang dimiliki Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta. Selain itu dalam kegiatan 
pengelolaan taman kota termasuk Villa Park Banjarsari masih terdapat 
penyimpangan terhadap jam kerja oleh pegawai dan pekerja (THL) yaitu 
masih terdapatnya pegawai yang pulang kerumah, bermalas-malasan, dan 
melakukan kegiatan usaha sampingan saat jam kerja. Kenakalan pegawai dan 
pekerja ini disebabkan karena lemahnya Kontrol dari atasan atau pengawas 
pekerja.  
4. RESPONSIVENESS  (RESPONSIFITAS) 
Responsifitas juga merupakan saah satu indikator untuk menilai 
kinerja suatu organisasi. Responsifitas merupakan sikap provider dalam 
menghadapi komplain, masukan saran, kritik dan keluhan dari masyarakat. 































































































terhadap tuntutan kebutuhan dan cara organisasi tersebut menghadapi 
tuntutan tersebut. Pengelolaan Villa Park Banjarsari sebagai sebuah taman 
yang diperuntukan untuk publik tentunya tidak lepas dari tuntutan dan 
keluhan serta saran dari masyarakat. Bidang Pertamanan dan Penerangan 
Jalan DKP Kota Surakarta selaku provider yang mengelola Villa Park 
Banjarsari sangat mengharapkan adanya masukan saran serta keluhan atau 
kritik dari masyarakat dan pengunjung taman, karena masukan saran. 
Komplain, kritik dan keluhan yang masuk akan menjadi koreksi (evaluasi) 
bagi Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta dalam 
berbenah diri agar lebih baik kedepannya. 
Keluhan masyarakat atau pengguna jasa kepada provider adalah suatu 
hal yang biasa. Keluhan yang datang merupakan wujud ketidakpuasan 
masyarakat terhadap organisasi penyedia jasa ataupun organisasi pengelola. 
Dalam penelitian ini masyarakat adalah para pengunjung taman Villa Park 
Banjarsari dan masyarakat sekitar Villa Park Banjarsari, sedangkan 
organisasi pengelola adalah Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP 
Kota Surakarta selaku Bidang kerja yang mengelola taman kota termasuk 
Villa Park Banjarsari. Keluhan masyarakat yang sering masuk ke laporan 
kompalin masyarakat adalah terkait dengan lampu-lampu taman yang kurang 
terang. Keluhan ini disampaikan masyarakat melalui kelurahan setempat. 
Seperti yang diutarakan oleh Ibu Ir. Sri Wardani Poerbowidjojo, MT, selaku 
































































































kalo malam terasa kurang terang, jadi terkesan remang-remang. 
Keluhan itu datangnya dari kelurahan, mungkin dari masyarakat terus 
disampaikan pada kelurahan kemudian dari kelurahan disampaikan 
 
(Wawancara tanggal 3 Maret 2011) 
 
Keluhan terhadap lampu taman yang kurang terang tersebut lebih 
ditegaskan bukan karena pengaruh dari lampu yang berdaya kecil tetapi 
karena hal lain seperti rusaknya lampu dan rimbunnya dedaunan di area 
taman. Sedangkan penanganan yang dilakukan oleh pihak Bidang 
Pertamanan dan Penerangan Jalan terkait keluhan tersebut sudah dilakukan 
dengan pergantian lampu. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Ir. Sri Wardani 
Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan 
sebagai berikut: 
Lampu taman memang kalo malam kurang terang karena disana kan 
banyak pohon besar lha daunnya yang rimbun itu nutupi lampu taman 
dan lampu penerangan jalan. Kalo antisipasinya ya kita lakukan 
pemangkasan terhadap daun menghalangi penerangan. Sedangkan 
faktor lainnya yaitu lampu yang mati atau rusak. Ya dirusak 
pengunjung yang iseng, atau kena bola. Kalo penangannya ya dari 
Seksi Penerangan Jalan m  
(Wawancara tanggal 3 Maret 2011) 
 
Villa Park Banjarsari dahulunya merupakan area taman yang berubah 
jadi tempat PKL (pedagang klithikan), kemudian direvitalisasi dan 
dikembalikan ke fungsi semula yaitu sebagai taman kota. Villa Park 
Banjarsari bersih dari PKL setelah semua PKL direlokasi ke Pasar 
Notoharjo, Semanggi. Villa Park bersih untuk beberapa tahun setelah 
revitalisasi, namun kini terlihat mulai bermunculan pedagang yang sebagian 































































































membuat Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta 
dalam melakukan pengelolaan yang didalamnya mempunyai tujuan ingin 
menciptakan kebersihan dan keindahan taman menjadi terganggu.  
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta 
berupaya untuk mencari solusi terbaik untuk mengatasi kembalinya PKL di 
area Villa Park Banjarsari sebagi wujud dari respon terhadap masalah 
pedagang tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suranto selaku 
Kepala Seksi Pertamanan Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP 
Kota Surakarta berikut ini: 
yang berjualan di dalam taman, juga diluar taman yang masih masuk 
area taman. Kalo di Villa Park itu ya diluar pagar tetapi yang kanan 
Jalan, yang mepet pagar. Pengelolaan Villa Park Banjarsari kan juga 
tidak lepas dari peran serta masyarakat, maka dari itu kita juga 
mengadakan sosialisai kepada masyarakat termasuk PKL, tujuan 
sosialisasi tersebut ya untuk memberikan informasi apa saja yang 
sebenarnya harus di ketahui oleh masyarakat. Informasi tersebut dapat 
berupa memberitahukan peraturan pengunjung taman, peraturan PKL 
sekitar taman. Biasanya dalam sosialisai PKL di beri tahu bahwa area 
taman termasuk Villa Park Banjarsai tidak boleh untuk berjualan di 
dalam pagar maupun didalam pagar. Kalo tanggapannya ya ada yang 
positif ada yang negatif  
(Wawancara tanggal 22 Maret 2011) 
 
Pegawai dalam menegur PKL hendaknya dilakukan dengan sopan 
agar tidak terjadi kesalahpahaman, Hal tersebut diutarakan oleh Ibu Ir. Sri 
Wardani Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta sebagai berikut: 
ya, kita kan juga kadang bekerja di area tempat mangkal PKL, kan 
kita tegur tapi sopan dan ramah kita ingatkan saja. Biasanya kalo kita 
 
































































































 Kemudian selain keluhan lampu ada juga keluhan yang lain yaitu 
masalah pohon yang sudah rimbun dan mengganggu jaringan. Keluhan 
gangguan ranting atau cabang pohon ini tidak hanya dari masyarakat tetapi 
juga dari PLN. Keluhan ini disampaiakan karena ranting pohon tersebut 
terkadang membuat konsleting listrik saat musim hujan atau mengganggu 
kendaraan yang lewat (mengganggu lalulintas). Seperti yang disampaikan 
oleh Bapak Suranto, selaku Kepala Seksi Pertamanan Bidang Pertamanan 
dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta sebagai berikut: 
masalah pohon yang mengganggu lalulintas atau jaringan kabel 
telepon dan listrik. keluha tersebut disampaikan masyarakat melalui 
 
(Wawancara tanggal 22 Maret 2011) 
 
Keluhan terkait denga pohon yang mengganggu lalulintas atau 
jaringan masuk ke Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta langsung mendapatkan perhatian namun tidak langsung diproses 
tetapi ada survey lokasi dahulu. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Suranto 
selaku Kepala Seksi Pertamanan Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan 
DKP Kota Surakarta berikut ini: 
harus disurvey dulu. agar kita tau bagaimana kondisinya. Kalo sudah 
disurvey baru kita tugaskan pekerja untuk memangkas pohon dan 
 
































































































Hal senada juga diutarakan oleh Ibu Ir. Sri Wardani Poerbowidjojo, 
MT, selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta saat diwawancarai, seperti berikut ini: 
ke 
Kepala Dinas, melalui sekretariat (Tata Usaha), ditujukan ke Bidang 
apa, nanti setelah diketahui oleh Kepala Dinas langsung diserakhan ke  
Sekretariat lagi, terus ke Bidang. Jika ke Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan ya nanti saya terima, terus saya serahkan penugasan 
ke Kepala Seksi. Kadang kalo mendesak ya langsung diserahkan ke 
 
(Wawancara tanggal 11 Maret 2011) 
 
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta 
menganjurkan kepada masyarakat apabila ada keluhan, saran, kritik atau 
komplain untuk melaporkan langsung ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
Kota Surakarta. Keluhan-keluahan tersebut akan ditangani secepatnya oleh 
Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surakarta, jika keluhan 
tersebut berkaitan dengan masalah pertamanan dan penerangan jalan maka 
keluhan tersebut akan disampaiakan kepada bidang terkait yaitu Bidang 
Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta. Alur penyamapaian 
komplain dari masyarakat kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 
































































































 Bagan 4.2 










Keluhan dari masyarakat terkait pengelolaan taman dan jalur hijau 
yang masuk ke Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta diupayakan dapat ditangani secapat mungkin, namun dalam 
pelaksanaanya ternyata memang sulit. Jika komplain masuk saat jam kerja 
maka dapat ditangani hari itu juga namun jika malam hari dan hari libur 
maka respon yang diberikan dapat dikatakan sering terlambat. Seperti yang 
diutarakan oleh Ibu Ir. Sri Wardani Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala 
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta sebagai 
berikut: 
pan saja, 
malam juga bisa kan malam ada yang menjaga juga. Biasanya laporan 
dari kelurahan atau kantor polisi yang mengabarkan ada pohon 
tumbang dijalan. Ya kita atasi langsung, namun kan malam kita tidak 




surat / telepon 
2. Surat keluhan dari 
masyarakat 
sampaiakan langsung 












































































































mempersiapakan alat-alatnya, mobil, truck. Ya kadang terlambat 
sampai lokasi. Kita ya berusaha bekerja sama dengan masyarakat 
sekitar, sebelum kita sampai lokasi masyarakat paling tidak ya 
masyarakat berusaha menyingkirkan batang pohon yang mengganggu 
lalulintas tersebut. Jadi saat kita datang kita tinggal potong-potong 
 
polisi ya kita bilang saja kita perlu persiapan dahulu, sebisa mungkin 
kerahkan masyarakat sekitar untuk menanganinya sebelum kami 
 
i langsung, namun kalo malam kadang terlambat 
karena kita perlu siap-  
(Wawancara tanggal 28 Maret 2011) 
 
Keluhan, saran dan kritik dari masyarakat merupakan wujud dari 
kepedulian masyarakat terhadap Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan, 
karena masyarakat merasa kurang puas atau memerlukan bantuan dari 
Bidang Peramanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta. Keluhan, 
saran dan kritik yang banyak merupakan motivasi bagi suatu organisasi 
untuk lebih berusaha lebih baik sesuai harapan atau kebutuhan masyarakat. 
Keluhan, saran dan kritik yang didapat atau masuk ke Bidang Pertamanan 
dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta dinilai sangat kurang. Hal ini 
dikarenakan upaya dari Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta untuk mencari tahu kebutuhan masyarakat masih kurang. Selama 
ini Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta hanya 
menunggu keluhan, saran dan kritikan dari masyarakat atau hanya melihat 
dan menerka-nerka saja apa yang dibutuhkan masyarakat dan pengunjung 
taman termasuk Villa Park Banarsari. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Ir. Sri 
Wardani Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala Bidang Pertamanan dan 































































































 yang kurang atau tidak. Misalnya kalo kita lagi 
kesana melihat banyak pengunjung tetapi kursinya kurang. kalo dari 
masyarakat sendiri ya ga pernah ada keluhan sih ya, biasanya yang 
ikut ngecek ya kelurahan. Biasanya hansipnya yang bilang ke kita 
kalo ada  
(Wawancara tanggal 28 Maret 2011) 
 
Masyarakat pengguna atau pengunjung taman juga masih merasa 
kesulitan dalam menyampaikan keluhan, saran ataupun usulan karena tidak 
ada sarana yang lebih praktis untuk menyampaikan keluhan ke Bidang 
Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta. Seperti yang 
diungkapkan Febri Kurniasih selaku pengungunjung Villa Park Banjarsari 
berikut ini: 
 a kita mau berkeluh kesah kemana? Ke DKP? Ya masak sih mas 
dateng ke DKP Cuma mau berkeluh, ya malu. Kalo lewat pos juga 
repot.. lewat koran juga ga sempet. Enaknya tu di taman dikasih kotak 
saran, kritik, masukan, komplain, keluhan. Jadi kita ada ditaman liat 
apa yang kurang nyaman langsung nulis di sembarang kertas 
dimasukkin  
(Wawancara tanggal 25 Maret 2011) 
Hasil Penelitian terkait indikator responsivitas atau daya tanggap 
provider terhadap masyarakat seperti yang dilakukan oleh Bidang 
Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta yaitu penanganan 
keluhan yang masuk baik di siang hari maupun dimalam hari, bahkan di saat 
hari libur. Keluhan yang masuk dapat tertangani hari itu juga walaupun 
terkadang terlambat datang ke lokasi karena harus mempersiapkan pegawai, 
pekerja, perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan untuk menangani 































































































Kekurangan Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta dalam menjalankan aspek responsivitas diantaranya yaitu 
kemampuan Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta 
dalam mengetahui kebutuhan, harapan dari pengunjung taman atau 
masyarakat. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta 
dalam mengetahui kebutuhan, harapan serta keluhan saran dan kritik dari 
masyarakat hanya menunggu saja, belum ada upaya untuk bertanya pada 
masyarakat ataupun mengadakan riset untuk mengetahui harapan dan 
kebutuhan masyarakat. Selama ini Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan 
DKP Kota Surakarta hanya melihat sepintas dan menerka-nerka apa yang 
dibutuhkan pengunjung di Villa Park Banjarsari saat ini.  
Kesimpulan yang di dapat dari hasil penelitian ini adalah Bidang 
pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta telah baik dalam 
menanggapi keluhan yang masuk namun di sisi lain Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta kurang memahami kebutuhan dan 
harapan masyarakat karena upaya untuk mengetahui kebutuhan dan harapan 
tersebut sangatlah kurang dan perlu ditingkatkan lagi. 
5. ACCOUNTABILITY  (AKUNTABILITASI) 
Akuntabilitas publik menunjuk pada bagaimana penyelenggaraan 
pelayanan publik dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun 
kepada pemerintah. Akuntabilitas yang dilakukan apakah sudah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah belum. 































































































organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian 
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam 
rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media 
pertanggungjawaban secara periode. Akuntabilitas dari Bidang Pertamanan 
dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta sebagai pelaksana kegiatan 
pengelolaan Villa Park Banjarsari merupakan bentuk pertanggungjawaban 
atas penyelenggaraan pengelolaan dalam memelihara sarana prasarana taman 
kota termasuk Villa Park Banjarsari.  
 Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta 
merupakan salah satu instansi pemerintahan yang diberikan wewenang dan 
tanggung jawab dalam hal pengelolaan taman kota termasuk Villa Park 
Banjarsari. Dengan demikian jelas terlihat jelas bahwa Bidang Pertamanan 
dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta merupakan sebuah instansi 
vertikal di bawah Pemerintahan Kota Surakarta. Setiap kegiatan yang 
dilakukan oleh Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta haruslah dapat dipertanggungjawabkan baik perencanaan, proses 
dan hasilnya. Pertanggungjawaban Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan 
DKP Kota Surakarta secara vertikal adalah kepada Kepala Dinas Kebersihan 
dan Pertamanan Kota Surakarta. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Ir. Sri 
Wardani Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta sebagai berikut: 
Kepala Dinas, laporan kita masuk ke bagaian kepegawaian dan 































































































Penerangan Jalan ada disana. Nanti kalo dek Eko mau pinjam bisa 
dipinjam disana. Kita buat laporan setiap akhir tahun ya. Sebelum 
 
(Wawancara tanggal 19 Maret 2011) 
 
Dalam pelaksanannya, pihak Bidang Pertamanan dan Penerangan 
Jalan DKP Kota Surakarta sudah bertanggung jawab penuh kepada Kepala 
Dinas dan masyarakat Kota Surakarta. Hal tersebut dapat dilihat dari 
berbagai hal yang dilakukan dalam rangka pengelolaan Villa Park Banjarsari 
agar lebih baik. Sedangkan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban, pihak 
Bidang Pertamanan dan Penerangan jalan DKP Kota Surakarta menyatakan 
masih menemui hambatan. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Ir. Sri Wardani 
Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan 
DKP Kota Surakarta sebagai berikut: 
Misalnya kan laporan itu sebenarnya untuk evaluasi juga, ya kita 
hanya bisa laporan secara umum saja. Satu tahun itu kan lama ya, 
banyak sekali yang harus dilaporkan, jadi agak sulit gitu. Terus kalo 
laporan dari bawah dulu kita pernah ada laporan tertulis harian, jadi 
dari pekerja ada laporan tertulis setiap selesai bekerja setiap hari, 
mandor juga gitu tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Rencana kita 
tahun 2011 ya mau kita buat seperti itu lagi saja. biar tidak lupa, kalo 
lewat lisan kan gampang lupa. kita mau ingat-  
(Wawancara tanggal 3 Maret 2011) 
 
Hal senada juga diutarakan oleh Bapak Surnaryo selaku Mandor 
Taman area Villa Park Banjarsari seperti berikut ini: 
pekerja mulai dari Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, 
Mandor sampai pekerja masing-masing membawa buku laporan 
harian, semua orang dapat satu-satu. semua disuruh buat laporan 
seharian itu melakukan kegiatan apa saja, dimana, mulai jam berapa 































































































tapi sekarang sudah tidak berjalan lagi. Sekarang kalo laporan ya 
 
(Wawancara tanggal 19 Maret 2011) 
 
Laporan kegitan yang dibuat selama tahun 2010 merupakan laporan 
yang sifatnya masih global, belum terperinci. Hal ini dikarenakan laporan 
yang masuk dari pegawai dan pekerja serta mandor berupa laporan lisan 
sehingga tidak ada laporan otentik yang dibuat, kendalanya adalah jika 
hendak membuat laporan tahunan Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan 
DKP Kota Surakarta harus mengingat - ingat kegiatan apa saja yang telah 
dilakukan dan mengumpulkan bukti pelaksanaan kegiatan yang tercecer atau 
terlupakan. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta 
berusaha untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan membuat laporan 
triwulan yaitu laporan yang dibuat setiap tiga bulan sekali, jadi selama 1 
tahun ada 4 kali laporan kerja. Hal ini bertujuan untuk mempermudah 
penyusunan laporan akhir tahun. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Ir. Sri 
Wardani Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta sebagai berikut: 
alo laporan tahunan kan lama jadi kita suka lupa kegiatan apa saja 
yang mau dilaporkan. Terus kita berinisiatif untuk membuat laporan 
triwulanan, jadi kegiatan yang kita lakukan setiap 3 bulan sekali kita 
susun laporannya, jadi kalo mau buat laporan tahunan ga repot lagi 
mengingat-  
(Wawancara tanggal 11 Maret 2011) 
 
Laporan yang di buat oleh Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan 
DKP Kota Surakarta selain laporan kegiatan juga laporan keuangan yaitu 































































































masa 1 tahun periode anggaran. Hal ini sesuai dengan ungkapan oleh Ibu Ir. 
Sri Wardani Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta sebagai berikut: : 
Laporan Pertanggungjawaban yang kita buat adalah laporan kegiatan 
kerja dan laporan keuangan. Kita laporkan kegiatan kita setiap tahun 
kepada Kepala Dinas melalui Sekretariat Dinas, kemudian diserahkan 
ke Bapak Walikota mel  
(Wawancara tanggal 28 Maret 2011) 
 
Kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Pertamanan dan Penerangan 
Jalan DKP Kota Surakarta sebagai instansi publik seharusnya sesuai dengan 
harapan masyarakat, namun dalam kenyataannya Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta selama ini belum mengetahui apakah 
kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan aspirasi serta harapan 
masyarakat Kota Surakarta. Hal ini dikarenakan Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta hanya melihat kebutuhan secara 
sepintas, yaitu hanya melihat sekilas kebutuhan pengunjung taman yang ada 
di taman tersebut. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Ir. Sri Wardani 
Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan 
DKP Kota Surakarta sebagai berikut: : 
, karena kita tidak ada masukan dari masyarakat 
jadi kita tidak pernah tau. Setahu saya masyarakat pengenya punya 
ruang terbuka hijau yang indah yang bisa dipakai bermain, untuk 
aktivitas mereka, mengenai harapan taman kota yang bersih indah 
nyaman dan layak dikunjungi. Ya idealnya memang seperti itu kita 
juga berusaha untuk kearah itu. Tapi ya sampai saat ini kita baru bisa 
berusaha, hasilnya mungkin belum sesuai tapi kita berusaha untuk 
lebih baik lagi di tahun depan.  
































































































Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta 
melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana publik, 
sehingga masyarakat selaku stake holders juga perlu mengetahui kegiatan 
apa saja yang dilakukan dan bagaimana wujud pertanggungjawabannya 
kepada pemerintah dan publik. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan 
DKP Kota Surakarta selama tahun 2010 belum melakukan 
pertanggungjawaban kepada publik hal ini dikarenakan belum adanya sarana 
yang tepat untuk melaporkan kegiatan tersebut. Seperti yang diutarakan oleh 
Ibu Ir. Sri Wardani Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala Bidang Pertamanan 
dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta sebagai berikut : 
anggungjawaban publik secara langsung belum. Tapi ini ada dari 
Kasubag Evaluasi dan Pelaporan, ada semacam diskusi, namanya 
diskusi kelompok terbatas, mengundang stake horders, masyarakat, 
tokoh masyarakat, penyedia barang dan jasa. Mereka diundang untuk 
diberi penjelasan dan sebagai tempat penyaluan aspirasi stake holders. 
Diskusi ini baru berjalan tahun ini ( tahun 2011). Kita bisa laporkan 
 
(Wawancara tanggal 11 Maret 2011) 
 
Hasil penelitian terhadap akuntabilitas Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta dalam melaksanakan kegiatan 
pengelolaan Villa Park Banjarsari didapatkan bahwa akuntabilitas Bidang 
Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta sudah berjalan belum 
maksimal. Pelaksanaan pelaporan laporan kegiatan dan laporan keuangan 
terhadap atasan sudah berjalan sesuai prosedur, yaitu laporan kepada Kepala 
Dinas Selaku pemberi mandat atau wewenang tugas. Kekurangan dari 































































































dalam membuat laporan tahunan pada tahun 2010 masih berupa laporan 
secara umum (global) dan belum merinci pada kegiatan yang lebih kecil, hal 
ini dikarenakan tidak ada laporan tertulis (hanya laporan lisan) dari bawahan 
baik pekerja, mandor, Kasi kepada Kepala Bidang, sehingga untuk arsip 
laporan kegitan harian maupun bulanan tidak ada. Upaya menyelesaikan 
masalah tersebut adalah dengan mengadakan pelaporan rutin triwulanan 
yaitu tiga bulan sekali dengan tujuan agar mempermudah dalam penyusunan 
laporan tahunan. Laporan triwulanan baru berjalan ditahun 2011.  
Kekurangan yang ada selain laporan tahunan, bulanan dan harian 
adalah laporan pertanggungjawaban kepada publik. Publik disini meliputi 
masyarakat, pengusaha, rekan kerja pemerintah, LSM, dan stake holders 
lainnya yang memerlukan informasi pertanggung jawaban kegiatan kerja dan 
keuangan baik untuk keperluan evaluasi publik maupun sebagai bahan 
diskusi dan pembelajaran akademis. Tidak adanya laporan terhadap publik 
secara langsung membuat akuntabilitas Bidang Pertamanan dan Penerangan 
Jalan  DKP Kota Surakarta masih dipertanyakan. Hal ini tentunya dapat 
diatasi jika ada laporan pertanggungjawaban terhadap publik melalui mass 
media ataupun kerjasama dengan pihak kecamatan maupun kelurahan. 
kesimpulannya adalah akuntabilitas Bidang Pertamanan dan Penerangan 
Jalan DKP Kota Surakarta dalam pelaksanaannya masih kurang dan data 
terkait dengan laporan kegiatan dan laporan keuangan bahwa laporan 
keuangan tidak dapat dikonsumsi oleh publik untuk antisipasi agar tidak 































































































6. TRANSPARANCY  (KETERBUKAAN) 
Transparansi atau keterbukaan adalah indikator kinerja yaitu menilai 
kinerja organisasi dengan cara melihat apakah prosedur / tata cara 
penyelenggara  pemerintahan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses 
pelayanan umum yang wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah 
diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. 
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta 
merupakan bagian dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta 
yang merupakan salah satu organisasi publik di bawah Pemerintah Kota 
Surakarta. Dalam melakukan kegiatan pengelolaan taman kota tentunya ada 
perencanaan, proses dan hasil yang didapat dari pelaksanaan kegiatan 
tersebut. Selain itu Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta dalam melakukan kegiatan juga memerlukan biaya (anggaran) 
kegiatan agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sesuai 
rencana. Anggaran yang digunakan secara keseluruhan merupakan anggaran 
dinas yang diambil dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) 
Kota Surakarta. Transparansi Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP 
Kota Surakarta sangat diperlukan sebagai hak masyarakat untuk mengetahui 
bagaimana pelaksanaan kegiatan dan alokasi anggaran yang ada di Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta. 
Hasil Penelitian ini nantinya mampu menggambarkan bagaimana 
pelaksanaan aspek transparansi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 































































































Kota Surakarta secara khusus. Pelaksanaan aspek transparansi di Bidang 
Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta salah satunya yaitu 
membuka tangan jika ada mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian di 
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta atau Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Ir. Sri Wardani 
Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan 
DKP Kota Surakarta sebagai berikut : 
-adek 
mahasiswa yang ingin mengambil penelitian disini, jika membutuhkan 
data kita carikan jika ada. Terus bagi masyarakat, ya boleh 
mengutarakan keluhannya atau sarannya, tapi kendala kita ya itu kita 
belum pernah mengadakan penelitian terkait aspirasi pengunjung 
taman ataupun masyarakat. Pokoknya kalo ada yang membutuhkan 
info terkait DKP langsung saja datang ke DKP atau dapat dilihat di 
website kita di www.surakarta.go.id atau di situsnya Bappeda 
Surakarta, informasi tentang kita juga ada disana kok. Kalo situs 
khusus DKP kita belum punya.  
(Wawancara tanggal 3 Maret 2011) 
 
Pelaksanaan aspek transparansi selanjutnya yaitu pelayanan informasi 
kepada masyarakat, peneliti dan mass media. Seperti yang diutarakan oleh 
Ibu Ir. Sri Wardani Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala Bidang Pertamanan 
dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta sebagai berikut : 
Ya kalo ada masyakat membutuhkan informasi ya 
kita kasih. Kalo ada penelitian ya kita terima. Kalo ada mahasiswa 
butuh data kita beri data. Masalah ijin, ya kalo penelitian memang ijin 
dulu ke Kesbanglimas. Kalo wartawan ya saya serahkan ke Kepala 
Dinas wong yang punya wewenang itu sana kok. Informasi mengenai 
profil, visi, misi DKP, terus ada lagi masyarakat bertanya apakah 
tanah saya terkena proyek pembangunan taman, ya informasi itu bisa 
 
































































































Pelaksanaan aspek transparansi di Bidang Pertamanan pada umumya 
sudah baik namun ada beberapa data yang terkesan rahasia bagi publik. Hal 
ini dikarenakan menyangkut intern organisasi sehingga hanya orang yang 
berkepentingan saja (Pemerintah) yang dapat melihatnya. Seperti hasil 
percakapan peneliti dengan Ibu L. Heru Sukowati, SE., MM, selaku Kepala 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DKP Kota Surakarta, saat peneliti 
ingin meminjam Rencana Strategis Dinas seperti berikut: 
? Renstra 2011? Belum jadi mas. kalo tahun 2010. 
eemm sebentar ya. Saya tanyakan dulu ke Sekretaris Dinas.. (pergi 
keluar ruangan) - estra itu ga 
 
Peneliti : Mengapa tidak boleh keluar bu? Saya membutuhkan 
Renstra untuk lampiran penelitian saya. 
enstra itu kan intern organisasi. Kalo 
saya keluarkan ya saya nanti melanggar aturan. Lagi pula kan bisa 
data yang lain. I  
(Percakapan tanggal 21 Februari 2011) 
 
Pencarian data Rencana Strategis tahun 2009 - 2010 yang sesuai 
dengan penelitian agar didapat hasil penelitian yang maksimal ternyata 
sangatlah sulit dan terkesan rahasia. Peneliti kemudian bertanya kepada 
Kepala Bidang Pertamanan atas hasil yang didapat saat ingin meminjam 
Rencana Strategis 2010. Kepala Bidang Pertamanan dan Penerarangan Jalan 
DKP Kota Surakarta, Ibu Ir. Sri Wardani Poerbowidjojo, MT, kurang setuju 
jika Rencana Strategis Dinas dianggap sebagai rahasia organisasi publik. 
Seperti yang beliau ungkapkan berikut ini: 
ransparansi, kita usahakan sebaik mungkin ya mas, kalo ada yang 
butuh informasi kita berikan  
enstra tahun 2011? Mungkin belum jadi. Kalo tahun 2010 ya sudah 































































































menurut saya Restra dan rencana tahunan bukan data yang rahasia. 
Sbenarnya ini bukan wewenang saya, ini kan wewenang Sub Bag 
Perencanaan, Evaluasi dan Laporan. Menurut saya Resnstra itu kan 
baru rencana jadi tidak masalah jika diketahui publik lha wong yo gur 
renc  
(Wawancara tanggal 3  Maret 2011) 
 
Aspek transparansi yang dilakukan oleh organisasi publik ternyata 
masih terkendala aturan birokrasi at Atas Seijin Bapak Kepala
yang keluar harus ijin kepala atau atasan bahkan terkadang tidak dapat keluar 
udah a ng membuat aspek 
transparansi dalam organisasi publik yang seharusnya lebih terbuka jika 
dibanding organisasi swasta (privat), justru malah sebaliknya. Renstra 2010 
yang hendak dipinjam pun tak dapat dipinj
dan tidak diperkenankan untuk konsumsi pubik. Seperti yang diutarakan 
Kabag Umum dan Kepegawaian DKP Kota Surakarta, Ibu L. Heru Sukowati, 
SE,. MM, saat peneliti ingin meminjamkan Restra 2010 untuk yang kedua 
kalinya: 
Bu Heru : ata apa saja yang dibu  
Peneliti Resntra, DP3 dan LAKIP Bu  
Bu Heru : ebentar ya, saya tanyakan dulu. (keluar ruangan)  
    (masuk ruangan).  Buat apa t  
Peneliti : ntuk lampiran skripsi bu  
Bu Heru : egini ya mas kalo mau pinjam itu aturannnya dari  
Bapak Kepala Dinas, harus bawa surat keterangan dari 
Fakultas, Univesitas, Kesbangpolimas, dan Bappeda.. 
dalam surat itu di tulis apa saja yang mau dipinjam. Tapi 
masalah nanti keluar atau tidak itu kebijakan Bapak 
 
Peneliti     































































































(Percakapan Tanggal 3 Maret 2011) 
 
Ternyata aturan birokrasi yang dijalankan oleh organisasi publik juga 
turut mempengaruhi terciptanya aspek transparansi menjadi baik atau buruk. 
Birokrasi yang berbelit-belit membuat aspek transparansi organisasi sulit 
dijalankan atau dilaksanakan. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Ir. Sri 
Wardani Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta sebagai berikut: 
apet datanya? Belum! kok bisa ya? Syarat dari Fakultas? Kan sudah 
ada ijin penelitian? Tetep tidak bisa ya. Ya sudah, kalo ada peraturan 
seperti itu ya saya kurang tahu. Menurut saya data itu bisa keluar, 
apalagi ini kan untuk keperluan akademis menurut saya ya ga masalah 
kalo keluar. Toh kalo untuk akademis kan tidak dikonsumsi publik 
secara langsung, paling-paling hanya dipresentasikan saja  
Peneliti : Apakah Resntra merupakan data rahasia organisasi? 
alo saya ya kurang setuju kalo Renstra itu dirahasiakan, tapi kalo 
ada aturan seperti itu ya mau bagaimana lagi, ya nanti dek Eko cari 
data yang lain saja. Saya usahakan bantu. Kapan-kapan coba dipinjam 
lagi ke Pak Joko Sularno saja, boleh keluar kok setahu saya  
(Wawancara tanggal 11 Maret 2011) 
 
Aspek trasparansi merupaka aspek penting dalam mengawasi atau 
mencari informasi yang dibutuhkan masyarakat dari organisasi publik. 
Perecanaan, pelaksanaan kegiatan dan hasil kegiatan serta tercapainya tujuan 
merupakan hal-hal yang biasanya ingin diketahui publik sebagai stake 
holder. Namun tidak semua data dapat dipinjam atau dikonsumsi oleh publik 
karena ditakutkan akan di manfaatkan untuk hal yang merugikan pemerintah 
ataupun dimasuki kepentingan politik didalamnya. Seperti yang diutarakan 































































































ah gimana ya dek. Kalo data yang tidak dapat diketahui pada 
dasarnya ya semua data dapat diketahui, namun kan ada data intern 
organisai yang jika diberikan ke orang-orang yang tidak kita kenal, 
maksudnya tidak bertanggung jawab, takutnya nanti bisa dimasuki 
kepentingan politik, seperti itu. Misalnya data keuangan secara umum 
dapat kita beri, tetapi kalo untuk perinciannya ya hanya berwenang 
saja yang boleh mengetahui misalnya Kepala Dinas, Pejabat terkait, 
Bapak Walikota. Kalo umum ya nanti takutnya ditumpangi 
kepentingan politik didalamnya. Ya nanti dek Eko bisa tanya ke 
S  
(Wawancara tanggal 28 Maret 2011) 
 
Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah aspek transparansi 
dalam memberikan data dalam pelaksanaannya tidak berjalan baik. 
Transparansi terhadap data otentik yang dibutuhkan peneliti terkendala 
aturan birokrasi yang berbelit-belit dan terkesan sulit.  
Kinerja Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta dalam pengelolaan Villa Park Banjarsari ternyata tidak baik, hal ini 
dikarenakan pengaruh faktor SDM dari segi kuantitas dan kualitas tidak 
memadai, sarana dan prasarana tidak memadai serta anggaran yang tidak 
mencukupi. Sehingga tujuan dan sasaran pengelolaan Villa Park Banjarsari 
belum dapat tercapai. 
Tabel 4.10 
Matrik Hasil Penelitian Kinerja Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan 
DKP Kota Surakarta 
No Indikator Hasil Penelitian 
1.  Efektivitas  - Tujuan menjadikan Villa Park Banjarsari 
menjadi taman kota yang bersih dan indah 
sudah direncanakan sejak Villa Park Banjarsari 
direvitalisasi. Upaya tersebut dilakukan 
dengan penambahan sarana dan prasarana, 
fasilitas dan, pengelolaan rutin, namun tujuan 































































































2.   Tangible  - Pelengkapan kantor dan fasilitas penunjang 
kegiatan pengelolaan Villa Park Banjarsari 
tidak memadai. Walaupun demikian kegiatan 
pengelolaan Villa Park Banjarsari tetap 
berjalan. 
- Program rutin Perawatan dan perbaikan 
fasilitas penunjang kegiatan pengelolaan di 
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan 
DKP Kota Surakarta tidak ada karena 
keterbatasan anggaran.  
- Fasilitas taman di Villa Park Banjarsari sudah 
ada diantaranya tempat duduk, lampu taman, 
gazebo dan tempat sampah, namun jumlahnya 
masih kurang. 
3.  Responsivitas  - Kesulitan dalam mencari tahu kebutuhan 
masyarakat karena tidak pernah ada riset 
terhadap taman dan harapan pengunjung serta 
terbatasnya sarana komunikasi dengan 
masyarakat, seperti sosialisasi dan diskusi.  
- Keluhan direspon secapatnya namun respon 
keluhan sering terlambat karena persiapan 
untuk merespon terlalu lama. 
4. Responsibilitas  - Terdapat penyimpangan dalam prosedur, yaitu 
proses pelaksanaan kegiatan  pengelolaan 
taman. Sebagai contohnya yaitu penyiraman 
tanaman seharusnya sehari 2 kali tetapi dalam 
pelaksanaanya 2 hari sekali ataupun 3 hari 
sekali. Pembersihan aturannya 2 kali sehari 
namun hanya 1 kali sehari.  
- pelanggaran kedisiplinan seperti mangkir jam 
kerja. Masih terdapatnya pegawai yang pulang 
saat jam kerja dan masih ada pegawai yang 
bekerja sambilan saat jam kerja masih 
berjalan, namun jumlah pegawai yang 
melakukan tindakan pelanggaran kedisiplinan 
prosentasenya hanya kecil. 
5. Akuntabilitas  - Laporan kegiatan tahunan dan laporan 
keuangan tahunan sifatnya global dan tidak 
terperinci. Hal ini dikarenakan tidak adanya 
laporan harian secara tertulis, namun mulai 
tahun 2011 mulai dikembangkan laporan 































































































dalam menyusun laporan kegiatan dan laporan 
keuangan tahunan. 
6. Transparansi - Tidak dapat memberikan infomasi yang 
mendetail kepada publik. Contoh: laporan 
pelaksanaan program. Selain itu, Peneliti 
kesulitan dalam mendapatkan data terkait 
LAKIP, RESTRA dan Rencana Tahunan atau 
Program Kerja Tahunan. Hal ini dikarenakan 
kerahasiaan data dengan tujuan menjaga data-
data penting agar tidak dimanfaatkan oleh 
pihak yang tidak bertanggungjawab. 
 
C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA BIDANG 
PERTAMANAN DAN PENERANGAN JALAN DINAS KEBERSIHAN 
DAN PERTAMANAN KOTA SURAKARTA 
1. FAKTOR SUMBER DAYA MANUSIA 
Keberadaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi sangatlah 
penting. Berikut ini adalah penuturan dari Ibu Ir. Sri Wardani Poerbowidjojo, 
MT, selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta tentang pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi 
termasuk Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta: 
alo utamanya ya jelas SDM-nya, pertama SDM-nya dulu lalu 
Peralatan kemudian pendanaanya. Sumber daya manusia harus lebih 
cekatan, jika kita dihadapkan oleh 3 masalah kompain pada jam yang 
sama maka kita harus tau prioritas yang didahulukan, yaitu yang mana 
yang lebih parah dan perlu didahulukan, sedangkan yang lainnya ya 
 
(Wawancara tanggal 28 Maret 2011) 
 
Kurangnya jumlah tenaga kerja atau pegawai di Bidang Pertamanan 































































































sebanding dengan luas area kerja ini membuat pengelolaan taman kurang 
efektif dan kurang maksimal. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Suranto, 
selaku Kepala Seksi Pertamanan Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan 
DKP Kota Surakarta sebagai berikut ini: 
egawai dan pekerja kita jelas kurang, sementara luas taman yang 
kita kelola sangat luas, seluruh taman di kota solo, malahan sekarang 
 
 yang lewat CPNS kan itu aministratif sedangkan kalo 
pegawai pengelola tidak tambah. Terus THL kita yang honorer sudah 
sejak tahun 2010 tidak bisa ditambah. Y  
(Wawancara tanggal 22 Maret 2011) 
 
Jumlah tenaga kerja yang kurang dari segi kuantitas membuat 
pengelolaan kurang dapat berjalan dengan baik, termasuk juga 
mempengaruhi pembagian kerja yang sepertinya kurang seimbang antara 
luas area tugas dan jumlah pekerja yang menanganinya. Villa Park Banjarsari 
sebagai suatu taman kota memang belum dapat dikelola dengan baik oleh 
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta, salah satu 
faktor utamanya adalah kesulitan dalam pembagian job desk pegawai dan 
pekerja. Pembagian kerja pengelolaan Villa Park Banjarsari diatur oleh 
Mandor atas wewenang yang diberikan Kepala Bidang melalui Kepala Seksi. 
Villa Park Banjarsari merupakan salah satu taman yang berada dibawah 
Mandor Bapak Sunarya. Dalam pembagian tugas beliau merasa kesulitan 
karena area pengelolaan yang menjadi tuganya sangat luas. Berikut ini adalah 
































































































Pembagian Kerja Area Banjarsari Tahun 2010 
Jabatan Nama Area Kerja  Luas m2 





Jl. Selamet Riyadi mulai dari 
perempatan Ngapeman sampai 
Gladag Utara yaitu jl. Imam Bonjol, 
jl. Kartini, jl. Gajah Mada, jl. Dr. 
Cipto Mangunkusumo, jl. Ronggo 
Warsito, jl. Yosodipuro, Taman Kali 
Pepe, taman dan jalur hijau Balapan, 







Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Taman 
Kodim, Kota Barat Sampai Paragon 
selatan jalan. 
2252,03  
 2. Umar Said Jl. Yosodipuro, Kota Barat sampai 
perempatan Paragon utara jalan, 
kemudian kearah timur sampai 
Ngesus utara dan selatan jalan  dan 
Taman Ngesus. 
2449,48 
 3. Wagiman Taman Balapan, Pot Tengah, Taman 
Kali Pepe, Taman Totogan SMA 
Muh. 1, lalu Perempatan Solikhin, 
dan Taman Pasar Nongko. 
1163,22 
 4. Suradi Taman Gilingan, Jalur dan Pot 
Tengah Gilingan dan Taman Tmur 
Pertigaan Gilingan. 
1486,32 
 5. Sangidun Ngesus Kea rah Timur sampai 
Mangkunegaran, Ngesus Kea rah 
selatan sampai perempatan 
Ngapeman, Jl. Ronggo Warsito, Kel. 
Timuran sampai erempatan Tiga 
Serangkai, Jl. Kartini. 
1321,41 
 6. Kusasi Perempatan Ngapeman sampai 
Geladag utara, Jl. Imam Bonjol, Jl. 
Ronggo Warsito, Perempatan 
Ramayana sampai Kel. Timuran. 
1902,24 
 7. Tarmuji Taman Kalianyar ( Tirtonadi). 4400,00 

































































































Sudiman Jl. Monginsidi, proliman Balapan 
sampai Taman TP, Taman Mayor 
Achmadi, Villa Park Banjarsari, 
Taman Setabelan (Semongko) , 
Taman Sadinoe dan Pojok 




1. Purwanto Taman Setabelan (Semongko), 
Taman Sadinoe, dan Pojok 
Mangkunegaran  (Pos PDI). 
1484,95 
 2. Samiyono Taman Proliman Balapan, Taman 
Mayor Achmadi, Jalur  hijau Jl. 
Monginsidi utara dan selatan jalan. 
1232,17 
 3. Bambang.  Villa Park Banjarsari 18011,00 
Area II 4 Orang Jumlah Luas Area Kerja II 20782,12 
 
Sumber : Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta 
 
Jumlah pegawai dan pekerja yang menangani area Villa Park 
Banjarsari jika dilihat dari tabel diatas jelas tidak sebanding dengan luas area 
kerja yang mereka miliki. Total luas area regu II yang berjumlah 20782,12 
m2 ditangani oleh 1 kepala regu kerja dengan 3 anggota pekerja jelas kurang. 
Kemudian dari tabel diatas diketahui bahwa khusus area Villa Park 
Banjarsari hanya ditangani oleh 1 orang utama yaitu Bapak Bambang 
Setiawan, sedangkan yang lain hanya membantu jika sempat. Kurangnya 
tenaga pengelola Villa Park Banjarsari membuat pengelolaan Villa Park 
Banjarsari tidak dapat maksimal. Hal ini memerlukan solusi yang tepat agar 
tujuan dan target Villa Park Banjarsari menjadi taman kota yang hijau, 
bersih, indah dan layak dikunjungi dapat terwujud. 
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Dinas Kebersihan 
menanggapi masalah tersebut sebagai masalah yang harus dipecahkan 































































































MT, selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta berikut ini : 
kita optimalkan pekerja yang ada untuk seluruh area, yang penting 
semua area dapat disapu dan disirami walau kadang terlambat. 
Sekarang kita mau bagaimana? Menambah tenaga honorer jelas tidak 
bisa, seandainya dipaksakan selain melanggar aturan juga kasihan 
THL-nya, mereka tidak bisa diperjuankan diangkat sebagai PNS. Kita 
ada rencana beberapa taman kota akan kita out sourcing -  
(Wawancara tanggal 11 Maret 2011) 
 
Kemudan beliau menambahkan penjelasan terkait solusi untuk 
menciptakan Villa Park Banjarsari menjadi taman yang bersih dan indah 
adalah dengan cara dilimpahkan pada pihak out sourcing. Seperti keterangan 
Ibu Ir. Sri Wardani Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala Bidang Pertamanan 
dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta berikut ini: 
ita out sourcing -kan, akan lebih efektif dan kita tinggal mengawasi 
pihak out sourcing -nya saja. Kalo masalah jumlah anggaran besar 
atau tidak, ya kurang lebihnya sama lah ya dengan kita menambah 
tenaga honorer. Jika di out sourcing -kan tenaga DKP kita bisa lebih 
 
open recruitmen baru karena aturan dari pusat untuk 
THL tidak ada. Kalo penerimaan lewat CPNS ya tidak ke taman tapi 
 
(Wawancara tanggal 28 Maret 2011) 
 
Pegawai Bidang Perta anan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta selain kurang dari segi Kuantitas juga kurang dari segi kualitas, hal 
ini dikarenakan rata-rata pegawai merupakan lulusan SMA, ada juga yang 
SMP dan sebagian kecil SD dan Sarjana. Latar belakang pendidikan ini 
sangat berpengaruh pada kualitas pekerjaan yang membutuhkan skill dan 































































































MT, selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta berikut ini: 
ekerja lapangan kita tidak semua THL sebagian dari mereka PNS, 
tenaga THL yang diangkat jadi PNS. Jadi jika dilihat ya rata-rata dari 
pegawai (PNS) dan THL sebagian besar lulusan SMA, ada juga yang 
SMP, terus ada juga yang SD. Khusus yang SD dan SMP dulu kalo 
mau diangkat jadi PNS harus mengikuti kejar paket C untuk 
mensetarakan dengan yang lain. Malahan ada THL saya yang Insinyur 
lho. karena aturan, dia tidak bisa diangkat. Ya kasihan juga dia sampai 
sekarang masih jadi THL. Kualitas rata  rata jelas kurang ya kalo 
latar belakang SD, SMP, SMA. Apalagi tidak ada Diklat 
 
(Wawancara tanggal 28 Maret 2011) 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Suranto, selaku Kepala 
Seksi Pertamanan Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta, seperti berikut : 
a kualitas pegawai dan pekerja kita memang secara teori kurang 
tetapi mereka kaya akan pengalaman. Jadi saya kira kalo SMA ya 
tidak jadi masalah, tetapi memang perlu kita tingkatkan lagi melalui 
sharing  
(Wawancara tanggal 22 Maret 2011) 
 
Sumber daya Manusia yang dimiliki Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta secara umum memang sudah 
memiliki kemampuan yang baik. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Ir. Sri 
Wardani Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta berikut ini: 
mampuan secara mayoritas ya sudah cukup baik lah. tapi kita kan 
juga ga bilang baik 100 persen karena kan itu tergantung manusianya. 
ada yang bekerja sepenuh hati ada juga yang penting mbut gawe, asal 
- asalan juga ada. memang ga mudah. Urusan taman kan berhubungan 
dengan tanaman, kalo orang yang senang tanaman ya kerja nya bagus. 
Tidak mudah juga merawat tanaman, inikan juga berhubungan dengan 































































































pekerjaannya, menikmati pekerjaanya dengan yang asa - asalan kerja 
itu memang kelihatan. S  
(wawancara tangal 28 Maret 2011)  
 
Ketaatan pegawai pada peraturan secara mayoritas sudah baik, 
walaupun ada beberapa pegawai yang kadang kurang taat pada peraturan 
yang ada namun hal tersebut dapat diatasi dengan kontrol pekerja yang baik 
seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ir. Sri Wardani Poerbowidjojo, MT, 
selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan berikut ini: 
erja. Aturan jam 
sudah baik, tapi ukuran kinerja kita kan belum berjalan sepenuhnya 
artinya kan setiap orang punya job masing-masing, lha ini yang 
kurang, maksudnya sulit diukur. Kedepannya nanti setiap pekerja kan 
akan diberi buku laporan harian, jadi setiap masuk harus laporan apa 
saja yang dikerjakan oleh pekerja itu, jam sekian sedang apa, 
mengerjakan apa, jam sekian dimana, dan setiap hari harus diisi. 
Secara umum sudah sesuai, kita tidak bisa bilang 100 persen, karena 
kita kan juga sulit memantau mereka.   
(wawancara tanggal 28 maret 2011) 
 
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta dalam 
mengatasi sumber daya manusia yang kurang adalah dengan 
mengoptimalkan seluruh pegawai dan pekerja yang dimiliki serta batuan 
partisipasi masyarakat. Adapun caranya adalah dengan mengoptimalkan 
sumber daya - sumber daya yang dimiliki untuk pengelolaan taman kota 
termasuk Villa Park Banjarsari. Seperti kutipan wawancara dengan Ibu Ir. Sri 
Wardani Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta berikut ini: 
membersihkan walaupun tidak maksimal, karna kebetulan daunya 
gampang rontok sedangkan waktu kita tidak cukup untuk 































































































tanggung jawab kita, ya tidak juga. Kita juga mengajak masyarakat 
untuk berpartisipasi, hanya saja masyarakat yang mana yang akan 
diajak?. Ada juga bantuan masyarakat seperti Kelompok Aeng - Aeng, 
itu lho Pak Mayor Hari Sutanto kadang mengerahkan anak-anak untuk 
berpartisipasi; mencabuti paku-paku dipohon, membersihkan coretan 
ditembok. Sebenarnya spanduk boleh dipasang tapi ijin dahulu dan 
dipasangnya pake tali. Kita juga mengajak kelurahan setempat untuk 
berpartisipasi, seperti pe  
(Wawancara tanggal 28 Maret 2011) 
 
Hasil penelitian mengenai faktor yang berpengauh terhadap kinerja 
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta didapatkan 
bahwa faktor utama yang berpengaruh adalah sumber daya manusia (SDM). 
Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bidang pertamanan dan Penerangan 
Jalan DKP Kota Surakarta kurang dari segi kuantitas maupun kualitas, hal ini 
menjadi kendala dalam penaaian tujuan organisasi. Upaya perbaikan yang 
dilakukan Bidang Pertamanan dan  Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta 
adalah dengan : 
a. Mengoptimakan SDM yang dimiliki untuk melakukan kegiatan 
pengelolaan dan perawatan taman dan ruang terbuka hijau (RTH) Kota 
Surakarta. 
b. Terkait jumlah tenaga yang kurang maka kedepannya beberapa taman di 
Kota Surakarta akan dilimpahkan ke pada pihak swasta (Out sourcing) 
agar lebih efektif dan efisien dalam pengelolaanya. Kemudian pegawai 
dan pekerja Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta akan dioptimalkan menangani taman-taman yang tidak 































































































c. Peningkatan kualitas pegawai dilakukan dengan memotivasi pegawai 
dan pekerja serta memberikan pengarahan yang terarah. Selain itu juga 
dengan membaca buku-buku pengelolaan taman sebagai bahan 
pengarahan. 
2. FAKTOR SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KEGIATAN 
PENGELOLAAN 
Sarana dan prasarana penunjang kegiatan sangat berpengaruh dalam 
proses pelaksanaan kegiatan guna pencapaian tujuan organisasi. Sarana dan 
prasarana penunjang yang memadai dan baik akan mempermudah proses 
pelaksanaan kegiatan termasuk mempermudah kerja dari pegawai atau 
pekerja, sedangkan kurang memadainya sarana dan prasarana akan menjadi 
hambatan suatu organisasi dalam beraktivitas. 
Bidang Pertamanan dan Peneranga Jalan DKP Kota Surakarta dalam 
pengelolaan Villa Park Banjarsari masih memiliki kendala yang 
menyebabkan kinerja yang dihasilkan kurang maksimal. Sesuai hasil 
penelitian yang dlakukan dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana 
penunjang kegiatan pengelolaan taman jumlahnya masih kurang, selain itu 
juga terdapat beberapa alat yang digunakan dalam pengelolaan taman 
kondisinya rusak dan butuh perbaikan. Suatu kegiatan tidak dapat berjalan 
dengan baik dan hasil yang didapatkan tidak maksimal jika sarana dan 
prasarana yang digunakan masih kurang memadai. Seperti yang dungkapkan 
oleh Bapak Suranto, selaku Kepala Seksi Pertamanan Bidang Pertamanan 































































































sarana dan prasarana kita memang belum cukup, masih kurang. Truk 
tangki air kita buat menyiram taman kurang, truk untuk angkut 
 
(Wawancara tanggal 22 Maret 2011) 
 
Kendala sarana dan prasarana juga diutarakan oleh Ibu Ir. Sri 
Wardani Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta berikut ini: 
alo lengkap ya sudah lengkap, tapi belum cukup. untuk mobil tanki 
air kita ada 3 ditambah 1 pinjaman dari PDAM jadi 4 unit. Kalo 
idealnya kita pernah menghitung untuk kota solo sendiri paling tidak 
25 mobil tangki air, tapi boros di biaya transportasi, karena jarak 
taman denga sumber air cukup jauh. Kalo mengambil air dari sungai 
kendala kita kalo musim kemarau sungai kering, ya tetap saja ambil 
air dari Balekambang  
(Wawancara tanggal 28 Maret 2011) 
 
Kendala sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengelolaan Villa 
Park Banjarsari sangat dirasakan oleh Bidang Pertamanan dan Penerangan 
Jalan DKP Kota Surakarta, hal ini membuat kinerja pengelolaan Bidang 
Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta menjadi kurang 
maksimal. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta 
perlu membuat upaya mengatasi kendala tersebut seperti membuat sumur 
pompa di Villa Park Banjarsari unt k mengatasi masalah penyiraman yang 
terkendala jumlah truk tangki air yang kurang. Rencana dibuatnya sumur 
pompa di Villa Park Banjarsari memang sudah lama namun sampai saat ini 
belum terealisasi, seperti yang diutarakan Bapak Sunarya, Mandor 
Pertamanan area Villa Park Banjarsari sebagai berikut: 
yiraman itu perlu dibuat sumur 































































































Tirtonadi atau Balekambang. Kalo ada sumur disini (di Villa Park 
Banjarsari) nanti kita bisa siram setiap hari, nanti pake alat pompa air 
 
(Wawancara tanggal 19 Maret 2011) 
 
Pembuatan sumur pompa sangat bermanfaat sekali untuk area Villa 
Park Banjarsari karena memudahkan penyiraman dan menjadikan 
penyiraman lebih efisien dan efektif. Pengadaan sumur pompa di Villa Park 
Banajarsari sebenarnya sudah diusulkan sejak awal tahun 2010 namun 
sampai sekarang belum di buat. Seperti yang disampaikan oleh Bapak 
Suranya, selaku Mandor Taman area Villa Park Banjarsari berikut ini: 
 sumur pompa disini (Villa Park 
Banjarsari), ya saya sudah lama mengusulkan. Katanya ya sudah 
direncanakan, ya sudah dari tahun kemarin mas, tahun 2010, tapi ya 
sampai sekarang juga belum ada (belum dibuatkan). Kalo masalahnya, 
ya paling anggaran pembuatan  
(Wawancara tanggal 19 Maret 2011) 
 
Sumur pompa memang belum dibuat di tahun 2010 walaupun sudah 
direncanakan, kendalanya tidak lepas dari anggaran pengadaannya yang 
memang belum ada. Hal ini memang dibenarkan oleh Kepala Bidang 
Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta, Ibu Ir. Sri Wardani 
Poerbowidjojo, MT, seperti berikut ini: 
Peralatan dan perlengkapan memang sudah mendukung, tatapi belum 
maksimal karena masih kurang. Kalo di Villa Park sendiri sumur 
pompa sepertinya penting dari tahun lalu sudah kita rencanakan tetapi 
belum ada anggaran. Angan - angan kita kedepannya akan kita buat 4 
sumur di Villa Park Banjarsari. Kita memang ada 4 tangki,  dan jelas 
tidak efektif. Tangki jam 5 keluar wira-wiri Balekambang dan taman-
taman, sampai jam 10, sedangkan jam 10 lebih itu sudah ga efektif 
untuk penyiraman. Kalo musim kemarau kita memang repot, tapi kalo 
 
































































































Kendala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta selain masalah penyiraman karena terbatasnya truk tangki air, juga 
truk angkut material yang jumlahnya kurang dan keadaanya rusak. Upaya 
perbaikan juga sudah dilakukan Seperti keterangan Ibu Ir. Sri Wardani 
Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan 
DKP Kota Surakarta berikut ini: 
dan masa pakai ekonomisnya sudah habis, walau diperbaiki tetap tidak 
maksimal. Kalo urusan perawatan dan perbaikan di pegang oleh 
Sekretariat dan UPPTK Persampahan, karena yang paling banyak 
menyerap anggaran perbaikan dan pemeliharaan transportasi kan di 
 
(Wawancara tanggal 28 Maret 2011) 
 
Upaya perbaikan fasilitas taman juga sudah dilakukan dengan 
perawatan dan pemeliharaan seperti pengecatan pagar, monumen dan kursi, 
gazebo dan paving. Penambahan fasilitas yang sudah ada di Villa Park 
Banjarsari agar lebih baik dirasa perlu. Seperti keterangan Ibu Ir. Sri Wardani 
Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan 
DKP Kota Surakarta berikut ini: 
bermain anak, kursi juga k rang, gazebo juga sudah lama perlu 
 
(Wawabcara tanggal 28 Maret 2011) 
 
Bidang Pertamanan dan Peneranagan Jalan DKP Kota Surakarta 
berusaha menangani masalah sarana dan prasarana penunjang kegiatan 































































































prasarana penunjang kegiatan dengan cara mengajukan proposal anggaran ke 
tim anggaran guna penambahan jumlah fasilitas sesuai yang dibutuhkan. 
3. FAKTOR ANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN 
Faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi selain sumber daya 
manusia dan fasilitas penunjang kegiatan adalah anggaran. Bidang 
Pertamanan dan Penerangan Jalan selama ini mengandalkan anggaran yang 
seadanya karena jumlah anggaran yang dianggarkan untuk pengelolaan 
taman masih kurang. Anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan Villa 
Park Banjarsari selama tahun 2010 adalah anggaran perawatan rutin saja, 
sehingga untuk pengembangan fasilitas dan pembangunan Villa Park 
Banjarsari belum tersedia. Anggaran selama tahun 2010 sebagian besar 
dialokasikan sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan yaitu 
pembangunan pagar hijau. 
Fungsi anggaran sangat mempengaruhi kinerja Bidang Pertamanan 
dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta dalam pengelolaan Villa Park 
Banajarsari. Seperti keterangan dari Ibu Ir. Sri Wardani Poerbowidjojo, MT, 
selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 
Surakarta berikut ini: 
endala pelaksanaan kegiatan selain SDM dan fasilitas, ya jelas 
anggaran. Anggaran kita belum ada kalo untuk pengembangan Villa 
Park. Kita sebenarnya bisa memperbaiki fasilitas yang ada, namun 
 
(Wawancara tanggal 28 Maret 2011) 
 
Kendala anggaran ini menghambat pelaksanaan kegiatan seperti 































































































Villa Park Banjarsari memang tidak besar namun kan juga harus di buatkan 
juga sarana dan prasarana keamanan sumur, mesin pompanya, terus peralatan 
penunjang lainnya seperti selang dan lain-lain. Hal ini sesuai hasil 
wawancara dengan Ibu Ir. Sri Wardani Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala 
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta berikut ini: 
alo 1 titik 1 juta sampai 1.5 juta. Kalo 4 titik ya kira kira 6 juta. 
Pengadan mesin pompa juga perlu ditambah. Kita ada 6 pompa 
sekarang, nanti kalo tambah 4 sumur pompa, ya tambah mesin pompa 
 
(Wawancara tanggal 28 Maret 2011) 
 
Kendala anggaran ini dipengaruhi oleh skala prioritas anggaran, yaitu 
alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan, maksudnya pembangunan yang 
lebih penting yang akan didahulukan mendapatkan anggaran. Villa Park 
Banjarsari selama tahun 2010 tidak masuk dalam anggaran prioritas sehingga 
dalam pengembangan kearah yang lebih baik masih terkendala dana. Seperti 
yang diungkapkan oleh Ibu Ir. Sri Wardani Poerbowidjojo, MT, selaku 
Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta 
berikut ini: 
 masih masuk ke 
dalam anggaran perawatan rutin. Belum masuk ke anggaran prioritas. 
Kalo dibilang kurang ya kurang, namun kita cukup-cukupkan. kalo 
mau di buat bagus ya bisa namun anggaran lagi masalahnya. Kan 
perlu anggaran khusus untuk itu.  
(Wawancara tanggal 28 Maret 2011) 
 
Kendala anggaran tentunya menghambat pelaksanaan kegiatan dan 
berpengaruh pada kurang efektifnya pencapaian tujuan pengelolaan Villa 































































































Surakarta berupaya untuk menangani masalah kendala anggaran tersebut 
dengan cara yaitu melakukan kegiatan sesuai anggaran yang ada sedangkan 
kegiatan yang belum terlaksana karena kendala tidak adanya dana akan 
dilaksanakan sebagai rencana program kegiatan tahun depan. Seperti 
keterangan Ibu Ir. Sri Wardani Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala Bidang 
Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta berikut ini: 
Park, ya disesuaikan dengan anggaran, jika ada hal yang perlu 
dibenahi sedangkan anggaran tidak mencukupi ya kita planning -kan 
buat tahun depan, misalnya pagar yang rusak kan butuh biaya yang 
tidak sedikit, sedangkan dana kita tidak cukup, ya akan kita masukkan 
 
(Wawancara tanggal 3 Maret 2011) 
 
Upaya mengatasi masalah anggaran yang dilakukan Bidang 
Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta selanjutnya adalah 
dengan berusaha mengajukan anggaran prioritas pengelolaan Villa Park 
Banjarsari ke Tim Anggaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota 
Surakarta. Seperti keterangan Ibu Ir. Sri Wardani Poerbowidjojo, MT, selaku 
Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta 
berikut ini: 
 
Kalo itu jadi suatu rencana prioritas ya bisa goal. Kalo belum ya, 
rencana kita dicoret. Kalo orang awam taunya ada kerusakan kok tidak 
segera ditangani, padahal di kita itu anggaran tidak cukup karena ada 
 
(wawancara tanggal 11 maret 2011) 
 
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta selain 































































































juga menggandeng partisaipasi masyarakat dan pihak lain dalam kegiatan 
pemeliharaan dan perawatan Villa Park Banjarsari. Seperti yang diungkapkan 
oleh Ibu Ir. Sri Wardani Poerbowidjojo, MT, selaku Kepala Bidang 
Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta berikut ini: 
ita juga mengajak masyarakat berpartisipasi dalam merawat Villa 
Park, seperti kegiatan bersih-bersih oleh siswa sekolah sekitar Villa 
Park dan juga mempersilakan pihak umum menjadi donatur 
pengadaan fasilitas seperti alumni perguruan tinggi salah satu 
universitas di solo nebusi kita, mau membuatkan taman bermain untuk 
anak-anak di Vil  
(Wawanara tanggal 3 Maret 2011) 
 
Upaya penangan kendala kurangnya dana adalah berusaha merangkul 
pihak swasta untuk peduli terhadap linkungan dan masyarakat sekitar, yaitu 
dengan Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak swasta di Kota 
Surakarta. Seperti keterangan Ibu Ir. Sri Wardani Poerbowidjojo, MT, selaku 
Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta 
berikut ini:  
. Jadi kita 
melibatkan swasta yaitu mengajak pihak swasta untuk peduli terhadap 
Kota Surakarta. Kita memang belum mencoba hal itu. namun 
kedepannya kita akan usahakan kerjasama antara pemerintah dan 
pihak swasta. Kan bisa membatu kita,  
(Wawanara tanggal 28 mare  2011) 
 
Upaya mengatasi masalah keterbatasan anggaran kegiatan oleh 
Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta sudah 
diupayakan seoptimal mungkin dengan harapan masalah anggaran tidak 
menjadi kendala bagi Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota 































































































sehingga mampu meningkatkan kinerja dari Bidang Pertamanan dan 






















































































































Pemerintah Kota Surakarta memperbanyak ruang terbuka hijau 
dengan program yang dikenal dengan nama tamanisasi, yaitu penambahan 
jumlah taman kota dengan cara merevitalisasi taman lama yang sudah rusak, 
pembangunan taman-taman baru di lahan-lahan kosong, perbanyak jalur hijau 
dan program pagar hijau. Tujuan dari tamanisasi selain memenuhi tuntutan 
UU Nomor 26 tahun 2007 juga mempunyai tujuan lain yaitu menjadikan kota 
surakarta hijau dengan slogan Solo ijo royo-royo
Sesuai Peraturan 
Walikota Nomor 19-L Tahun 2009, Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan 
DKP Kota Surakarta adalah bagian dari Pemerintah Kota Surakarta yang 
diberi tugas untuk mengelola taman kota, termasuk didalamnya Villa Park 
Banjarsari.  
Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian terkait Kinerja Bidang 
Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta dalam pengelolaan 
Villa Park Banjarsari yaitu kinerja kinerja Bidang Pertamanan dan 
Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta dalam pengelolaan Villa Park 































































































kinerja Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta dalam 
pengelolaan Villa Park Banjarsari:  
1. Aspek efektivitas yaitu tujuan penelolaan Villa Park Banjarsari sebagai 
taman kota yang bersih dan indah tidak dapat diwujudkan,  
2. Aspek tangible yaitu sarana dan prasarana kantor belum memadai, 
fasilitas penunjang kegiatan pengelolaan taman juga tidak memadai, dan 
fasilitas bagi pengunjung Villa Park juga tidak memadai.  
3. Aspek Responsibilitas yaitu kegiatan pengelolaan Villa Park Banjarsari 
belum sesuai aturan dan masih terdapatnya pekerja ataupun pegawai yang 
korupsi jam kerja. 
4. Aspek responsifitas yaitu kesulitan dalam melihat kebutuhan masyarakat 
serta merespon kebutuhan masyarakat.  
5. Aspek akuntabilitas yaitu laporan kerja yang belum jelas, masih bersifat 
global (umum), tidak ada laporan kerja harian, dan kesulitan dalam  
menginformasikan hasil laporan ke publik. 
6. Aspek trasnparansi yaitu pelaksanaan trasparansi belum berjalan baik 
karena tidak dapat memperlihatkan Laporan Kerja, Laporan Keuangan, 
LAKIP, Rencana Strategis, dan Progran Kerja Tahunan kepada peneliti. 
Selain itu tidak ada laporan kepada publik terkait program dan capaian 
kegiatan. 
Kinerja Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Dinas Kebersihan 































































































kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Villa Park Banjarsari yaitu 
meliputi faktor  faktor berikut ini: 
1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM). 
Sumber daya manusia yang kurang baik dalam segi jumlah maupun 
kualitas. Diklat yang ada selama ini hanya diklat struktural, sedangkan diklat 
peningkatan ketrampilan untuk pegawai dan pekerja terkait pengelolaan 
taman belum ada. 
2. Faktor Fasilitas, Sarana dan Prasarana Penubjang Kegiatan. 
Fasilitas penunjang kegiatan yang masih kurang dalam segi jumlah 
dan sebagian dari fasilitas tersebut dalam keadaan rusak serta tidak layak 
pakai. Penambahan dan perbaikan fasilitas penunjang kegiatan pengelolaan 
terkendala anggaran dinas yang terbatas. 
3. Faktor Anggaran. 
Pengelolaan Villa Park Banjarsari disesuaikan dengan anggaran yang 
ada karena anggaran tahun 2010 dirasa masih kurang sehingga mengambat 
proses pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penambahan fasilitas taman. 
 
B. SARAN 
Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 19  L Tahun 2009 
tugas dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surakarta adalah 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebersihan, pertamanan, 
penerangan jalan, pengelolaan sampah dan pemakaman. Tugas Bidang 































































































menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertamanan dan 
penerangan jalan. Villa park Banjarsari merupakan salah satu taman yang 
dikelola oleh Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Kota Surakarta. 
Keadaan Villa Park Banjarsari saat ini masih dalam kondisi yang  tidak baik. 
Saran yang membangun untuk Bidang Pertamanan dan Penerangan 
Jalan sangat diperlukan agar kedepannya pengelolaan terhadap Villa Park 
Banjarsari lebih baik dari pada ditahun 2010. Saran-saran tersebut antara lain: 
1. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan Kota Surakarta dalam pengelolaan Villa Park Banjarsari 
Memiliki kendala yaitu terkait kurangnya jumlah sumber daya manusia 
dan kualitas sumber daya manusia. Saran disini akan difokuskan pada 
mengoptimalkan sumber daya yang ada saat ini yaitu dengan 
menempatkan tenaga pekerja khusus yang menangani Villa Park 
Banjarsari minimal 5 orang. Pegawai dan pekerja yang sebagian besar 
lulusan SMA, SMP dan SD masih memiliki ketrampilan yang minim, 
maka dari itu diharapkan kedepannya perlu sekali diselenggarakannya 
diklat peningkatan ketrampilan kerja untuk para pegawai dan pekerja, 
agar kualitas pegawai dan pekerja dalam menangani taman dapat lebih 
baik. Jika memang dirasa perlu pengelolaan Villa Park Banjarsari 
dilimpahkan ke pihak swasta (Out Sourcing) maka segera dilakukan 
dengan perhitungan yang tepat agar nantinya anggaran yang dikeluarkan 































































































2. Fasilitas penunjang kegiatan masih kurang maka perlu penambahan dan 
perbaikan. Skala prioritas disini memang perlu, maka dari itu saran yang 
diberikan terkait pembuatan taman - taman baru yang terus - menerus jika 
tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik pun hasilnya dirasa 
kurang baik. Maka dari itu pembangunan taman baru kedepannya dirasa 
perlu dikaji ulang, mungkin dikurangi atau diistirahatkan dahulu. 
Sehingga anggaran yang ada dapat dialokasikan untuk pembenahan 
taman yang sudah ada dan peningkatan fasilitas penunjang kegiatan 
sehingga kegiatan pengelolaan dan perawatan taman yang sudah ada 
seperti Villa Park Banjarsari dapat berjalan maksimal. Sehingga perlu 
sekali penyeimbangan antara jumlah taman yang ada dengan fasilitas 
penunjang pengelolaannya serta fasilitas yang ada ditaman tersebut. 
Wacana terkait Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan 
swasta di Surakarta dirasa perlu sekali agar pihak swasta nantinya dapat 
berpartisiasi menciptakan Kota Solo yang indah, bersih, sehat, rapi dan 
nyaman.  
3. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan dirasa perlu merancang suatu 
sarana komunikasi dengan masyarakat secara langsung. Sarana tersebut 
dapat berupa sosilaisasi dan diskusi denga tokoh masyarakat. Pengadaan 
sosialisasi ini nantinya dapat dilakukan di tingkat kecamatan dan 
kelurahan serta mengundang RW, RT dan tokoh pemuda kampung agar 
membantu mensosialisasikan kepada masyarakat dan rekan pemuda 































































































komunikasi ini juga Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan dapat 
mengutarakan rencana, proses pelaksanaan dan hasil yang telah dicapai 
dalam pelaksanaan tugas. Selain itu Bidang Pertamanan dan Penerangan 
Jalan melalui sarana komunikasi seperti ini mampu mencari tahu 
kebutuhan, keluhan dan harapan masyarakat Kota Solo. Karena 
berdasarkan penelitian ini Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan 
masih lemah dalam menangkap harapan dan kebutuhan masyarakat. 
4. Tindakan yang tegas dari petugas pertamanan terhadap pengunjung yang 
melakukan tindakan perusakan dan pengotoran taman dirasa perlu 
ditingkatkan. Berdasarkan pengamatan dilapangan, pekerja tidak mampu 
berbuat apa - apa disaat melihat pengunjung yang membuang sampah 
sembarangan. 
5. Kedisiplinan pegawai dan pekerja diharapkan lebih ditingkatkan. Sesuai 
hasil wawancara, masih terdapat pekerja yang korupsi jam kerja. Solusi 
yang disarankan terkait hal ini yaitu diperlukannya kegiatan sharing atau 
diskusi bulanan kepada para pegawai dan pekerja. Sharing sebagai sarana 
komunikasi ini sangat penting bagi peningkatan kedisiplinan dan 
pengakraban pegawai dan pekerja. Sesuai hasil penelitian kegiatan 
sharing sudah lama tidak dilakukan. Fungsi pengawasan pada mandor 
perlu ditingkatkan karena mandor dalam melakukan tugas memberikan 
arahan dan teguran pada pekerja yang ada dibawahnya masih ada rasa 
sungkan (Ewuh lan perkewuh), sehingga teguran sering tidak dilakukan 































































































Saran diatas merupakan saran dari penulis dan pengunjung Villa Park 
Banjarsari agar Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan mampu 
meningkatan kinerjanya dalam pengelolaan Villa Park Banjarsari sehingga 
Villa Park Banjarsari menjadi taman kota yang bersih, indah dan layak 
dikinjungi serta Villa Park Banjarsari tidak kembali menjadi taman yang 
ramai pedagang kali lima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
